28

2. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

2. 1. Perkeretaapian di Indonesia

PT Kereta Api (Persero) adalah Badan Usaha Mililgade Indonesia yang
menyelenggarakan jasa angkutan keret&.apayanan PT Kereta Api (Persero)
meliputi angkutan penumpang dan barang. Sejarakepaapian di Indonesia
dimulai pada tahun 1864. Belanda mulai membangungan KA pada 17 Juni
1864, dan dapat dioperasikan pada 17 Juni 1868ademglayani rute sepanjang
26 antara Kemijen-Tanggung di Jawa Tengah. Pemibangjalan kereta api
pertama diprakarsai olehNaamlooze Venootschap Nederlandsch Indische
Spoorweg MaatschappifNV. NISN yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari
Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebpurs1435 mm. Ruas
jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari $ab® Agustus 1867. Secara
bertahap kemudian tersambung jaringan KA di seludalwa dan sebagian
Sumatera. Di Sulawesi juga sempat dibangun, mddkirnya dipindahkan ke

Burma (kini Myanmar) saat Indonesia dijajah Jepang

Pesatnya pembangunan perkeretaapian saat penjaidindim Belanda tidak
terlepas dari peranan swasta yang dibawa penjietika itu, angkutan KA di
Indonesia merupakan transportasi utama. Hampir agretusahaan perkebunan
dan kehutanan saat itu membangun jaringan KA umtakgangkut hasil hutan
dan perkebunan ke pelabuhan yang selanjutnya dilk@mMaropa. Peran pihak
Sswasta sangat besar, sehingga jumlah kilometenggmni rel juga terus

bertambalt.

12 PT. KAI (Persero) dalam penyelenggaraannya bexidbawah Direktorat Jenderal

(Dirjen) Perkeretaapian yang merupakan salah satuedhpat Dirjen yang dimiliki Departemen
Perhubungan (disingkat Dephub). Keempat Direktdeatleral tersebut adalah:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

2. Direktorat Jendera Perhubungan Laut

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(http://www.dephub.go.id/)

1 http://www.kereta-api.com/detail_sejarah_text.Pitin sejarah=149

14 Ibid
Universitas Indonesia
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Seiring dengan Kemerdekaan Republik Indonesia, p@degustus 1945, satu per
satu perusahan-perusahaan milik penjajah dinassasatan dikelola pemerintah
Indonesia, Pengelolaan KA diambil alih oleh karyaw@ yang tergabung dalam
"Angkatan Moeda Kereta Api" (AMKA) pada tanggal 38ptember 1945. Inilah
yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945aebtari Kereta Api di
Indonesia, serta dibentuknya "Djawatan Kereta Apeéplblik Indonesia”
(DKARI). Dengan nasionalisasi tersebut, KA yang skndikelola Pemerintah
Hindia Belanda dan swasta, diambil alih. Dengan ikiem berakhirlah peran
perusahaan swasta dalam pengelolaan perkereta&gséamjutnya, pengelolaan
perkeretaapian digabung menjadi satu perusahaamdaadah Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI). Tahun 1960-an, eiKA masih dikelola oleh
DKARI, yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Nelareta Api (PNKA).
Nama ini diubah lagi menjadi Perusahaan Jawataret&efApi (PJKA) pada
tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Janféfi, hama PJKA secara
resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Apiu(Rlka) dan semenjak
tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Apiohesia (Persero) sampai
sekarang (Darmawan, 2001: 6-10).

Perubahan status perusahaan KA ini seiring kelijalkeanerintah sebagai pemilik
perusahaan publik untuk mengembangkannya. StatiserBan Terbatas (PT)
membuat PT. KAI leluasa mengeksploitasi seluruhtngse untuk biaya
operasional. Berbeda ketika masih menyandang stBersisahaan Jawatan
(Perjan) dimana seluruh biaya operasional PT. KAtghntung pada APBN,
sekarang untuk mendapatkan biaya operasional terBdb KAl memiliki kinerja
usaha yang meliputi Produksi Jasa KA (Penjualankatan Penumpang dan
Penjualan Angkutan Barang) dan Pendapatan Non-Aagki(omposisi produksi
jasa pelayanan KA saat ini masih berat pada petayanblik, 80% dari jumlah
KA yang dioperasikan adalah pelayanan publik, teukadidalamnya KA
Jabotabek. Demikian juga dengan komposisi tempaild90% pada KA bermisi
pelayanan publik, 10% bermisi komersial. Pendapgtarg didapat melalui pos

non-angkutan adalah dengan membentuk DirektoragéPeinangan Usaha yang
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lantas membangun Divisi Properti dan Periklanan.vidDi ini lalu
menginventarisasi aset-aset PT KAI yang kira-kakuldijual. Bidang usaha yang
dilakukan divisi ini meliputi Properti, RestorasiAK Tuslah, Deposito dan Jasa
Giro, Angkutan Lanjutan, Sewa Kereta Makan, Opdeasnya (persewaan ruang,
buffet kios di stasiun), serta biaya perawatan sarafil pinak ketiga (PT. Pusri)

dan pendapatan lainnya

Operasionalisasi dan manajemen KA yang mencakupdraha dan prasarana di
Indonesia dibagi dalam wilayah Pulau Jawa dan SemmabDi Sumatera disebut
Divisi Regional (Divre) yang terbagi atas tiga. &egkan satuan Organisasi
Divisi di Pulau Jawa disebut sebagai Daerah OpdR&op) yang terbagi atas
sembilan. Berikut ini adalah tabel mengenai operadisasi dan manejemen

kereta api di Indonesia di bawah pengelolaan PT. KA

Tabel 2.1
Operasionalisasi dan Manajemen Kereta Api di Ind@ane

Divisi Regional (Divre) Pulau Sumatera Daerah Operasi (Daop) Pulau Jaws

=4

Divre Sumatera Utara di Kota Medan
Divre Sumatera Barat di Kota Padang
Divre Sumatera Selatan di Kota
Palembang

Daop 1: wilayah Jakarta
Daop 2: wilayah Bandung
Daop 3: wilayah Cirebon
Daop 4: wilayah Semarang
Daop 5: wilayah Purwokerto
Daop 6: wilayah Yogyakarta
Daop 7: wilayah Madiun
Daop 8: wilayah Surabaya
Daop 9: wilayah Jember

wnh e

SOFcoy s O CIERRS IRl

(Sumber: wikipedia.org.2008)

Di Jakarta, ada dua manajemen pengelola KA: Daagarl Divisi Angkutan
Perkotaan Jabotab®k Manajemen Daop 1, memiliki teritorial dari Cikaekp

15

http://www.bapeda-jabar.go.id/bpd_site/detailikattphp?doc=56

16 Berdasar Surat Keputusan No. SK. 123/HK.601/Pi@Bdbentuk Tim Restrukturisasi
Perkeretaapian. Pada Bulan Oktober 1997, dengaa dam CIDA, Bank Dunia mengirimkan
Advisor untuk membantu memberikan alternatif dakoneendasi tentang struktur organisasi
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Merak-Sukabumi. Selain mengoperasikan KA jarak jalA lokal ke
Merak/Rangkasbitung, Cikampek dan Purwakarta, neamay Daop 1 memiliki
tugas memelihara prasarana jalan, persinyalan ddoragainya. Sedangkan
manajemen Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek waflagelayanannya mulai
dari Bekasi, Jakarta, sampai Bogor, Depok dan Trange Divisi Angkutan
Perkotaan Jabotabek melayani angkutan kereta aputed’ yaitu pelayanan
angkutan kereta api yang menggunakan sarana KRtei@gdrel Listrik), yang
mempunyai waktu perjalanan dari tempat asal keustagjuan maksimal selama
dua jam dan dalam perjalanannya berhenti di setegiun. Stasiun yang menjadi
tanggung jawab Divisi Angkutan Perkotaan Jabotauitah stasiun-stasiun yang
khusus atau hanya melayani KRL JabotdbelStasiun yang bukan hanya
melayani KRL Jabotabek atau stasiun yang melayaiki KA jarak jauh, KA
lokal maupun KRL Jabotabek disebut stasiun campdean menjadi tanggung

jawab/di bawah pengelolaan PT Kereta Api (Perdeemp 1 Jakarta.

perkeretaapian di Indonesia. Salah satunya usulmEntdiknya Divisi Jabotabek pada 21 Maret
2001 (Majalah Kereta Api, Kerajaan KRL Indonesia.0esember 2007: 6-7)

v Komuter adalah kereta api yang beroperasi dadaak jdekat, menghubungkan kota besar
dengan kota-kota kecil di sekitarnya atau dua k@tag berdekatan. Penumpang kereta ini
kebanyakan adalah para penglaju bermobilitas tigggg pulang-pergi dalam sehari, misalnya ke
tempat kerja atau sekolah. Tidak mengherankan lap&kuensi perjalanan komuter termasuk
tinggi dan jumlah penumpangnya juga paling banyidlardling kereta jenis lainnya. Jalur-jalur
kereta komuter yang ada di Indonesia antara lain:

1. Kereta api Jabotabek, merupakan jalur komuter deduIndonesia yang melingkupi
daerah Jakarta Raya, melayani para penglaju deartdake Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi, termasuk jalur cabang ke Serpong daamkang.

2. Kereta api ekonomi jurusan Rangkasbitung-MerakGi&kampek-Purwakarta.

3. Kereta Lokal Bandung Raya yang melayani rute PaalaiaBandung-Cicalengka hingga
Cibatu, Garut.

4. Kereta Lokal Surabaya yang melayani rute Surabayaedngan, Surabaya-Sidoarjo, dan
Surabaya-Mojokerto. (www.wikipedia.org)

5.

18 KRL Jabotabek adalah jalur kereta rel listrik gadioperasikan oleh PJKA sejak 1976.
Jalur ini menghubungkan Stasiun Jakarta Kota-Tahléing ke stasiun Bogor, dan melewati
beberapa stasiun seperti stasiun Gambir, Mangg@esiar Minggu, Depok, dan Bojong Gede.
Jalan kereta api listrik sendiri dioperasikan pagdali pada tanggal 6 April 1925. Pada tanggal 1
Mei 1927 jalan-jalan kereta api listrik diselesaiksebuah lintas kereta api listrik keliling kota
yang disebutRing Baanatau Ceintuur Baan Sebaliknya untuk lintas Manggarai Bogor baru
berhasil diselesaikan pada tanggal 1 Mei 19301 ISgata yang beroperasi adalah kereta dengan
gerbong biasa yang ditarik lokomaotif listrik.
(http:/mww.kereta-api.com/detail_sejarah_text.Htin8ejarah=149)
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Operasionalisasi KRL di jabotabek memiliki armadangy sangat banyak, yaitu
mencapai 500 unit lebih, sehingga pengelolaan KRerdhkan pada sebuah
divisi khusus yang bernama Divisi Jabotabek. DaBambentukan Divisi
Angkutan Perkotaan Jabotabek ini adalah untuk ng&atkan pelayanan,
memberikan kemudahan, keamanan, ketertiban kepawggpna jasa angkutan
kereta api komuter, baik sebelum berangkat, dilkdesta, maupun saat sampai di
stasiun tujuan. Tujuan lainnya adalah menyeleng@arausaha di bidang lain
yang dibebankan oleh Direksi PT Kereta Api (Persektelalui pembentukan
Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek ini PT Kereta #Persero) menghendaki
tercapainya akuntabilitas lebih besar, kinerja tapskur dengan jelas, tanggung

jawab terhadap laba/rugi, adaptif terhadap lingmglan lebih manditi.

Bidang usaha yang diselengggarakan oleh Divisi Atayk Perkotaan Jabotabek
adalah (1) pemasaran angkutan kereta api komutevildyah Jabotabek, (2)
pengoperasian sarana kereta api di wilayah Jalotalae sekitarnya, (3)
pengelolaan stasiun dan pemberhentian (yang khoselsyani penumpang
komuter di wilayah Jabotabek dan sekitarnya) derigamn untuk memperoleh
nilai tambah dan tambahan pendapatan di luar bisntis (jasa angkutan
penumpandf. Pengaturan mengenai pendapatan di luar bisnisbérada di
bawah wewenang Seksi Non-Angkutan Penumpang. Sbksi-Angkutan
Penumpang ini memiliki badan usaha yang dikenagaersebutan Usaha Non-
Angkutan (UNA). Pendapatan yang didapat dari UNAsaitnya melalui
pemasangan iklan, persewaan tanah/lahan, pembangiasakios di stasiun, dan

usaha-usaha komersial lainnya.

19 Lihat: Majalah Kereta Api, edisi 17 Desember 2007

2 http://www.ptkai.com/
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Gambar 2.1
Struktur Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek, Dadpkarta, PT. KAl

(Sumber: Humas Daop 1 Jakarta, PT. KAI.2003)

2. 2. Deskripsi Kota Depok

Secara geografis Kota Depok berbatasan langsungadewilayah Provinsi
Jakarta Raya. Secara astronomi, Depok terletak padadinat 6°19'00” -
6°28°'00” Lintang Selatan dan 106°43'00”- 106°55'3Bujur Timur, dengan luas
wilayah 20,029 HZ. Depok mempunyai potensi sebagai sebuah wilayah
penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jaketek-Bogor-Tanggerang-
Bekasi. Potensi ini mendukung untuk menjadikan gabd&empat bermukim,
tempat berusaha, dan sebagai daerah pusat perhanintélal ini terlihat dari
perkembangan jumlah penduduk yang meningkat deogpat. Berdasarkan data
dari BPS, tahun 2005 Kota Depok penduduknya beghrh|374,903 jiwa.

21

http://www.depok.go.id
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Berdasarkan data yang didapat dari Portal Pemhbriktda Depok (depok.go.id.
Kamis 28 April 2008), Depdk bermula dari sebuah Kecamatan yang berada
dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) \&ilalarung Kabupaten
Bogor. Kemudian pada tahun 1976 perumahan mulaingdibn baik oleh Perum
Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikutgate dibangunnya
kampus baru Universitas Indonesia (Ul) pada pedkeag 1980-an. Tahun 1981
pemerintah membentuk Kota Administratif Depok bestkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannyseldnggarakan pada
tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeritwatu, H. Amir Machmud.
Pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi mikayaemakin mendesak agar

Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotadya dengan harapan

= Berikut adalah sejarah mengenai lahirnya nama Bdeserta wilayahnya. Depok dan

Bogor menjadi wilayah kekuasaan VOC sejak 17 ApfBB4, yaitu sejak ditandatanganinya
perjanjian antara sultan haji dari Banten dengarCVPasal tiga dari perjanjian tersebut adalah
Cisadane sampai ke hulu menjadi batas wilayah et Banten dengan wilayah kekuasaan
VOC. Saat pemerintahan Daendels, banyak tanah lduPawa dijual kepada swasta, sehingga
muncullah tuan tanah-tuan tanah baru. Di daeraltoPégrdapat tuan tanah Pondok Cina, Tuan
Tanah Mampang, Tuan Tanah Cinere, Tuan Tanah Qitalgan Tuan Tanah Bojong Gede.

Pada masa kejayaan VOC sejak akhir abad ke-1g&ipgrtengahan abad ke-18 hampir
semua orang Belanda di Batavia dan sekitarnya iagg raya memiliki sejumlah besar pekerja.
Tumbuh kembangnya jumlah pekerja antara lain diserakemenangan-kemenangan yang diraih
VOC atau Belanda dalam menguasai suatu daerah,kgngdian diangkut ke Pulau Jawa. Pada
era tersebut, hidup seorang tuan tanah dermawag jy@a menaruh perhatian besar terhadap
perkembangan agama Kristen di Batavia dan sek#&armgliau adalah Cornelis Chastelein yang
menjadi anggotd&keadOrdinair atau pejabat pengadilan VOC. Cornelis @&teis disebut-sebut
sebagai cikal bakal berdirinya Kota Depok sekarang.

Cornelis Chastelein, di bawah wewenang KerajaalarBla ketika itu, membeli tiga
bidang tanah di hutan sebelah selatan Batavia flanga bisa dicapai melalui Sungai Ciliwung
dan jalan setapak pada tanggalc18 Mei 1696. Kebigang tanah itu terletak di bilangan
Mampang, Karanganyar, dan Depok. Tahun itu jugamidai menekuni bidang pertanian di
bilangan Seringsing (Serengseng). Tanah yang iaakudra-kira luasnya 1.244 hektare, setara
dengan wilayah enam kecamatan zaman sekarang. b@nggarap lahan pertaniannya yang luas
itu, ia mendatangkan pekerja dari Bali, MakassarsaNTenggara Timur, Maluku, Ternate, Kei,
Jawa, Batavia, Pulau Rate, dan Filipina. Semuaeyaiinlah sekitar 120 orang. Atas permintaan
ayahnya dulu, ia pun menyebarkan agama Kristendeepara budaknya. Perlahan muncul di sini
sebuah padepokan Kristiani yang disebut Eerste Protestante Organisatie van Kristenen,
disingkat Depok. Semboyan mereka DEngheid Predikt Ons Kristugang juga disingkat Depok.

Menjelang ajalnya, 13 Maret 1714, Cornelis Chastetnenulis wasiat berisi antara lain,
mewariskan tanahnya kepada seluruh pekerjanya yela@p mengabdi kepadanya sekaligus
menghapus status pekerja menjadi orang merdekaa R8&8djuni 1714 Cornelis Chastelein
meninggal dunia, meninggalkan bekas budaknya yatah tmelebur dalam 12 marga yaitu
Jonathans, Leander, Bacas, Loen, Samuel, Jacoberisasuloseph, Tholens, Isakh, Soediro, dan
Zadhoks. Marga itu kini hanya tinggal 11 buah karemarga Zadoks telah punah. Pada 1871
pemerintah Hindia Belanda memutuskan menjadikanoBegilayah otonom sendiri. Sejak itu,
Depok yang kala itu telah memiliki daerah teritbrsekitar 1.249 hektare, diperintah seorang
residen sebagai Badan Pemerintahan Depok tertinggi.
(http://www.monitordepok.com/sejarah_depok.php)
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pelayanan menjadi maksimum. Kota Depok kemudiaresditkan sebagai
Kotamadya pada tanggal 27 April 1999, berdasarkadadg-undang Nomor 15
Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daeragkdti 1| Depok, yang
ditetapkan pada tanggal 20 April 1999.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Whlalkota Depok
meliputi wilayah Kota administratif Depok, terddari enam, yaitu:
1. Kecamatan Beji
Kecamatan Cimanggis
Kecamatan Limo
Kecamatan Pancoran Mas

Kecamatan Sawangan

© o M w N

Kecamatan Sukmajaya

Kecamatan Beji yang merupakan salah satu dari éee@ammatan di Kota Depok,
memiliki luas + 1.631 Ha, termasuk di dalamnya yatigergunakan oleh
Universitas Indonesia seluas 1.360 Ha. Pendudylrbkrh + 88.987 jiwa terdiri
dari 46.426 laki-laki dan 42.561 perempuan. SaaK@tamatan Beji terdiri dari
enam kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Beji
Kelurahan Beji Timur
Kelurahan Kukusan
Kelurahan Pondok Cina

Kelurahan Kemiri Muka,

o g M w N

Kelurahan Tanah Baru.

Sebelum Kota Depok berdiri, Kecamatan merupakahssdtu dari 34 kecamatan
di Kabupaten Bogor. Perkembangan Kota Depok, teraitsetelah pembangunan
kawasan pendidikan yang dimulai saat kampus Ulibhesangat mempengaruhi
perkembangan ekonomi di kota tersebut, terutam&etiamatan Beji yang
wilayahnya menjadi lokasi berdirinya kampus baru Beérdirinya Kampus Ul

menyebabkan perubahan lahan pertanian menjadi ppammdan rumah-rumah
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kos mahasiswa. Perekonomian yang semula di KecanBaja dahulu mayoritas
bergerak di sektor pertanian, kini telah beralihrsdktor perdagangan dan jasa.
Namun demikian masih banyak penduduk asli yangabarnt mencari nafkah

dengan memanfaatkan sisa lahan pertanian yang ada.

Gambar 2.2
Peta Kotamadya Depok

PRI R

R T ey TR
.~

T |

(Sumber: Depok.go.id. 2008)

2. 3. Kondisi Fisik Stasiun Ul dan Jalan Sawo

Uraian ini merupakan deskripsi mengenai keadaasiustdJl dan Jalan Sawo,
sejarah berdirinya kawasan di Jalan Sawo sertaepdrangannya dewasa ini.
Bagian ini juga mencakup lokasi kegiatan pedagaag ®vaktu kegiatan
perdagangan di Jalan Sawo yang berlangsung diaatak PT. KAI. Uraian pada
bagian ini diharapkan dapat memberikan gambarargemen kawasan kegiatan
pedagang yang memungkinkan terjadinya pemanfaatahtPT. KAI di Jalan

Sawo.
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Gambar 2.3
Peta Stasiun Ul dan Jalan sawo

F---2 _
F. Psiko‘lo!gi ]|

£ Jalan Sawty-——-Stasiun-di-
3P S y-oi

2. 3. 1. Lokasi Stasiun Ul

Stasiun Kereta Api Universitas Indonesia dibangauap tahun 1992.
Stasiun ini terletak di sebelah utara Stasiun Pendina, yang

dimaksudkan untuk melayani bagian kegiatan kamgudi Eebelah utara.
Stasiun Ul terletak kurang lebih 150 meter darbgeg utama Universitas
Indonesia. Wilayah utama Stasiun Ul mencakup mdki halte bis

kuning Universitas Indonesia sampai dengan jalaaps& menuju Jalan
Sawo, termasuk di dalamnya kantor, operator dagtl&krcis PT.KAI.

Stasiun ini memiliki dua buah peron kereta menwgkadta dan Bogor
yang masing-masing panjangnya kurang lebih 100ngi Bajalan kaki

yang bertujuan ke Jalan Raya Margonda, dapat meldwa pilihan jalan

dari Stasiun Ul. Jalan pertama berupa dua jalanl kgang) di peron

Jakarta, dan jalan yang kedua adalah melewati F&lao, yang terletak di

tenggara Stasiun Ul. Jalan tersebut merupakan jgkmg disemen.
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Pengguna jalan tersebut umumnya adalah para maiaagang ingin ke

Ul, serta warga sekitar kampus Ul.

Tidak terlalu berbeda dengan stasiun-stasiun laintgmpaknya stasiun
Ul juga merupakan lahan yang menguntungkan bag padagang. Hal
ini terlihat dari banyaknya pedagang yang menempatiut-sudut di
sekitar stasiun, baik yang memiliki tempat ataugos@an tembok, maupun
yang terbuat dari triplek, di lokasi bagian utartesisin dan di lahan-lahan
pinggir jalur rel kereta api. 50 kios bertembok gaerdapat di peron
Jakarta melakukan usaha fotokopi dan jilid, us&miat komputer, rumah
makan, warung kelontong, kios tas dan pernak-kperkios minyak
wangi, kios isi ulang pulsa, dan bahkan usaha pEgkmbut.

Jalan kecil menuju Jalan Sawo ada dua, yang sahatbsan langsung
dengan bangunan kantor stasiun, sedangkan yanglagtiperbatasan
dengan jalan kecil di samping peron Jakarta. Di jsien-jalan yang
dilapisi oleh semen ini berjejer kios-kios berteb&ebelah selatan
kantor stasiun terdapat wc umum yang menyatu debgagunan kantor
stasiun serta sembilan kios bertembok yang berjBjeseberangnya, atau

di sebelah selatan peron Jakarta terdapat tujak Hertembok.

2. 3. 2 Lokasi Jalan Sawo

Jalan Sawo merupakan salah satu jalan kecil yangynodungkan Jalan
Raya Margonda dengan kampus dan Stasiun Ul. Leltan $awo kurang
lebih dua meter dan panjangnya kira-kira 80 m&epanjang Jalan Sawo
baik sisi kanan maupun kiri dipenuhi oleh toko-tokang menjual
berbagai macam kebutuhan mahasiswa baik makanapasdmiburan,

berhubung Jalan Sawo ini paling banyak dilalui atethasiswa Ul.

Kondisi Jalan Sawo merupakan jalan yang kecil narmasih bisa
dilewati satu mobil yang hanya bisa masuk dari Mada sampai Drg.

Nur Fadillah. Semakin mendekati Stasiun Ul, jalansgmakin sempit.
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Jalan Sawo dilapisi semen yang di beberapa bag@dahsada yang sudah
bolong atau rusak. Di sepanjang Jalan Sawo mufarddalan Margonda
sampai belakang rel terdapat pedagang-pedagangbtemmbarang, yaitu
sekitar 82 kios. Pedagang-pedagang tersebut adg meemiliki kios
bertembok, kios yang bangunannya dari triplek daratap awning, dan
kaki lima (termasuk gerobak, lapak, dan pedagafiting.

Lokasi penelitian terletak paling ujung sebelahabatari Jalan Sawo.
Lokasi ini berbatsan langsung dengan Stasiun Ultepi jalur rel kereta
api dari Stasiun Ul ke arah Selatan terdapat bpbhekéos dagang yang
terbentang sepanjang kurang lebih 30 meter. Di-Kios dagang yang
terdapat di sana pada umumnya berhubungan dengauotukan

mahasiswa atau warga kampus mengingat letaknya yemdekatan

dengan kampus Ul.

Jalan Sawo sekarang merupakan jalan yang cukup i@anapadat oleh
pedagang dan pejalan kaki. Dulunya tempat ini makap tanah kosong
dan rawa yang menghubungkan kampus Ul dengan Balgs Margonda
dan memang biasa digunakan mahasiswa Ul untuk l&erjs&sampai
dengan akhir dekade 1990-an, tanah ini tetap metgadh kosong dan
becek serta penuh genangan air ketika hujan daakiis belum berdiri
seperti sekarang. Ketika itu pedagang-pedagang yafey menggelar
lapak-lapaknya di sekitar peron Bogor Stasiun Uhgyaekarang telah

menjadi halte Bis Kuning Stasiun Ul dan tempat [afan ojeg.
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Akhir dekade 90-an, yaitu sekitar tahun 1999, larukerjadi perubahan
yang berarti pada kawasan ini. Pada waktu itu njaatapak di tanah
kosong tersebt disemen dan di atasnya dibangun-kidss yang

bangunannya merupakan bangunan tembok. Kios-kiosdak langsung

terisi dan belum ramai pembelinya bagi yang sudahgisi kios tersebut
untuk berjualan. Ketika kios-kios tersebut sudafisiteoleh pedagang,
kebanyakan dari mereka menjual barang-barang yangalzt dikonsumsi
mahasiswa seperti buku, aksesoris, dan tas, jugg y@njual jasa seperti

rental ketik dan fotokopi.

Sekitar tahun 2003, pedagang yang berjualan di bartambah banyak,
namun mereka tidak berjualan di dalam kios, mekmnkendirikan lapak-

lapak di atas jalan semen tersebut yang posisiiaberhadap-hadapan
dengan bangunan kios. Para pedagang ini adalalggegipedagang yang
tergusur dari tempat asal mereka berjualan sebg@ndn Balai Hutan

(Balhut) Ul. Pada perkembangannya, tidak lama aetdu, dibangun

kios-kios dari triplek dan awning untuk menampunarap pedagang
"gusuran” tersebut agar terlihat lebih tertib dapiln. Namun, yang terjadi
semakin banyak pedagang dari tempat lain yang tssrgan untuk

berjualan di sana, karena lokasi ini sangat stimt@ganguntungkan.

Tempat berdagang ini dalam kenyataannya tidakrbes@ampung seluruh
pedagang yang ada, maka tidak mengherankan jilkandsatu kios diisi

oleh dua pedagang yang menjual produk yang berbeda.

Kegiatan perdagangan di sana ada yang berkaitagadekonsumsi
mahasiswa, seperti penjual alat-alat tulis (ATKka buku, fotokopi,

warnet, dan rental komputer. Perdagangan yang bengan dengan
kegiatan sehari-hari mahasiswa antara lain pemuatacheratau pulsa
handphone warung makanan dan minuman, wartel, serta kidsipa.

Terdapat juga perdagangan yang berhubungan deregaatdn-kegiatan
tertentu mahasiswa, seperti, kios aksesoris (kalgetang, kantung dan
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gantungarHP), tempatCD, rental PlayStation toko peralatan komputer,

dan penjual majalah serta komik.

Letak kios-kios dagang ini terbagi menjadi dua afeaa pertama adalah
kios-kios yang sejajar dengan jalur rel keretaarph Bogor. Area yang
kedua kios-kiosnya sejajar dengan jalur rel keagtiaarah Jakarta. Kios-
kios di area pertama berbatasan langsung ataurbpeden dengan kantor
Stasiun Ul dan merupakan kios yang memiliki banguieenbok. Secara
berurutan dari arah utara ke selatan adalah WC ugaung bangunannya
menyatu dengan kantor Stasiun Ul, warung baksol,rkizs buku dan
majalah bekas, bubur ayam, kios buku Otong, kiasaht komputer dan
etalase penjual puldgsandphongewarung nasi, kios kacamata, kios ATK,
kios komik dan buku, rentaPlayStation dan kios buku Lay Sin. Di
sebelahnya ada tiga kios yang masih kosong, tidék wang mau
menyewa karena merupakan jalan buntu sehinggaaidinitang strategis
dan kurang menguntungkan untuk berdagang. Partapejaki biasanya
memang langsung memotong jalan rel kereta tanpawaél kios setelah
kios buku Lay Sin. Mungkin karena tempat itu kurasitategis karena
para mahasiswa jarang sekali menuju ke sana katenadalah jalan
buntu. Para penumpang kereta atau mahasiswa yamgjungalan Sawo

atau Margonda langsung berbelok untuk masuk kerdaédan Sawo.

Area kedua lebih banyak kios dan pedagangnya kamesgjadi jalan
utama menuju Jalan Raya Margonda. Secara berudatanarah Utara
(berbatasan langsung dengan peron Jakarta) kiess@ishandphone
kios fotokopi, rentalPlayStation kios kosong, lahan yang didalamnya
terdapat gardu listrik, kios aksesohandphonedan rental komputer. Di
sebelahnya terdapat pagar masuk ke dalam gardik,lisetelahnya
barulah memasuki kawasan Jalan Sawo. Sebelah Jiatam Sawo adalah
kios-kios dengan bangunan tembok, yang satu kapdiognya kira-kira
berukuran 3x4 meter, lantainya berkeramik putibpaya dari asbes, dan

masing-masing kios dilengkapolling door. Sebelah barat Jalan Sawo
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adalah kios-kios yang bangunannya terbuat dariekipdan atapnya
ditutupi asbes. Satu kapling kios kira-kira berakur2x2 meter dan
dilengkapi juga fasilitas listrik. Antara kios-kiagebelah kiri (bangunan
tembok) dengan kios-kios sebelah kanan (bangunighelky atapnya

dihubungkan dengan asbes yang menutupi Jalan Sawo.

Kios-kios di sebelah timur secara berurutan daarauke selatan adalah
kios aksesoris komputer Starcom, kios pernak-pemdetel, percetekan
rental komputer, rumah makan, toko buku Erik, KD film dan MP3,
kios fotokopi, kios sepatu dan tas, serta kios gepernik. Selain itu, ada
juga kios non-permanen yang bangunan tempat bergaga hanya
terbuat dari triplek dan etalase. Di depan perestaterdapat etalase
penjual jus dan Salsa Burger, serta kios ATK danalala yang terbuat
dari triplek di sebelah kios pernak-pernik.

Kios-kios di sebelah barat secara berurutan darauke selatan adalah
Zak Selular, kios alat tulis, ikat pinggang, alatst kaos, alat tulis, Gaek
Lantang, kioscasing HR PinCity, kios perak Jogja, aksesoris wanita, dan
tempatCD. Kecuali kios-kios tersebut, ada juga dua kiosgyaremiliki
bangunan dari tembok di deretan sebelah barat yiaitu warung
kelontong, dan kios Kaos Bang Jack. Di seberang Rang Jack terdapat
AJC yang menjual peralatan komputer sekaligus r&otaputer, dan kios

fotokopi. Kedua kios ini memiliki bangunan dari teok.

Para pedagang di sekitar Stasiun Ul dan Jalan $awonnya buka dari
pagi hingga malam dan tutup pada hari minggu kasssaran utama
mereka adalah mahasiswa. Pada hari libur yang tbetidak ada

mahasiswa yang kuliah karena tidak ada kegiatakupahan maka kios-
kios tersebut tutup. Kegiatan perdagangan padakiegja (Senin-Sabtu)
dimulai kurang lebih pukul tujuh pagi, terutama ibaental komputer dan
fotokopi, dibarengi dengan waktu mahasiswa yangaimgrdatangan ke

kampus. Kegiatan perdagangan itu sendiri beradkitar pukul sembilan
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malam, dengan pertimbangan para mahasiswa sudiiit yadg lewat di
sana karena perkuliahan sudah berakhir. Waktu datpdan tersibuk
dalam kegiatan berdagang di daerah ini berkisanlplk 00-19.00 dimana
banyak mahasiswa yang hilir mudik. Sebagai pendiecuadalah hari
Sabtu dimana tidak semua kios atau pedagang buka.b&berapa yang
memutuskan tidak berdagang di hari Sabtu dikaran#ddaih sedikitnya
mahasiswa yang masuk kuliah pada hari itu sehirdgga mengurangi
pangsa pasar mereka yang biasa lewat di Jalan Sasapun untuk
pedagang-pedagang tertentu seperti para penjual DMD dan MP3
bajakan, kegiatan berdagangnya dimulai sore hararg lebih pada pukul
15.00, ini terkait dengan keamanan mereka dalandagang karena
sewaktu-waktu bisa ada razia yang biasanya dilakydeda siang hari.
Waktu berdagang mereka pun kadang dipengaruhiadehya isu razia,
sehingga jika isu tersebut terdengar, mereka lilat berdagang seharian,

atau bahkan berhari-hari sampai keadaan dinilanama

Hari Minggu hanya ada beberapa pedagang yang kmrjkarena kampus
libur sehingga tidak ada mahasiswa yang lewat Jaéamo. Kalaupun ada
yang lewat pada hari itu jumlahnya tidak banyaktuyarang-orang yang
akan atau selesai berolahraga, karena pada hamgMikampus Ul
terbuka bagi warga umum untuk dijadikan arena algdrlari pagi atau
sekedar tempat rekreasi gratis. Akan tetapi kebdamyaari mereka lebih
memilih untuk menggunakan akses jalan menuju StaBiondok Cina,
Kukusan ataupun Gerbatama karena bisa dilewati meéhingga tidak
banyak yang memilih lewat Jalan Sawo yang hanya Uditalui oleh
pejalan kaki dari Jalan raya Margonda menuju kamfiustau sebaliknya.
Kios-kios yang tetap buka pada hari minggu hanys kiubur ayam dan
kios nasi goreng yang pedagangnya memang sehatifdggal di bagian
dalam dan lantai atas kios tersebut. Pedagangy#aig tetap melakukan
kegiatan perdagangan di hari Minggu adalah tok@rkehg dan Kios
DVD Gaek Lantang di kios bangunan triplek.
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Banyaknya pedagang yang menjual aneka produk badarg jasa
membuat Jalan Sawo menjadi kawasan yang ramai ohaimadi oleh

pembeli karena harga-harga produk barang dan jasg glitawarkan di
sana sesuai untuk ukuran kantung mahasiswa. Naeeksistensian para
pedagang di Jalan sawo saat ini sedang terancargamendanya
pemberitaan mengenai pembersihan di kawasan itukudtlakukan

pembangunan Stasiun Ul bertaraf internasional. yspay terjadi sekarang
adalah timbulnya perasaan tidak tenang dari pedapahwa sewaktu-
waktu mereka akan tersgusur dari tempat itu, walaupelum ada

kepastian kapan waktu itu akan datang.

2. 4. Latar Belakang Sosial dan Budaya Para Pedaggmli Jalan Sawo
Berdasarkan data yang didapat dari hasil pengamdiatokasi penelitian,
wawancara dengan beberapa pedagang dan Ketua Ro87ios yang ada
berjumlah 48, mayoritas pedagang di Jalan Sawcakdari Sumatera Barat dan
Sumatera Utara (bersuku bangsa Minang dan Batak)jun terdapat juga
pedagang yang berasal dari daerah lain seperti,J8®uada, Betawi dan
Tionghoa. Logat bahasa daerah masing-masing peglatantama Minang dan
Batak, masih cukup kental terdengar ketika sayadzerdi lokasi penelitian.
Seringkali dengan sesama pedagang yang berasakataridaerah atau suku

bangsa menggunakan bahasa daerah mereka ketileal&rb

Mayoritas pedagang berjenis kelamin laki-laki, yaisebanyak 41 orang,
sedangkan perempuan sebanyak 7 orang. Perempudm dedikit, hal ini

dimaklumi mengingat sebagian besar dari pedagamgpakan kepala keluarga
yang harus menafkahi keluarga mereka. Di sisi lgiga ada budaya yang
berkembang di masyarakat yang menempatkan lakiskelxagai bagian anggota

keluarga yang harus menolong perekonomian keluarga.

Sebagian besar pedagang di Jalan Sawo sudah melsikahemiliki keluarga di
Depok maupun Jakarta. Umumnya mereka membawa asta istri mereka,

namun Kkeluarga besar masih berada di kampung. Keayadi atas
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memungkinkan mereka masih kembali ke kampung halgrada momen-momen
tertentu seperti hari raya dan Hari Kemerdekaani Dasil wawancara yang
dilakukan kepada mereka yang belum memiliki kelaagpda umumnya mereka
menyatakan jadi pedagang untuk membantu meringardelran ekonomi

keluarga di kampung dan juga ingin menambah pengaikerja.

Berdasarkan pernyataan di atas, yaitu membantukqeoenian keluarga di
kampung, dapat diartikan bahwa sebagian besapddeagang bukan merupakan
penduduk asli melainkan para pendatang. Kebanyatkam mereka telah
bermigrasi dari daerah asal selama lebih dari tehain. Ada beberapa di antara
mereka yang telah berjualan atau menjalankan udatempat lain sebelum di
Jalan Sawo, namun memutuskan pindah karena diangjgggmpat terdahulu
kurang menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwanl&awo dianggap oleh
sebagian besar pendatang di sana sebagai lokasinyamjanjikan dan potensial
untuk menghasilkan banyak uang. Dari hasil wawangang dilakukan kepada
para pedagang yang merupakan pendatang, diakuinoégbka bahwa mereka
tertarik untuk berdagang di Jalan Sawo karena sebmsla sudah mendengar
informasi dari rekan sedaerah yang terlebih dabeljualan di sana, atau punya

kenalan di sana.

Tabel. 2.2

Jumlah Pedagang di Jalan Sawo Berdasarkan EtffisitasBangsa)

Etnis/Suku Bangsa Jumlah Persen (%)
Minang 18 37,5
Batak 14 29,16
Jawa 9 18,75
Sunda 4 8.3
Betawi 2 4,16
Tionghoa 1 2,08

Total 48 100

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2008)
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2. 5. Karakteristik Informan

Informan-informan dalam penelitian ini terdiri atdgeberapa kategori sosial.
Dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkatuk mendukung
penelitian ini, saya melakukan wawancara mendalengah kelompok pedagang
(AT, IR, dan FT), koordinator pedagang (NG), KeRi&. 02-RW.07 Kelurahan
Pondok Cina (HL), pihak Stasiun Ul (Kepala Stasidaja dan mantan Kepala
Stasiun Nasri), pihak PT. KAl (Kadaop 1 Mahmud $wdd)j, pihak Universitas
Indonesia (SL), pihak Pemerintah Kotamadya Depoks{KIPR-Distakotbang
Yana). Nama-nama tokoh dan informan yang disebutfalam tulisan ini
bukanlah nama sebenarnya atau merupakan sua@l imasna yang bersangkutan.
Hal ini terkait dengan ketidakbersediaan pihak yaegsangkutan untuk tidak
disebutkan atau dicantumkan namanya, juga meruped@d® etik peneliti untuk

menjaga kerahasiaan identitas informan.

Informan pertama adalah AT, dari kelompok pedagang. AT (22 tahajang)
telah berjualan pin di kios non-permanen/awningrd&awo selama tiga tahun. la
merupakan tipikal pedagang yang bisa akrab dengangembelinya. Ketika saya
melakukan penelitian di kios AT, seringkali ia teat pembicaraan yang cukup
akrab dengan para mahasiswa yang lewat ataupumnbartg di kiosnya.
Kebanyakan dari mereka adalah para mahasiswa parialludayaan J-Pop atau
Jepang modern yang juga sama-sama digemari olelAATernyata cukup fasih

Bahasa Jepang. Sudah dua tahun ini ia belajar &dle@asng secara otodidak.

AT mengambil pin dari bosnya yang tinggal di rumedst di Jalan Kober,
sedangkan untuk kios pin dia sewa sendiri dengadamgang dimilikinya.

Keuntungan berjualan pin dia gunakan untuk memba&gdoran pin kepada
bosnya dan untuk kebutuhan hidupnya. la mengenahylaoitu dari teman
sekampungnya di Indramayu yang telah lebih duljubkem di Jalan Sawo.
Temannya itu tadinya juga berjualan pin dari bosdhkios yang sekarang juga
ditempati AT. Namun temannya tersebut memutuskaheloéi berjualan karena
mau membuka usaha di kampung halaman setelah rhemégkaenawarkan kios
pada AT dan tentang usaha berjualan pin dari basldin Kober. Akhirnya AT
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yang saat itu baru lulus SMA tertarik dan hijrahDé&pok dengan modal 1,5 juta
yang ia pinjam dari ibunya untuk membayar kios ptet@annya. Dengan sedikit
uang yang ia punya, bersama kakak laki-lakinydiniggal di Depok. Sementara
kakaknya melamar kerja di pabrik di daerah Cibinagagnemulai usaha berjualan
pin dengan terlebih dulu dikenalkan kepada bosgbem teman sekampungnya
tersebut.

Sistem berjualan yang dijalani AT dengan bosnydaddatangan. Artinya di sini

AT mengambil sejumlah piready stockuntuk display dan dijual di kiosnya. la
mengambil sekian rupiah (tidak mau disebutkan jlimja berapa) untuk setiap
pin yang laku terjual dari harga dasar yang ditdagosnya. AT juga menerima
pesanan pin. la menyediakan contoh desain atau etsskan pembeli membuat
desainnya sendiri. Pesanan itu ia serahkan padaydnoslan ia mendapatkan
komisi dari bosnya atas pesanan pin yang ia dbjsaitg yang ia dapat ia gunakan
kembali untuk membayar sewa kios tiap bulannya, datuk biaya hidup.

Menurutnya, keuntungan yang didapat lumayan.

Setiap bulan AT membayar sewa kios sebesar 300ddinuuang listrik 15 ribu
kepada seorang perempuan Batak yang menurutnyagdiSamernama NG.
Menurut AT, jika ada yang telat bayar uang sewa $W&a marah-marah, teriak
lantang pada orang yang bersangkutan bahkan hisa {lka terus menunggak.
Meskipun demikian, walaupun harus menghadapi NQ ydinilainya "sangar”,
AT mengaku cukup kerasan mencari uang di sini (Regdaripada harus berdiam
di kampung halaman. la merasa bosan hampir setéabah jadi pengangguran
di kampungnya selulus SMA. Apalagi ia merasa masihgat muda dan ingin
mencari pengalaman yang banyak di luar kota, di keanpung halamannya.
Hingga saat ini ia belum berniat pindah tempat dggkarena masih suka
berjualan di Jalan Sawo mengingat banyak temanrteyaag ia miliki dari
kalangan mahasiswa pecinta J-Pop yang dikenalnsiaidi

Informan kedua dari kelompok pedagang bernama IR (38 tahun, dajayang

telah berjualan dari mulai didirikannya kios nomfpanen di Jalan Sawo lima
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tahun yang lalu. IR adalah pedagang yang sayaynilink menjadi informan dari
kategori pedagang yang berjualan di pelataran $eosi-permanen, atau kategori
pedagang yang memanfaatkan sistemaring la berjualan aksesoris perak di
lapak yang ia dirikan di pelataran kiD&/D.

Awal perantauan IR dari kampung halamannya di BUkiggi dimulai sekitar
tahun 1990 menuju Kota Jakarta. la memutuskan rtearddarena merasa bosan
dan merasa malu pada keluarganya karena belum pemghasilan. Pertama kali
ia bekerja di toko pakaian di Tanah Abang mililatgjga sekampungnya. Cukup
lama ia bekerja di sana yakni selama dua tahunatlketamaan ia merasa bosan
dan mulai berkelana mencari pengalaman. Mulai karBandung, Yogyakarta,
hingga ke Bali dengan uang seadanya. Mulai dareipekpada orang hingga
berjualan dengan modal seadanya juga. Pada akhpestengahan tahun 1999 IR
kembali bekerja pada tetangga sekampungnya di pakaian di Tanah Abang.
Sekitar tahun 2000-an IR bertemu lagi dengan Riéntgga sekampungnya yang
dulu juga pernah sama-sama bekerja di toko paldiidianah Abang. RY sudah
tidak bekerja lagi di sana karena sudah punya udabang aksesorlsP di Ul,
atau lebih tepatnya di Balhut. la mengajak IR untuk bergabung (patungan)
menyewa lapak di balhut bersama dengan beberapmegl lainnya sebesar 3
juta rupiah kepada pihak kampus. IR tertarik dermjakan RY, apalagi ketika ia
ke Balhut ia melihat peluang bagus untuk berjua@ksesoris perak di sana. IR
pun kembali berhenti bekerja dari toko pakaianngg@anya dan mulai berdagang
aksesoris di balhut dengan ikut patungan.

Selama berjualan di Balhut IR mengaku untung. Blnymhasiswa maupun
anak-anak SMA yang membeli dagangannya, terlebihasiawa psikologi yang
menurutnya kaya dan jarang menawar ketika membghmgannya. Akan tetapi,
tiga tahun setelah kedatangannya di Balhut, kawdagang tersebut dibersihkan
karena adanya isu perdagangan narkoba yang melibattpam Ul di Balhut. IR
bersama dengan sebagian besar pedagang yang daarsuBalhut kemudian

mendapat jatah satu kapling kios non-permanen yaligangun oleh
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"pengembang” dan KS Nasri untuk menampung paragasdayang digusur dari
Balhut..

Sama seperti penuturan AT, IR juga membayar uang seining 300 ribu dan
uang listrik 15 ribu setiap bulan kepada NG selgengembang”, ditambah 1000
per hari untuk uang kebersihan dan keamanan ke Bfia Menurut IR, sosok
NG memang terkesan galak, apalagi NG bersuku baBask yang dianggap IR
memiliki watak yang keras. Akan tetapi, secara @eak hubungan antara IR
dengan NG cukup baik, asalkan tidak menyangkut imlasesmng sewa. IR merasa
cukup bisa menghadapi NG karena sudah lama memyanakitu sejak pertama

kali berjualan dan didirikannya kios non-permanedatan Sawo.

Sebagai pedagang IR pernah mengalami pasang-slautbahkan pernah
mengalami kemandegan tidak sanggup membayar sevga ld memutuskan
"menjual” kiosnya pada kenalannya. Menurutnya, s@macam mekanisme
pindah tangan tanpa diketahui NG untuk mencari kegan. Kenalan yang
dimaksud oleh IR diminta membayar dua juta ataye®man yang dilakukannya.
Setelah itu, IR pergi ke Bandung bersama temaneymdlan pakaian di sana.
Sekarang ini IR telah kembali berjualan di Jalaw&anamun tidak lagi di kios
non-permanen. Hal ini terjadi karena ketika IR kathdari Bandung tidak ada
lagi kios non-permanen yang kosong. Sementaraaitmasih ingin berjualan di
sana karena merasa masih betah. Sebagai soluBthyaenyewa pelataran kios

semi-permanen.

Informan ketiga adalah dari kelompok pedagang, FT (25 tahun, nadhik
pedagang kategori penyewa kios bertembok di JadavoSSaya sudah mengenal
FT sebelumnya karena sering membeli barang-baramg ya jual. la sudah
membuka usaha di Jalan Sawo sejak empat tahunDalu.tahun sebelumnya
setelah lulus dari SMA di Padang, ia melanjutkalmekudi Depok. Di akhir masa
kuliah, ia bersama teman-temannya mengumpulkan inmeelambuka usaha rental
komputer. Akan tetapi, satu-persatu teman-temarmmgagundurkan diri dari

usaha tersebut setelah lulus kuliah dan diterimgaldi perusahaan-perusaahan.
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Tinggallah FT sendiri dengan sisa modalnya mematuskenjual aset rental dan

beralih menjual alat-alat komputer.

Sebelum memulai usaha di Jalan Sawo, FT mencarinfarmasi dari pedagang
di sebelah kios yang ditempatinya sekarang. la ayeamtan informasi bahwa jika
ingin menyewa kios harus menghubungi "pengembaag@ybernama NG, bukan
pihak Stasiun. Setelah bertemu dengan NG dan sepattk menyewa, FT mulai
menjalankan usahanya. FT jarang melakukan intersdsara langsung dengan
NG, kecuali untuk mengurus masalah sewa kios. [Sdtidlan FT memang
bertemu NG yang menarik bayaran sewa kios-kios plara pedagang di kios
non-permanen, namun mereka berdua hanya sekedgapaerSebisa mungkin
FT melakukan pembayaran perpanjangan sewa kiosasegat waktu, karena ia
mendapatkan informasi dari sesama pedagang bahwpahi®@ tidak suka jika

ada yang menunggak bayaran.

FT menyewa kios dari NG sebesar 10 juta per taBefain itu, ia dan para
penyewa kios bertembok lainnya harus membayaiklisendiri ke PLN (loket
pembayaran listrik) setiap bulan karena set@gs kios memiliki meteran dan
rekening listrik sendiri-sendiri. FT juga menyewnkpelataran kiosnya pada
pedagang pulsa yang menaruh etalase. la memasaya 5@0 ribu per bulan
pada pedagang pulsa tersebut. la mengaku untungaclesistem penyewaan
pelataran ini karena jika dihitung-hitung ia hamyangeluarkan biaya sewa kios 4
juta rupiah kepada "pengembang”. la merasa cukupsk® berjualan alat-alat
komputer di Jalan Sawo, karena keuntungan yangdidamayan banyak dengan
mengandalkan sasaran konsumennya, yaitu mahasiswand sering lewat di

Jalan Sawo.

Informan keempat adalah pihak koordinator pedagang di Jalan Saaw ydng
lebih sering disebut sebagai "pengembang” berna@438 tahun, menikah). NG
bersuku bangsa Batak, memiliki kampung halaman did&h. la memiliki
perawakan tubuh yang gemuk. Ketika saya berbicangah NG, terdengar logat

bicara khas Batak yang keras dan lantang, namuanbiodrmaksud marah-marah.
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NG lahir dan besar di Medan sampai kemudian menidlkeahmemiliki tiga anak

ikut dinas suaminya di Jakarta pada tahun 1986k/Aamak NG sekarang sudah
lulus kuliah dan bekerja. Anak terakhirnya menjekmusaha rental komputer di
Jalan Sawo setelah lulus kuliah dari salah satuewsitas swasta di Depok dua

tahun yang lalu.

NG bersama suami dan anak-anaknya tinggal di Deggpik tahun 1993, di
kompleks rumah dinas pegawai PJKA (PT. KAI). Adddrapa sanak saudara
dari Medan yang kemudian ikut merantau ke Jakata@epok setelah beberapa
tahun NG dan suaminya meninggalkan kampung halai@aami NG adalah
pegawai senior PT. KAI. Setelah dipindahtugaskanMadan, suami NG sempat
bekerja di Stasiun Manggarai, Stasiun Ul, Stasiapdk Lama, menjabat di Daop
1, hingga akhirnya ditugaskan di kantor pusat PAl i Bandung sejak tahun

1999 sampai sekarang.

Ketika suami NG menjabat di Daop 1, NG memulai asatfenyewa tanah PT.
KAl di Jalan Sawo untuk dimanfaatkan sebagai tenfygatiagang. Sebenarnya
usaha menyewa tanah ini atas permintaan adik sN@tkepada suami NG untuk
dibuatkan lahan berdagang di dekat Stasiun Ul. Aketapi, suami NG
dipindahtugaskan ke Bandung. NG yang sebelumnygahédmu rumah tangga
tidak keberatan mengurus persewaan tanah ke Damgmpat dimana suaminya
pernah bekerja. Izin persewaan tanah ini tidak mikgn NG karena suaminya
memiliki jabatan tinggi di sana, dan ia telah meragula Ketua Daop 1 waktu
itu yang merupakan atasan suaminya. Dengan moda wamiliki NG dan
suaminya, NG memulai usaha menyewa tanah di Jaao Slan mendirikan
kios-kios semi-permanen di atasnya. Empat tahwladetidirikannya kios semi-
permanen, bersama Kepala Stasiun Nasri (KS-Ul geria999-2007) NG
berinisiatif mendirikan kios-kios non-permanen diah Sawo untuk menampung

para pedagang yang digusur dari Balhut.

Informan kelima ketua adalah Ketua RT. 02/07 Kelurahan Pondok Bémaama

HL. la seorang pria paruh baya yang mengaku selpegeiuduk asli Depok dan
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telah tinggal di dekat Barel sejak kampus baru idirikan. Sebelumnya ia dan
keluarganya tinggal di daerah Kukusan, namun terlgamggusuran sewaktu ada
proyek pembangunan kampus baru Ul. Orang tua HL bn&enusaha kos-kosan
mahasiswa, dan ia pun mengikuti jejak orang tuameysebut setelah beberapa
tahun berumah tangga. Sekarang ini HL tinggal anan di belakang peron
Jakarta Stasiun Ul. la telah menjabat sebagai KBlia02 selama dua tahun

terakhir ini.

Informan keenam dari pihak Stasiun Ul, yaitu mantan KS-Ul bernalsri.

Nasri cukup lama menjabat sebagai KS-Ul, yaitu kségdoun 1999-2000. KS
Nasri mengetahui banyak informasi mengenai pemdikeas di Jalan Sawo
karena ia terlibat langsung di dalamnya. Ketikadigan kios semi-permanen di
Jalan Sawo, Nasri sudah menjabat sebagai KS dustds Pihak "pengembang”

ketika itu meminta izin kepada Nasri.

Nasri adalah penduduk asli Beji, Depok. la bahkamjadi salah satu pihak yang
terkena gusuran ketika pembangunan kampus bared#ngsung tahun 1970-an.
Sekarang ini ia tinggal di daerah Kukusan bersanak alan istrinya. Sebelum
menjabat sebagai KS di Stasiun Ul, sebelumnya raapebertugas di Stasiun
yang sama dan di Stasiun Pondok Cina. Berdasaktanakgan yang didapat dari
para pegawai Stasiun Ul, alasan Nasri cukup lamgabat sebagai KS di Stasiun
Ul karena ia disukai oleh para bawahannya, sehitgyga diminta tetap bertugas
di sana. Atas penghargaan kinerjanya selama irsiri Mgromosikan menjadi KS-

Depok Baru, stasiun yang lebih besar, sejak akhinrt 2007 hingga saat ini.

Informan ketujuh masih dari pihak Stasiun Ul, yaitu KS-Ul Jaja.ni@njabat
sebagai KS menggantikan KS Nasri. KS Jaja baru abanjdi Stasiun Ul pada
bulan November 2007. la adalah pendatang dari @ireBebelumnya ia tinggal
dan bertugas di Cirebon. Sekarang ini ia tinggatlsedi messpegawai PT. KAI
di Juanda tanpa disertai keluarganya dari Cirelffosok KS Jaja menurut

penilaian saya adalah orang yang agak canggunkakeérbicara. Mungkin ini
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disebabkan oleh posisinya sebagai KS baru yangséledari tempat yang jauh
dari Kota Depok.

KS Jaja mengaku kenal dengan NG. Menurutnya, sbtitlgn NG berkunjung ke
kantornya di Stasiun Ul. Hubungan dengan NG pualierdengan baik. Sebagai
pegawai PT. KAI, ia juga mengaku mengenal suamiyd@g memiliki jabatan

senior di kantor pusat di Bandung.

Informan kedelapan adalah Kahumas Daop 1 Mahmud Sudjudi. la telah
menjabat sebagai Kepala Humas Daop 1 selama emlbpan.tPria kelahiran
Purbalingga 45 tahun yang lalu ini mengawali kaarnli PT. KAI sebagai juru
parkir kereta api dan penjaga pintu perlintasarapatiun 1982. la juga pernah
menjabat sebagai Kepala Stasiun di Stasiun Cigasjun Sidoarjo, dan Stasiun
Gombong. Sebelum menjadi Kahumas Daop 1, ia jugaapemenjabat sebagai
Kasubsi Internal Humas BD, dan Kahumas Daop 2 didBag. Selain itu,
Mahmud Sudjudi juga sering menulis artikel mengerereta api di beberapa
media massa. Sekarang ini ia sedang berusaha mpatkam kliping-kliping

artikel yang ditulisnya untuk disusun menjadi sébliaku.

Sebagai Kahumas Daop 1, Mahmud Sudjudi terlihatahanan terbuka dengan
para penumpang kereta api. Hal ini terlihat kesleya melakukan wawancara
dengannya, ia beberapa kali menjawab sendiri telegsri penumpang yang
mengeluh akan Kketerlambatan kereta atau keluhamnyiai Menurut
pengakuannya sendiri, ia kurang disukai oleh papalka Stasiun karena bersikap
tegas bagi para Kepala Stasiun yang menjadikannldPd. KAl sebagai
komoditas untuk dijadikan tempat berdagang. Akamapie ketika saya
konfirmasikan mengenai pendirian kios-kios di Jagawo, ia mengaku belum

mengetahuinya.

Informan kesembilan adalah dari pihak Universitas Indonesia bernamal&L.
adalah salah satu staf senior Sub. Direktorat Pelage dan Pemeliharaan Aset-

Ul, dimana tugasnya adalah mengurusi inventarisasit kampus. SL mulai
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bekerja di Ul pada tahun 1978. Ketika itu ia malsértugas di Rawamangun.
Tahun 1985 ia dipindahtugaskan di Depok, ketika giasnbaru Ul berdiri dan
wilayah yang sekarang menjadi tempat berdirinyaiGtaUl masih berupa kebun
karet. Sekarang ini SL sedang menghadapi masaaparsipensiun yang jatuh
pada tahun 2009.

Informan kesepuluh bernama Yana, dari pihak Pemerintah Kota Depok. la
menjabat sebagai Kepala Seksi I1zin PemanfaatangRdiaDinas Tata Kota dan
Bangunan (Distakotbang) selama satu tahun terakhirPria bersuku bangsa
Sunda ini memiliki prestasi kerja yang cukup tingkgarena di usianya yang
belum genap 30 tahun ia telah menjabat sebagail&&gksi IPR. Sekarang ini ia
sedang menyelesaikan tesisnya di salah satu Prd@gaoasarjana di Ul. Menurut
penuturannya, ia dipandang aneh oleh sesama rekganya di Distakotbang,
karena menurut pandangan mereka seorang pegawdaRefak perlu bersusah-
susah menempuh pendidikan hingga jenjang S2 apdiagil. Ketika saya
mewawancarainya, Yana menjelaskan secara sistes#iép pertanyaan yang
saya ajukan di balik logat Sunda-nya yang terdejedas. Jawaban-jawaban yang
sistematis tersebut secara subjektif saya nilanaia memiliki latar pendidikan
yang tinggi, yaitu hingga jenjang S2 di Ul.
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3. SEWA MENYEWA TANAH PT. KAI DAN KIOS DI JALAN SAW O

3. 1. Pembebasan Tanah di Ul dan Tanah di Sekité8antaran Rel

Stasiun Ul
Sebelum berdirinya Universitas Indonesia di Degtdurahan Beji Timur masih
merupakan lahan perkebunan dan empang (kolam ikéik warga setempat,
serta lahan tidak bertuan (tanah negara). Warganpett di sekitar Kampus Ul
Depok sebelumnya bermukim di dua desa, Pondok @amaKukusan, sebagian
lagi warga Srengseng Sawah sebelah timur (JakaelataB). Ketika proyek
pembangunan Universitas Indonesia di Depok diladdsam tahun 1975
dilakukan pembebasan tanah besar-besaran olehip&hemelalui Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemenidi#tenrd Nasional) di
tempat-tempat tersebut, sehingga tanah di Kampumsdsiliki dua sertifikat dari
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (KanwiNBRKabupaten Bogor
yang mencakup Pondok Cina dan Kukusan, dan KankiN Bakarta Selatan yang
mencakup Srengseng SawahProses pembebasan dilakukan secara bertahap
tergantung dari tersedianya dana yang sudah dicaiokeh pemerintah. Warga
yang terkena proyek tersebut diberikan kompensgsindah uang dan lahan
kapling di daerah kelurahan Beji Timur. Lahan pemd@mn di daerah Beji Timur
ini tertata dalam blok-blok dan kapling-kapling gaoukup rapih dengan luas
lahan perkaplingnya kurang lebih 508nKini, Kelurahan Beji Timur lebih
dikenal oleh warga setempat dengan nhama “"Tanah ingdpl

(monitordepok.com/sejarah depok.php).

Berdirinya kampus baru Universitas Indonesia mentikan pula sarana dan
prasarana penunjang yang memadai. Untuk menunjaaganana kampus,
dibangun Stasiun Kereta Api Universitas Indonesadap tahun 1990 yang
dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan transpdadgs penumpang dan

warga Kampus Ul. Pembangunan kantor stasiun dikak sebagian tanah yang

2 Status sertifikat Hak Atas Tanah Universitas hela itu sendiri adalah Hak Guna

Bangunan (HGB), dimana gedung-gedung dan banguatamdkampus merupakan aset Ul,
sementara tanahnya merupakan tanah negara.
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dikuasai oleh Ul, yaitu di bagian pelataran batasiBn Ul yang juga mengenai
kantor Kepala Stasiun. Mengenai pembangunan kastamiun dan prasarana
lainnya seperti peron yang berada di luar tanatidélk dilakukan pembebasan
tanah karena tidak memerlukan ruang yang banyakudmnmenggunakan tanah
yang diklaim milik PT. KAI (waktu itu bernama Pealman Jawatan Kereta Api
(PJKA)) sejak zaman Belanda yang diukur dari sisidn dan kiri as rél kereta

ke arah Bogdr, walaupun batas-batas tanah PT. KAI sendiri tigdés secara

fisik. Patok-patok yang dijadikan tanda tidak teatiadanya. Hal ini diungkapkan
oleh Mantan Kepala Stasiun Ul pada masa jabataA-2007, Nasri, yang juga
merupakan salah satu warga Kukusan yang tanahmgaste saat proyek

pembangunan Universitas Indonesia di Depok.

"Kita (PT. KAI, red.) Cuma pake sebagian lahan Uabkantor stasiun,
kira-kira satu meterlah kalau ditarik garis darigpa batas kampus.
Stasiun Ul kan dulu lebih kecil dari sekarang, pes@ juga cuma satu
karena jalur kereta juga cuma satu, jadi pakaladjan yang ada, itu kan
lahan kita. Secara jelas emang enggak ada batdssgaa. Tapi kan kita
punya gambar, itu gambar dari zaman Belanda. Rera sidah dibuat
begitu, berapa meter batas tanah kita, terus dideagh rancangan
stasiun, oh, ternyata cukup buat pakai lahan kétaga perlu ngebebasin
lahan warga...”

Pembebasan tanah warga baru dilakukan empat tatelats berdirinya Stasiun
Ul. Proyek pengoperasian rel ganda untuk KRL Jdisktamulai dilaksanakan
dari Stasiun Manggarai sampai Stasiun Bogor, menyterjadinya tragedi

Ratujaya. Kemudian pihak PT. KAl membangun saturjakl yang sekarang
digunakan sebagai rel kereta ke arah Jakarta. Ppsm@ambahan rel ini termasuk
juga di dalamnya proses pembebasan tanah di segabantaran rel untuk
prasarana kereta api yang dilakukan besar-besadein RPemerintah melalui
Departemen Perhubungan (Direktorat Jenderal Pddagian) dengan

menggunakan dana dari APBN. Pembebasan tanah wardgdakukan karena

2 As rel merupakan sumbu atau tengah rel. Pengnlelzar lahan di sisi rel diukur dari

sumbu rel ini.
% Saat itu jalur KRL Manggarai-Bogor masih saty bt@lum menjadi jalur ganda seperti
saat ini. Setelah terjadinya tabrakan dua KRL dah berlawanan pada tanggal 2 November 1993
di Ratujaya, Pancoran Mas, Depok, yang memakanabakgrban, barulah pemerintah (saat itu
Presiden Soeharto) mencanangkan progekible track atau rel ganda mulai dari Stasiun
Manggarai sampai Bogor.
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banyak tanah yang sebelumnya diyakini atau dikksétmagai tanah asli PT. KAI
dari zaman Belanda, ternyata sudah dikuasai mauimiiiki oleh warga di

sekitarnya. Hal ini diakui juga oleh Nasri:

"Kalau dari catatan dan gambar yang dibuat dariarafBelanda kan
jelas berapa meter tanah kita (PT. KAI, red.) diggir-pinggir rel itu.

Tapi ketika kita ngukur ulang, seumpamanya buaygkgenambahan
rel, Iho ini kok tanah kita udah berdiri rumah-rumatau apalah, diakui
tanah punya warga lah. Kacaunya lagi mereka adwpikat. Padahal

kalau kita lihat catatan, lihat gambar, ini kanafarkita. Secara hukum
kita lemah, mereka ada sertipikat, ya harus ditiebds

Pembebasan tanah juga dilakukan di bantaran relekitar Stasiun Ul yang
sekarang ini dijadikan sebagai gardu listrik staglan tempat berdagang di Jalan
Sawo. Ketika itu, tanah di sana merupakan tanahorigpsmilik warga.
Pembebasan tanah di tempat yang saat ini menjéh Bawo adalah seluas
delapan meter diukur dari as rel yang baru (reéteearah Jakarta), sedangkan
untuk daerah tikungan di antara Stasiun Ul dendasi Pondok Cina adalah
sebelas meter. Besarnya tanah yang berhasil dikebas berbeda dengan besar
tanah yang diakui sebagai tanah PT. KAl berdasageanbar yang disalin dari
zaman Beland4 Jika merujuk pada salinan gambar tua tersebughtéantaran
rel di antara Stasiun Ul dengan Stasiun Pondok €aharusnya dikuasai PT. KAl
seluas 9-23 meter diukur dari as rel kereta arajoBd®embebasan tanah menurut
ukuran yang sesuai dengan ketentuan dalam salinarbay sulit dilakukan
dengan adanya kendala dari warga yang tidak maepasltanahnya untuk
pengadaan prasarana kereta tersebut.

Semenjak menyandang status Perseroan Terbatas @T.), KAl terus
mengupayakan optimalisasi aset-aset yang dimil&kingalah satu aset yang
dioptimalkan adalah aset tanah non produktif luas#§9.712.000 nf2 Aset

tanah non-produktif ini hingga saat ini terus diysdean untuk dipropertikan.

% Salinan gambar dibuat dengan beberapa perubdbanrevisi, sesuai dengan konteks

yang terjadi ketika salinan gambar yang baru dibBatdasarkan arsip gambar yang terdapat di
Stasiun Ul, salinan gambar terakhir kali dibuautai988. Pada salinan gambar tersebut terdapat
penambahan gambar Stasiun Ul karena pada saatli&h sida rencana pembangunan Stasiun Ul.

2 http://www.kereta-api.com/detail_berita_text.htchterita=149
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Namun demikian, upaya untuk mempropertikan suatarianon-produktif juga
tidak mudah, karena pada umumnya lahan tersebait whuni secara turun
temurun oleh warga, bahkan sudah dilengkapi desggifikat yang dimiliki oleh

warga, sehingga untuk pengosongan lahan diperlbleg@a ganti rugi yang tidak
kecil.

Beralihnya tanah PT. KAl kepada warga diakui oledp&la Stasiun Ul saat ini,
Jaja, karena ketidakpedulian dan kurangnya pengew@$. KAl terhadap aset-
aset yang dimiliki. Patok-patok atau tanda batamhaPT. KAI tidak bisa
dijadikan jaminan mengenai kepastian batas tanednkabisa dengan mudahnya
bergeser atau hilang dari tempat asalnya. Menyikapiseperti ini, PT. KAl
seakan tidak berdaya. Jaja juga mengakui kelemgduag dimiliki oleh instansi

tempat ia bekerja itu:

"Patok pun enggak ngejamin, Ada kalanya masyargéser itu. Ya bisa
aja kan? Siapa yang tau. Kadang-kadang kita (PT) K&ng tau juga,
udahlah. Biarin aja. Nanti kan yang namanya catdf@ninggalan
Belanda) tetap ada. Nanti bisa diukur ulang. Temgyjadi masalah
kalau patoknya hilang. Mending kalau emang hildograrti kan ada
yang nyabut, ga ada bukti pernah ada patok. Tdailkdigeser kan lebih
curang. Nanti ada anggapan kalau batas-batasnyaddiar memang
segitu, padahal udah digeser-geser, ada polemilskthnya...”

Kurangnya pengawasan dan kepedulian terhadap rasepa terlihat manakala

berhadapan dengan pihak Kampus Ul. Berdasarkamasaambar, tanah yang
seharusnya menjadi tanah PT. KAI di sebelah baaat abk rel kereta ke arah
Bogor seluas 8-16 meter. Artinya, tanah yang sekganai diklaim sebagai tanah
Ul (berada dalam pagar pembatas kampus) dulungamegupakan aset PT. KA.
Namun kini yang tersisa hanya seluas enam metemadael kereta arah Bogor
(berbatasan dengan pagar Ul). Bahkan dengan adagrygakuan dari pihak

stasiun sendiri yang menyatakan bahwa mereka meaggo tanah Ul untuk

bangunan kantor stasiun seakan memperjelas bamah tarsebut sudah bukan
tanah PT. KAI lagi.
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3. 2. Status Tanah di Bantaran Rel

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pemanfaaten BT. KAI untuk
kegiatan perdagangan, terlebih dahulu saya mengRkejigenai status tanah
bantaran yang dimaksud dalam penelitian ini. Ma&d du, status tanah yang
dimaksud adalah dengan mengacu pada Hukum Tanalondbs(HTN).
Ketentuan pokok HTN dirumuskan dalam Undang-Unddakok Agraria
(UUPA)28, yang sumber utamanya adalah Hukum Tanah Adat ydalg tertulis.
(Pasal 5 UUPA) dimana konsepsi, asas-asas, lentbadega dan sistem hukum
adat menjadi sumber utamanya. Dalam UUPA diatur skaligus ditetapkan

sistematika hak penguasaan atas tanah menurut Bd&d( Harsono, 2003:18).

Pada dasarnya, suatu badan hukum tidak diperkenamkak memegang Hak
Milik Atas Tanah, namun hanya bisa memegang HakaQusaha (HGU), Hak
Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. Sebagaimanatgrtdalam Pasal 2 ayat
2 UUPA mengenai Hak Menguasai Negara, dimana kewgamaatas tanah hanya
yang bersifat publik. Mengenai hak-hak atas tanalditentukan dalam Pasal 16
ayat 1 UUPA, dan dilengkapi dalam Peraturan Perarinomor 40 Tahun 1996.
Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh orang-perseagan (individu). Berdasarkan
Pasal 1 Peraturan Pemerintah No0.38 Tahun 1963 figgiRanunjukkan Badan-
badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas afamanya terdapat
empat kategori badan hukum yang dapat memegand/MiakAtas Tanah, yaitu:
1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (Bank Negara);
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yangyikht berdasar
atas Undang-Undang No.79 tahun 1958 (Lembaran-legahun 1958
No. 139);
3. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh MenttiaRian/Agraria,

setelah mendengar Menteri Agama;

2 UUPA diresmikan oleh Presiden Soekarno pada t&n@d¢ September 1960. UUPA
merupakan Hukum Agraria yang bisa diartikan seb&fydium Tanah. Sebelum adanya UUPA
berlaku berbagai perangkat hukum agraria yang bdysu pada hukum adat yang berkonsepsi
komunalistik relijius, hukum perdata barat yang iWdlualistik-liberal, dan hukum bekas
pemerintahan swaparja yang berkonsepsi feodal (Btedono, 2003: 1-2).
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4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh MenteridPgain/Agraria, setelah

mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka stata$ tgang dikuasai oleh PT.
KAl adalah bukanlah Hak Milik. Status Tanah yankuadisai oleh PT. KAl adalah
Hak Pakai, termasuk juga tanah di sepanjang banteeta Tanah hak pakai
merupakan aset negara. Tanah negara dan tanatakakaset negara memiliki
nilai ekonomis, tapi tidak mungkin diperjualbelikakarena tujuan peruntukkan
tanahnya atau penggunaannya. Hak Pakai dengansebutan Hak Pakai dalam
Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 diberihdsisan sifat atau
peruntukkan penggunaan bidang tanahnya ataupurpetfisibangan dari sudut
penggunaan tanahnya. Selanjutnya, hak tersebtitlak diberikan jangka waktu
tertentu, karena berlaku selama tanah yang berstamgldiperuntukkan atau
dipergunakan untuk keperluan yang telah ditentutl@h pihak pemegang hak

atas tanah tersebut.

Selama ini masyarakat pada umumnya, bahkan jugapegabat PT. KAl sendiri,
mengetahui bahwa tanah yang dimaksud adalah "'m#K. KAI. Pengertian
"milik” yang dimaksud adalah kepunyaan, yang adiradalah tanah kepunyaan
PT. KAI. Padahal pengertian Hak Milik dengan Halkkd&alalam Hukum Tanah
Nasional sama sekali berbeda. Dalam pengertianRé&iai apabila peruntukkan
atas tanah telah berubah fungsinya, maka Hak Rakah tersebut menjadi gugur

atau tidak berlaku lagi.

Adanya status Hak Pakai seharusnya membuat pekartitknah menjadi jelas,
dalam hal ini tanah bantaran rel seharusnya dipekkan bagi pengoperasian
kereta. Dalam Undang-Undang Perkeretapian No. 28M&007 peruntukkan
tanah bantaran rel diperjelas dengan adanya pearbggiur kereta yang
mencakup ruang manfaat jalan (rumaja), ruang ni&n (rumija), dan ruang
pengawasan jalan (ruwasja). Sebelum ditetapkannyaPerkeretaapian No. 23
Tahun 2007, dalam UU terdahulunya yaitu UU Perleaygiin No.13 Tahun 1992,
rumaja, rumija dan ruwasja tersebut dikenal dengalah daerah manfaat jalan
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(damaja), daerah milik jalan (damija) dan daerahgpwvasan jalan (dawasja).
Fungsi dari ketiga jalur kereta api ini sama dengamaja, rumija dan ruawasja,
hanya istilahnya saja yang diganti, yakni damajaetiee dipergunakan untuk
konstruksi jalan rel, damija dipergunakan untukgamanan konstruksi jalan rel,

dan dawasja dipergunakan untuk pengamanan dancketmoperasional kereta

api.

Dasar hukum atas peruntukkan lahan kosong tersebapai salah satu prasarana
perkeretaapian diatur dalam Pasal 35 ayat 1 damd2ij-Undang Perkeretaapian
No.23 Tahun 2007 yang berbunyi:
(1) Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapiandhmeliputi :
a. jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat h(tyf a

diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api.

Jalur kereta api tersebut terbagi atas tiga jeaigy\dikategorikan sebagai ruang.
Masing-masing ruang tersebut dalam pasal selargutPgsal 36) meliputi:

a. ruang manfaat jalur kereta api (rumaja);

b. ruang milik jalur kereta api (rumija); dan

c. ruang pengawasan jalur kereta api (ruwasja).

2 Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 20Qy disahkan pada tanggal 25 April

2007. Undang-Undang ini merupakan revisi dari Uigddndang Perkeretaapian No.13 Tahun
1992. Revisi lebih dititikberatkan pada peran pévigan kereta api, karena UU 13/1992 dianggap
masih memberikan monopoli pengelolaan kereta apad@ PT. KAI, sehingga harus direvisi

karena dianggap sudah tidak memadai untuk pengegabamerkeretaapian di Indonesia

(republika.co.id. Menanti Kereta Api Swasta. 2\@B\2, 09:00:36 AM).

%0 Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Peslpiean No0.23 Tahun 2007,
perkeretaapian berdasarkan fungsinya terbagi ataskdtegori, yaitu perkeretaapian umum dan
perkeretaapian khusus. Dalam ayat 2 dan 3 selgmjudisebutkan bahwa perkeretapian umum
terdiri dari perkeretaapian perkotaan dan perkapiéa antarkota, sedangkan perkeretaapian
khusus adalah kereta yang hanya digunakan secarsukioleh badan usaha tertentu untuk
menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
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Ruang manfaat jalur kereta api yang dimaksud, dd&asal 37 ayat 1 dijelaskan
terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri deanan jalan rel beserta ruang di
kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untomstkuksi jalan rel dan
penempatan fasilitas operasi kereta api sesuaiadejgmis jalurnya, antara lain
jalur tunggal, jalur ganda, jembatan, dan terowangarta bangunan pelengkap
lainnya, vyaitu fasilitas yang menunjang Kkelancaratan keselamatan
pengoperasian kereta api. Rumaja kereta api inupadian daerah yang tertutup
untuk umum. Batas rumaja kereta api untuk jalanpeda permukaan tanah
tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat 1 diukur dsiritesiluar jalan rel beserta
bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakatukukonstruksi jalan rel
termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitagrasp kereta api dan
bangunan pelengkap lainfya

Selanjutnya disebutkan pada pasal 178 Undang-Un&amgeretaapian No.23
Tahun 2007 (dalam Bab XV mengenai Pelarangan) baewap orang dilarang
membangun gedung, membuat tembok, pagar, tangguiguban lainnya,
menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatikeang pada jalur kereta api
yang dapat mengganggu pandangan bebas dan memkatakeselamatan
perjalanan kereta api. Pada pasal 179 juga disabutkengenai pelarangan
melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak siamg, yang dapat
mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jdereta api sehingga

mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.

Dengan adanya ketentuan pembagian ruang dan laraegarusnya tidak boleh
ada kegiatan lain selain hal tersebut (pengoperasseta api) karena akan
menggugurkan Hak Pakai atas tanah itu sendiri. Atetapi, kenyataan di
lapangan tidaklah demikian. Tanah tersebut tetapgdjiap sebagai "milik” PT.
KAI, dan masyarakat umum tetap dengan bebas medaksé&wa-menyewa tanah

dengan PT. KAI, karena dengan status yang selamdianggap sebagai Hak

3 Tidak disebutkan dalam penjelsan Undang-UndamiePetaapian berapa lebar tanah

yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalur keaptasedangkan lebar tanah untuk ruang milik
jalur dan ruang pengawasan jalur kereta api masiaging paling rendah adalah enam dan
sembilan meter.
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Milik, maka timbul pula anggapan "terserah” PT. Kllau menggunakan tanah

tersebut untuk hal apa dan bagaimana.

Kekaburan pengertian "milik” atas tanah tersebutidaa juga terjadi di kalangan
pemerintahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melinas Tata Kota dan
Bangunan juga menyatakan bahwa tanah tersebut el@mipgahan "milik” PT.

KAI, sehingga Pemkot tidak memiliki kewenangan nmegogatasnya, kecuali jika
terkait dengan hal mendirikan mendirikan bangunanatds tanah tersebut.
Mengenai kewenangan mengatur tanah tersebut sepenuliserahkan oleh

pemerintah pada PT. KAl selaku lembaga penyelemaggangoperasian kereta

api.

Saya melakukan konfirmasi ke bagian Pengadaan Tarsnsi Pemerintah-
Badan Pertanahan Nasional (PTIP-BPN) Kota Depok gews status tanah
Stasiun Ul dan tanah di sepanjang bantaran redkiissnya. Data yang didapat di
sana menyatakan bahwa status tanah-tanah tersgflahaHak Pakai, hamun
terdapat masalah dalam sertifikasinya. Berdasark&mdang-Undang

Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 Pasal 86, tamai-tgang telah dilakukan
pembebasan untuk prasarana perkeretaapian selardssgrtifikatkan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangadatidppertanahan, dalam hal
ini sertifikat atas tanah tersebut adalah Hak Pdkamun kenyataannya, tidak
semua tanah yang diperuntukkan bagi prasarana rp&&pian (tanah yang
dikuasai PT. KAIl) disertifikatkan, terlebih untustasiun-stasiun yang tidak

terlalu besar seperti Stasiun Ul dan juga tanakebbam rel.

Kendala yang dihadapi untuk sertifikasi tanah hamael adalah pengukuran atas
luas tanah tersebut, karena itu artinya mengukuaihtesepanjang rel kereta itu
sendiri. Hal ini diakui sendiri oleh Kepala Stasidh Dalam penelitian ini jalur
rel yang dimaksud adalah jalur KRL Jabotabek jumudakarta Kota-Bogor,
sehingga proses sertifikasi tanah yang mencakup jgngukuran tanahnya
memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Adageberadaan gambar-

gambar tanah PT. KAI yang telah ada sejak masaajediain Belanda dan terus
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disalin hingga sekarang, tidak bisa dijadikan acu@mgenai hak atas tanah yang
dimaksud karena tidak memiliki landasan hukum y&ogt seperti halnya

sertifikat yang memiliki pengesahan dari negara.

3. 3. Pemanfaatan Tanah Kosong di Bantaran Rel dialan Sawo

Tanah di bantaran rel sebenarnya bukanlah tanadp ydak memiliki manfaat.
Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebgmrbahwa tanah tersebut
merupakan bagian dari prasarana perkeretaapiaa.tdilah tersebut dibiarkan
kosong tanpa dimanfaatkan untuk mendirikan bangwatao menanam pohon,
memang seperti itulah fungsi dari tanah kosongebers Berdasarkan keterangan
yang didapat dari Kepala Humas Daop 1 Jakarta, Mdh®udjudi, tanah tersebut
merupakan tanah "milik” PT. KAl yang memang sehayasdibiarkan kosong

adanya karena diperuntukkan untuk pengoperasiatekapi.

Mahmud Sudjudi menjelaskan bahwa secara teknigysfudari adanya tanah

kosong adalah untuk tiang-tiang listrik, persingaldan pada akhirnya untuk
memberikan ruang jarak pandang masinis terhadamen jalan yang akan
dilewati kereta. Adanya bangunan, tembok ataupwolpenan di sisi jalan rel

dapat menghalangi pandangan masinis terhadap gehperjalanan kereta api
dapat terganggu dan terhambat. Selain itu, jikiajaisn rel sudah dipadati oleh
penduduk yang akhirnya membuat kotor jalan rel siinpah-sampah juga dapat
memperlambat kelancaran pengoperasian kereta a@n& di jalan rel tersebut
sebenarnya juga terdapat persinyalan. Hal tersblasanya lazim terjadi di

daerah pasar-pasar tradisional yang terletak ditabam rel yang sampah-
sampahnya mengotori jalan rel. Akibat persinyalangyterganggu, selain juga
menyebabkan ketidaklancaran dan kelambatan arg®perasian kereta api, juga

dapat membuat resiko kecelakaan kereta api membesar

Lebar tanah bantaran rel yang seharusnya kosong jatak aman minimal
berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kahudaap 1 adalah lima meter.
Ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yarm@pat dalam Undang-Undang

Perkeretaapian, karena jarak lima meter tersetiak tmengindahkan pembagian
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atas tiga ruang (rumaja, rumija, ruwasja). Ketiigaskonfirmasikan lagi kepada
pihak Stasiun Ul, dalam hal ini adalah Kepala &tasil, jarak aman minimal ini
berbeda juga dari yang diinformasikan oleh Kahumbasp 1, yaitu minimal

sebesar tiga meter dan untuk lebih amannya adelssar enam meter.

Mengenai jarak aman minimal (tanah kosong) yangsdrsediakan di sisi jalan

rel juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Refaok. Hal ini terkait dengan

masalah pendirian bangunan di atas tanah yang s#ikudT. KAI tersebut.

Pemkot Depok memiliki kewenangan mengatur masamhpemanfaatan ruang
dan izin mendirikan bangunan sebagaimana tercadalam Perda No.18 Tahun
2003 Tentang Garis Sempadan dan Perda No.19 Tafi0B8 Zentang Izin

Pemanfaatan Ruang. Disebutkan dalam pasal 18 Rdode8 Tentang Garis

Sempadan, bahwa bangunan diperbolehkan berdirtadi garis sempadan rel
kereta api pada jarak 20 meter dari as rel pada jetreta api lurus, sedangkan
pada jalan kereta api yang berbelok (lengkungangi@an diperbolehkan berdiri
pada jarak minimal 23 meter dari lengkungan luar #h meter dari lengkungan
dalam. Selanjutnya dalam pasal 28 disebutkan bapemanfaatan daerah
sempadan jalan rel kereta api hanya untuk kegigtag berkaitan dengan lalu
lintas kereta api dan dilaksanakan oleh PT KAlaldga, walaupun tanah tersebut
dikuasai oleh PT. KAI, namun PT. KAI juga harus duk pada Perda yang
berlaku, karena ia tidak berdiri sendiri dalam walanya, namun juga berada
dalam wilayah Kota Depok yang memiliki aturan merajepemanfaatan ruang

dan pendirian bangunan dalam areal garis sempatiamrgl.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalahiperttingunan di Kota Depok
harus mentaati peraturan yang telah ditetapkanaBéiangunan yang berdiri
harus memiliki 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) daMalikota Depok. Sebelum
adanya IMB, syarat mutlak yang harus dipenuhi bénlelahulu adalah pengajuan
Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Dalam IPR ini suathalp mengajukan
permohonan untuk memanfaatkan ruang yang ada untelakukan suatu
kegiatan. Jika kegiatan yang bersangkutan adaladinemn bangunan, maka wajib

lagi mengajukan IMB.
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IMB dikeluarkan berdasarkan pertimbangan atau syakais dan administratif
yang keduanya harus terpenuhi. Syarat teknis yangstdipenuhi terkait dengan
masalah keamanan dan dampak yang ditimbulkan a@snfaatan ruang atau
pendirian bangunan tersebut terhadap masyaraksekitarnya. Dalam hal ini,
izin secara teknis pada bangunan yang berdiri diaoan rel harus berada pada
jarak aman bagi masyarakat di sekitarnya. Jarakhamalitetapkan dengan suatu
pertimbangan, jika terjadi kecelakaan kereta, mysakereta api terguling keluar
dari jalur rel, maka badan kereta tidak akan meaitmmngunan di sekitar rel yang
dapat memperbesar resiko bertambahnya korban dagi&e kecelakaan kereta
api. Syarat administratif yang harus dipenuhi terl@ngan pelaksanaan sesuai
dengan Perda yang berlaku. Secara administraabi@pbangunan yang berdiri
tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetagldam Perda, yang dalam hal
ini adalah tidak terpenuhinya syarat jarak minirbahgunan berdiri dari garis

sempadan jalan rel kereta api, maka IMB juga tidigbat keluar.

Di Jalan Sawo, dalam jarak tiga meter dari aselahtberdiri bangunan kios-kios
dagang baik yang semi-permanen maupun kios nongmemm Pihak Stasiun Ul
sendiri mengakui bahwa kios-kios tersebut memanmdithali atas tanah "milik”
PT. KAI. Berdirinya kios-kios dagang di sana bukémtanpa alasan, karena tanah
tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagikpgtasiun maupun PT. KAI.
Tanah tersebut disewakan pada pihak pemilik moakaikudikelola sesuai dengan
kebutuhannya. Pemilik modal ini dalam lingkungan. KRl disebut sebagai
"pengembang” atau “pengelola”. Dalam hal ini diakalSawo, "pengembang”’
menyewa tanah PT. KAI untuk dikelola sebagai kawas@gang dengan

membangun kios-kios di atasnya.

Keberadaan bangunan kios-kios ini menjadi sesumtg kontradiktif, di satu sisi
tanah yang dipergunakan untuk bangunan merupake tgang diperuntukkan
bagi pengoperasian kereta api (dengan dijadikaaht&nsong), namun di sisi lain
jika dimanfaatkan dengan disewakan pada pengembapgt mendatangkan
pemasukan yang tidak sedikit bagi pihak stasiunpumauPT. KAI. Kios-kios

tersebut yang letaknya berdekatan dengan StasiutapHt dijadikan dalih oleh
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pihak stasiun sebagai prasarana penunjang bagingemg kereta api dengan
menjual berbagai kebutuhan penumpang. Pihak Stddiumenyatakan bahwa
selama keberadaan kios-kios tersebut tidak menggakglancaran kereta api
maupun arus penumpang, maka tetap diperbolehkailribgan dijalankan usaha

perdagangannya.

Gambar 3. 1

Kios-kios di Tanah Bantaran Rel di Jalan Sawo

Vs . 4 b
P % 3

(Sumber: Dokumentasi Pribadi. 2008)

Gambar 3. 2

Kios-kios di Tanah Bantaran Rel di Jalan Sawo (T)mu

i

4 v s 2 S n.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi. 2008)

Universitas Indonesia

Gejala kemajemukan hukum..., Budiarsih Pramasweri, FISIP Ul, 2008



69

Gambar 3. 3

Kios-kios di Tanah Bantaran Rel di Jalan Sawo (Bara

o : -
=5 74
i R 3

(Sumber: Dokumentasi Pribadi. 2008)

3. 4. Berdirinya Kawasan Perdagangan di Jalan Sawo

Uraian keempat berisikan informasi mengenai asalanmberdirinya wilayah
perdagangan di Jalan Sawo. Sebelum membicarakaralahasnekanisme
perizinan pembangunan kios di Jalan Sawo, sayabierdulu menjelaskan
mengenai sewa-menyewa tanah dan izin menjalankaimaudi lingkungan PT.
KAI Divisi Jabotabek.

3. 4. 1. Persewaan Tanah dan Izin Menjalankan Usahgi Lingkungan
PT. KAI Divisi Jabotabek

Persewaan Tanah di Lingkungan PT. KAI Divisi Jabeta termasuk
dalam bidang usaha yang dijalankan PT. KAI di |banis utamanya
sebagai penyedia jasa angkutan. Mekanisme perseteaah PT. KAI
kepada pihak lain diatur ketentuannya dalam Regteb3gjilid Il (R. 13.

JI. 1ll) Bab | mengenai Persewaan (Pemakaian) Taseath Bangunan
Milik Perjanka. Dalam reglemen ini diatur mengehkaitentuan sewa-
menyewa tanah dan bangunan PT. KAI. Dalam bab ganta ditentukan
pula tanah-tanah yang diperbolehkan untuk disewakamah bantaran rel
termasuk salah satu tanah yang tidak boleh disewakalaupun

menghasilkan keuntungan.
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Sewa-menyewa tanah dapat dilakukan dengan pihaKipenodal yang
mengajukan permohonan untuk menyewa tanah PT. keAgan disertai
peruntukkan dan penggunaannya. lzin persewaan tanalk kegiatan
bisnis perdagangan lazim terjadi di lingkungan RAl. Peran Kepala
Stasiun dalam sewa-menyewa tanah di sekitar linggn stasiun
tempatnya bertugas hanyalah sebagai pemberi infbraiau data ke
tingkat yang lebih tinggi ketika ada pihak yangratr untuk menyewa
tanah tersebut. Kepala Stasiun tidak berhak meadeln izin namun
hanya memberikan pengantar dan persetujuan bahal®a ugmng akan
dilakukan kelak tidak mengganggu operasional kesgia Izin yang
dikeluarkan untuk persewaan tanah di lingkunganpDaddirujuk pada
pihak-pihak yang berwenang yang dibedakan dalamjaiugka waktu.
Jangka waktu pendek penyewaan tanah adalah 2 tdAurbulan
mengajukan izin kepada Daop 1. Sedangkan untukeween jangka
panjang yaitu lima tahun atau lebih dengan mengajukin langsung ke
Kantor Pusat PT. KAl di Bandung, dan harus melgbgrsetujan

pemerintah (Menteri Perhubungan).

Pertimbangan pembedaan pengajuan izin didasari alehcana
pembangunan yang akan dilakukan PT. KAl dalam jang&ktu tertentu
di atas tanah-tanah yang dikuasainya. 1zin ini jogdiputi jenis material
yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan ds dgmah sewaan
tersebut. Sewa tanah dengan jangka waktu pendeja diperbolehkan
mendirikan bangunan semi-permanen yang materiabigjat berupa
kayu, triplek atau bahan-bahan yang mudah dipingiahkinnya, atau
bangunan (tembok) yang berharga murah. Sedangkak jamgka waktu
panjang diperbolehkan mendirikan bangunan permaleggan tembok

yang menggunakan fondasi beton bertulang.

Adanya rencana pembangunan yang dimiliki PT. KAInergukan jenis
kontrak bagi penyewa tanah seperti di atas. Inguoea ketika sewaktu-

waktu PT. KAI ingin menggunakan tanahnya tersemmisalnya terjadi
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penggusuran atau pembongkaran dalam rangka pemi@ngwasarana
perkeretaapian yang dilakukan di wilayah yang tagah tengah
disewakan tersebut. Bagi penyewa tanah dalam jamgkddu panjang
memiliki resiko penggusuran lebih kecil karena unteaktu tiga sampai
lima tahun ke depannya PT. KAI telah menentukan cara
pembangunannya yang masing-masing ditetapkan ossdp b dan PT.
KAl pusat. Akan tetapi, jika sewaktu-waktu terjgoenggusuran atau
pembongkaran di tengah masa kontrak, resiko kemudi@nggung oleh
pihak penyewa tanah, dalam arti PT. KAI tidak bed® mengembalikan
sisa uang kontrak atau sewa yang telah dibayarkatentuan ini
merupakan kebijakan PT. KAI dalam menyewakan taaabh yang

dikuasainya kepada pihak lain.

Mengenai besarnya harga sewa tanah yang dikenakan KRl
berdasarkan ketentuan dalam R.13 J.llI ditetapkargan memperhatikan
sifat tanah (sawah, tegalan yang digunakan untukntan palawija), dan
tujuan persewaan (apakah berhubungan dengan tpgragangkutan atau
tidak, diutamakan yang bertujuan dengan pengangkutarif dinaikkan

jika tanah yang disewa tersebut didirikan bangumeamgunan.

Dalam konteks sekarang ini, harga sewa tanah PT.Hidtapkan

berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per nditeslayah setempat.
NJOP aset-aset instansi pemerintah lebih rendabhndibgkan milik

swasta atau kepemilikan pribadi. Hal ini membuaghaewa tanah pada
tanah-tanah yang dikuasai PT. KAl lebih murah didagkan dengan
menyewa dari pihak swasta atau umum lainnya. Peeevanah yang
dilakukan oleh pegawai PT. KAI berlaku setengalghatari harga yang

ditetapkan untuk pihak lain/swasta.
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3. 4. 2. Mekanisme Perizinan Pembangunan Kios Daggmli Jalan
Sawo

Awal mulanya Jalan Sawo merupakan tanah kosong gigeguhi rumput
ilalang dan rawa. Sejak dulu memang merupakan jaktapak dari
kampus ke Jalan Margonda. Berdasarkan informag gatapat dari NG,
"pengembang” kios-kios di Jalan Sawo sekaligus rmmfn kunci dari
penelitian ini, di tanah kosong dekat Stasiun Usdbut berdiri sebuah
gubug yang menjadi tempat tinggal seorang lakita&ibernama Pak Nur
beserta istrinya. Gubug Pak Nur itu menjadi tempaisinggahan atau
'nongkrong’ para mahasiswa yang melewati Jalan Salde untuk
mendirikan kios di Jalan Sawo muncul pertama kekitar awal tahun
1999. Salah seorang pedagang buku di depan Stdsioreminta tolong
pada suami NG yang merupakan salah satu pegawaiKRIT.yang
mempunyai jabatan tinggi di Daop 1 untuk dibukakdran dan didirikan

kios di Jalan Sawo agar diizinkan untuk berjualesata.

"Bapaknya Eray, itu yang dagang buku, datang ke (stmami
NG). Dia itu kan adiknya suami saya. Karena Duludisakan
dagang buku di depan Gang Sawo itu di Stasiun gh dhtang
ke sini minta tolong karena dia mau pake tanahmyata tolong
diurusin, awalnya gitu.”

Sayangnya suami NG tersebut, sebelum sempat mengqetizinan,
terlanjur dipindahtugaskan ke kantor pusat PT. Kdail Bandung.
Kemudian, urusan perizinan tersebut diserahkan pd@a Langkah
pertama yang dilakukan NG adalah meminta izin péejaala Stasiun saat
itu untuk menyewa tanah PT. KAI seluas kurang |&ifif metet’ selama
2 tahun 11 bulan sebagai tempat mendirikan kiodatin Sawo dengan
modal sekitar 50 juta rupiah yang dimilikinya. laelihat peluang

ekonomis di tempat itu untuk dijadikan tempat usaha

3 Ketentuan besarnya harga sewa berdasarkan N#hQbjek Pajak tanah yang

bersangkutan dikalikan luas tanah yang disewa iftaieter).
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"waktu itu saya lihat, ini daripada jadi lahan kngg/ang enggak
berguna, enggak keurus kayak begini mendingan tibjsa
tempat dagang...”

Untuk memperlancar usahanya mendapatkan persetjaanKepala
Stasiun, NG mencoba membuka hubungan baik denganbemnian
"uang pelicin” sekedar untuk membeli makan atauokokHal ini perlu
dilakukan mengingat posisi Kepala Stasiun sebag#iakp yang
memberikan informasi kepada tingkat yang lebihdin@aop 1) dengan
adanya kios-kios dagang tidak mengganggu operdsasiakereta api.

Jadi dukungan dan persetujuan Kepala Stasiun sdipgatukan di sini.

Setelah Kepala Stasiun memberikan persetujuan, &GKepala Stasiun
mulai mengurus perizinan ke Daop 1 Jakarta yangisadikepalai oleh
Edi. Kepala Daop 1 Jakarta ini bukanlah orang abeng NG, karena ia
merupakan atasan dari suaminya yang baginya sudaip ¢amiliar. Tak
perlu waktu lama untuk mengurus perizinan tersetiaiam dua minggu
NG akhirnya mendapat izin sewa tanah PT. KAl dengananjian
kontrak di atas materai selama dua tahun sebelas duJalan Sawo dan
mendirikan bangunan di atasnya dengan syarat-sygaaiy telah

ditentukan.

"Terus sudah keluar ijin dari Pak Edi boleh dibamguapi harus
dibikin semi permanen. Tapi kebetulan waktu itu andoug
punya orang tua, disuruh itu enggak boleh adatdi Biu udah
disuruh bongkar sama Kadaop. Nanti kasih lihatripéoke dia
kalau udah dibongkar, udah bersih, baru bisa dirtt@ngunan.
Gitu ngomongnya...”

Pembersihan dan pembenahan Jalan sawo dimulaatak $etelah izin
keluar. Upaya yang dilakukan adalah dengan menitk@nsitanah dari
pepohonan liar yang tumbuh dan merobohkan gubugNrRak Kepala
Daop 1 meminta diperlihatkan foto yang menunjukkahwa tanah yang

akan menjadi tempat dibangunnya kios sudah bessihetatur.
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Timbul masalah ketika NG berniat 'membersihkan’ aatersebut dari
gubug Pak Nur. Si empunya gubug tidak terima j&kdarus terusir dari
tempat itu karena merasa sudah lebih dulu beradsamt. Perdebatan
berlangsung alot antara NG dan Pak Nur yang masasgjng ingin
'menguasai’ tempat tersebut. Pihak Pak Nur semdé@ndapat dukungan
dari para mahasiswa Ul yang menentang pengusirkrNBa dari Jalan
Sawo, bahkan NG sempat diancam oleh mahasiswa wdiiaporkan ke
pengadilan atas tindakan pengusiran yang dilakukaniMenghadapi
ancaman dari mahasiswa, NG tidak merasa takut,n&aia sudah
mengantungi izin sewa tanah dari PT. KAl untuk rkekan

pembangunan Kios.

"...Nah terus untuk gusur itu ibu yang susah. Walktu dia
banyak mahasiswa yang belain dia. Saya berantera saiak
mahasiswa, karena anak mahasiswa bilang ’'lbu jangan
seenaknya mengusir orang.” Saya tidak seenaknysirngieh
ini kan sudah lama kakek itu di sini, tapi penerapdiar, dia
engggak ada surat-surat, saya sudah keluar sui@tda@ Daop.
Dia marah sama saya, keluar bawa golok. Ibu ingatab
kamera, udah deh saya foto. Terus mahasiswa ittarfotonya
ibu dibuang. Saya enggak mau, saya mau bawa ke Emup
Saya tantang dia buat sama-sama maju. Kita bereuadi.
Kalau dia yang menang, saya akan mundur...”

Merasa pihaknya tidak memiliki dasar hukum yangt kuduk melakukan
pembelaan terhadap Pak Nur, para mahasiswa tersedmilih untuk

mundur, terlebih dengan adanya bukti foto hasilgegm NG ketika terjadi
kekisruhan saat pembongkaran gubug. Solusi yanghilissetelah terjadi
keributan tersebut adalah penawaran dari pihak diéa#ta Pak Nur untuk
mengganti rugi gubugnya seharga Rp.300.000 dan tebgtang pohon
pisang yang ditanamnya, masing-masing seharga pad®& Kompensasi
lainnya yang dilakukan terhadap Pak Nur adalah waren menempati

kios untuk dagang tanpa dipungut bayaran selamaadiui.

"...Saya bilang nanti kalau udah selesai dibangaty kios buat
Pak Nur gratis dua tahun. Tapi setelah dua tahunNRa harus
bayar sewa, karena sistem kontrak lahan ini tidakiggke atas
(PT. KAI). Waktu itu istrinya nhgomong minta gantuitl aja,
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enggak usah nyewa kios, dia enggak mau dagangndi ¥a
sudah kios itu saya gantikan uang 4 juta ke dia.”

Penolakan dari pihak Pak Nur tersebut kemudianntligdengan uang
sebesar Rp.4.000.000 dari NG untuk ganti kerugiecarss moril atas
'‘penggusuran’ yang dilakukannya. Pada akhirnya Rak memilih

hengkang dari sana dan mencari tempat tinggal Ibaroekal uang ganti

rugi yang didapatnya itu.

Area di sekitar Jalan Sawo sudah dibersihkan, mdkaulailah
pembangunan kios-kios dengan menggunakan batalagaekbembok-
temboknya. Langkah pertama yang dilakukan adalaminta izin pada
Ketua RT. 02 waktu itu dan para warganya agar dexgeada sebagian
wilayahnya tersebut didirikan kios-kios, karena gham konsekuensi
tempat tersebut akan menjadi ramai sebagaimangehtdmpat berdagang
yang ramai dilalui pembeli. Ketua RT.02 bersamagdenwarganya tidak
keberatan dengan didirikannya kios-kios dagang adanJ Sawo yang
merupakan bagian dari wilayah RT-nya. Mereka sepalemberikan izin
dengan syarat NG harus menjadi bagian bagian gagasRT.02. Artinya,
NG harus berpartisipasi pada acara-acara yang lkdiadai wilayah
tersebut. Partisipasi yang dimaksud dapat berugangan dan terutama
dalam bentuk sumbangan. Setelah mendapat izinkegdwmia RT 02, NG
kemudian memulai memperbaiki jalan setapak di antael yang akan
dibangun kios dengan memelur (melapisinya denganesge Hal ini
dilakukan mengingat jalan tersebut kerap kali beasn dipenuhi

gengangan air ketika hujan.

"Awal pertama bangun itu kita ke RT dan keamanagyajdulu
kita undang. Waktu selesai bangun juga. Emang &aahnya
tanah kereta api, cuma harus saling menghargai pan@duduk
setempatlah. Kalau diundang acara ini itu di RTsgga datang.
Terus kalau ada yang minta sumbangan ke saya, anbileing
dulu melalui KS-KS.”

Hambatan datang lagi ketika pembangunan kios-kigfals dilakukan
setengah jalan. Kali ini hambatan datang dari Pertaér Kota Depok
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yang melakukan penyegelan atas kegiatan pembanduosiryang tidak
mengajukan izin terlebih dahulu ke Walikota. Menu@, ia tidak perlu
izin ke Pemerintah Kota karena ia membangun di tash kepunyaan
PT. KAI dimana PT. KAI sendiri telah memberikannizatas tindakan
yang dilakukan NG. Menurutnya Pemerintah Kota tidathak melakukan
penyegelan. Berita penyegelan bangunan tersebupasediliput oleh

wartawan yang membuat NG menjadi semakin berang.

"...Saya nemuin langsung ke Walikota orang Dinata Tota.

Saya bilang, itu tanah kereta api, peraturan demétk api jadi
izin dari kereta api. Kenapa? Apa hak mereka umtgkutup?
Katanya enggak ada laporan. Laporan ke sana agh.k@a

enggak sampai langsung harus izin. Karena itu bukenetap
(tempat tinggal/rumah). Kalau itu tanah saya séndiemang

harus ada izin dari sana. Tapi itu kan tanah keapiayang

terbuang. Sampai wartawan datang, saya bilangjptumulut

kamu, jangan gembor-gembor. Ini tanah kereta &girhpe saya
bilang gitu...”

NG perlu melakukan negosiasi yang memakan waktugil&kma dengan
pihak Dinas Tata Kota Depok (sekarang Dinas Tatt Kian Bangunan)
agar kegiatannya tersebut dapat berlanjut sebelkihirnga ia dapat
melanjutkan pembangunan kios-kios. la harus meagean jutaan rupiah
yang diberikannya pada oknum-oknum di Dinas TataaKbepok.

Sebagai konsekuensinya ia dapat melanjutkan perabangkios setelah
mendapatkan izin dari Dinas Tata Kota Depok Akaaptie surat Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota stndiri hingga saat
ini tidak keluar.

"Kalau mereka minta uang rokok, minta yang baik aggtd
pengaman dari walikota. Capek ngurus izin ke sblaag udah
banyak keluar, amplop sana-sini, uang makan mergtak
bengek. Yah, biarpun akhir-akhirnya kan ibu diizinjuga
ngelanjutin bangun...”

Untuk pemasangan listrik di kios-kios, NG melimpahikya pada
suaminya karena ia tidak merasa sanggup atau mengerizinan dan
pemakaian listrik. Kala itu suami NG sudah bekelij&antor Pusat PT.

KAl di Bandung sehingga memakan waktu yang agalalaftkan tetapi
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kendala tersebut bisa terlewati karena ia mengpeuginan pemakaian
listrik melalui PT. KAI kepada kantor PLN di Kecataa Beji. Setelah
mendapat jatah listrik, tiap-tidpss kios memiliki meteran dan rekening

listrik masing-masing.

Hampir satu tahun setelah NG mengajukan izin kepDhosebanyak 27
kios selesai dibangun (tiga belas kios di Jalanosdan empat belas kios
di bantaran rel kereta ke arah Bogor yang saa¢itatak tepat di belakang
tembok perbatasan Ul dengan stasiun) dan siap jpiterbagi pedagang
yang berniat menyewanya. Kios yang pertama kadi diidah pasti oleh
adik ipar NG yang berjualan buku-buku bekas maupuku baru.
Hubungan kekerabatan yang mereka miliki membawadiarensi adik
ipar NG mendapat jatah dua kapling kios dan tidakrthkan pembayaran
sewa per tahun, cukup mengganti biaya pembangunas s$ecara
kekeluargaan, yang oleh NG tidak bersedia disebutkessar nominalnya.
Adik ipar NG tersebut hanya harus membayar sewahtger meter dikali
NJOP setiap jatuh tempo pembayaran sewa tanah &eN&l untuk
kemudian disetorkan kembeli oleh NG kepada pihak RAl (Divisi
Jabotabek). Hal ini mengingat status penyewa tae@ebut tetap berada
pada NG, sedangkan saudara iparnya hanya membshy& saja. NG
sendiri mengambil bagian dua kapling kios. Sats kéoberikan pada adik
kandungnya untuk menjalankan usaha warung telepaarte]) dan
menjual jus buah. Pada adik kandungnya ini jugakemekanisme yang
sama dengan adik iparnya. Satu kios lagi ia peigumaendiri untuk

usaha rental ketik yang dikelola oleh anaknya.

Perkembangan selanjutnya adalah kios-kios tersedyigi penuh oleh
pedagang dengan bermacam produk barang dan jagady@varkan.
Kebanyakan adalah produk barang dan jasa yang namgan dengan
pemenuhan kebutuhan mahasiswa seperti warung makaokopi,

aksesoris dan tas. Jalan Sawo menjadi semakin setedah adanya kios-
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kios dagang tersebut, tidak saja sebagai jalan usmkampus Ul-

Margonda, namun juga menjadi tempat belanja kelamtumahasiswa.

Tahun 2000-an, di Balhut (Balai Hutan) yang menjatiin tembus dari
Fakultas Psikologi, FISIP dan FIB, banyak dipenoieh pedagang yang
menjual alat tulis kantor (ATK), tas, aksesoris dagnjual makanan.
Tempat ini dulu begitu terkenal dengan barang dgayamya yang
"trendy” dan juga harga dari barang-barang yang dijualangkau.
Pembeli yang datang bukan saja mahasiswa Ul naoga grang-orang
dari luar kampus. Menurut keterangan yang didapat Sub. Direktorat
Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, para pedagamy berjualan di
dalam lingkungan kampus Ul berada di bawah penagtol Unit
Pelaksanaan Teknis Pengamanan Lingkungan KampusPLK), yang

berada di bawah Sub. Direktorat Pengamanan Lingkuk@mpus.

IR adalah salah satu pedagang aksesoris perak ldutBgang meraup
untung dari hasil berjualannya di sana. Sebelunuéen di Balhut, ia
menjadi anak buah tetangganya saat di Bukit Tigggg membuka usaha
perdagangan pakaian di Pasar Tanah Abang. Awal rauterjualan di
Balhut adalah ketika mendapat ajakan dari temaaesatinya, RY, yang
juga pernah menjadi anak buah di toko pakaian tefRpbekerja saat itu.
RY sudah terlebih dahulu berjualan di Balhut besdmberapa pedagang
lainnya dengan membayar tiga juta rupiah kepadakpkampus untuk
dapat berjualan di sana. Akhirnya IR memutuskamdigr bekerja pada

tetangganya, dan ikut RY berjualan di Balhut.

"Gua denger dari RY kalo di Balhut tuh rame. Banyakg beli.
Gua lihat ke sana juga rame. Terus gua pikir bedola nih di
Balhut yang dagang aksesoris perak, bagus jugagkelaagang
di sana. Ya ikut lah gua sama si RY jualan di Bal@ua ikut
patungan sama RY, gantiin duit yang dia bayar ke@kampus
waktu izin dagang di sana.”

Keberadaan pedagang di Balhut ini tidak berlang$ammg, hanya berkisar

2-3 tahun, karena kemudian daerah ini dibersihkami degiatan
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perdagangan. Menurut isu yang beredar, daerahbtdrseenjadi tidak
aman dengan banyaknya pedagang dan pembeli datkdogus hingga
pernah ditemukan dan ditangkap pengedar narkobasagia yang
melibatkan satpam Ul sendiri. Namun, dari pihakggeshg yang pernah
berjualan di sana memberikan keterangan lain dari yiang saat itu

berkembang, seperti yang diungkapkan oleh IR.

"...Jadi ketauan sama mahasiswa Ul, yang udah deket
dosen, ada permainan narkoba. Katanya sih gitu. ddep isu
laen yang kedengeran, sebenernya ada satpam day dakem
(U juga, lahan itu dijualbelikan tiga juta samaneka. Dijual
segitu doang. Akhirnya ketauan kan sama rektoriya..

Para pedagang yang tergusur dari Balhut tidakntegniliki tempat untuk
berjualan, termasuk juga IR yang nasibnya jadutgang-lantung tidak
jelas akan melanjutkan berjualan di mana. Padarmakhiia bersama
sebagian besar pedagang yang tergusur dari Ballwai rmenggelar

lapak-lapak di Jalan Sawo.

"Kita (para pedagang Balhut yang tergusur) minta sama KS
Nasri, tapi dia enggak mau. Katanya itu bukan hak it hak
NG. Tapi waktu itu orangnya enggak ada, lagi ke afeddan
enggak ada yang kasih alamat NG ke kita.”

IR dan kawan-kawan seperjuangannya mencoba berfsda salah satu
pedagang yang menyewa kios dimana keberadaan NGbiagaberjualan
di sana. Akhirnya, walaupun belum mendapat pensatupari NG yang
saat itu sedang tidak ada di Depok, para pedagarggbut tetap
menggelar lapak di Jalan Sawo. Kepala Stasiun seiudik bisa mengusir
mereka dari tempat itu karena jumlahnya yang cukognyak.

Sepulangnya NG dari Medan, ia terkejut mendap&tnJaawo penuh oleh
lapak pedagang yang tidak beraturan. la khawatitimga akan makin
banyak pedagang yang menggelar lapak di sana akajadn semerawut
dan terjadi rebutan tempat berjualan. Sementarakeas dari para
pedagang yang tergusur dari Balhut untuk diizinkenualan di Jalan

Sawo membuatnya jadi tidak tega.
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"Pas aku udah balik dari Medan datenglah semua-anak itu

(para pedagang). Aku diminta tolong sama merekaaigém
caranya biar dagang bisa teratur. Biar enggak gadielip-

selipan. Sebenernya kan memang tidak boleh dagarsiud

karena emang ijinnya enggak ada dari sana. Waktkait kalau
mau buka usaha bener-bener diteliti tempatnya $aakdEdi.”

Sebagai solusinya, NG bersama Kepala Stasiun Witsa@engupayakan
mendirikan kios untuk membuka lapak para pedagdfigs yang
didirikan hanyalah lapak-lapak dari triplek dengatap auning.
Pertimbangan didirikannya lapak-lapak karena peu;qgayang
menyewanya adalah bekas pedagang kaki lima di Bgtmg modalnya
tentu lebih sedikit dibandingkan penyewa kios sparmanen, sehingga

mereka perlu tempat dagang yang harga sewanyadkga.

"...Terus pergilah aku ke stasiun, ngomong sama R
nyanggupin tanggung jawab tempat sebagai kepalsiusta
Akhirnya dia ngomong begini 'Gini aja deh, Bu, naku daftar
anak-anak yang mau dagang. Aku yang tanggung jé&mapat
sebagai kepala stasiun. Ibu yang ngurus modal.jéd@ pengen
nanti dapet sedikit. Aku ikut nanem saham lah sedikah gitu.
Mulailah diurus sama KS siapa-siapa aja yang dagakg
mulai bangun auning buat anak-anak. Sederhana yajag
penting mereka bisa dagang, ga nentuin tarif ketaahai
cobalah itu. Ya udah teratur lah, di daftar pedggaedagangnya
sama KS.”

Setelah auning (kios non-permanen) selesai dibak@himNasri dan NG
mengizinkan para pedagang untuk menetap berjualadaldn Sawo.
Ketentuannya adalah setiap bulannya NG menarikrbaysewa kios dan
listrik dari para pedagang. Uang listrik dari peatag diserahkan kepada
pihak Stasiun mengingat aliran listrik kios nonfpanen diambil dari
gardu listrik pengoperasian kereta di Stasiun $uiungan sewa yang ia
dapat ia bagi dua dengan KS Nasri atas modal pegnban kios yang
mereka berdua tanamkan. Sisa keuntungan ia ikukamekepada para

pegawai di Stasiun Ul sebagai upaya rasa solidaethadap mereka.
Dalam jangka waktu lima tahun sejak kios non-peenagidirikan, yaitu
tahun 2003 hingga sekarang, kios-kios tersebutrbpbekali mengalami
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perbaikan. Mulai dari pembangunan tenda yang keamudiganti auning
(seng), hingga menutup jalan atas jalan dengariilplagar tidak becek
saat hujan. Bahkan dibangun tembok atas saran &egtakiun sebagai
dinding belakang kios yang juga membatasinya dengankereta,

walaupun sebenarnya oleh Divisi Jabotabek tidak erbipehkan

membangun tembok di situ.

Bertambahnya kios non-permanen di Jalan Sawo senmakinambah
keramaian di sana. Pedagang yang ada menawarkafukprgang
bervariatif sehingga konsumennya pun semakin rgoga. Jalan Sawo
menjadi prospek yang cerah sebagai tempat menganisaha bagi
pedagang kecil. Namun, keterbatasan tempat mekguiala. Sebagai
solusinya, para pedagang kecil yang baru datandidak kebagian jatah
tempat berjualan di kios non-permanen memanfaabiegian muka atau
pelataran kios permanen sebagai tempat merekaalsrtjdengan etalase
kecil atau lapak dari kayu.

3. 5. Mekanisme Sewa-menyewa Kios

Uraian kelima adalah mengenai mekanisme sewa-menyswg di lingkungan
pedagang dengan pengembang (pemilik modal). Séftgmjujuga dijelaskan
mengenai retribusi atau bayaran serta kewajibarg ylaarus dipenuhi para

pedagang selaku penyewa kios untuk dapat menjalardahanya di Jalan Sawo.

3. 5. 1. Penyewaan Kios oleh Pedagang

Terdapat tiga kategori pedagang di Jalan Sawo barkian tempat
berdagang, yaitu pedagang yang menyewa kios semiapen, pedagang
yang menyewa Kkios non-permanen, dan pedagang yaegyewa
pelataran (bagian muka) kios permanen untuk melataletalase atau
lapak dagangannya (berbagi kios). Semua status teieebut adalah
kontrak atau sewaan bagi para pedagang. Sebaggeqeian adalah

rental komputer yang kiosnya merupakan "milik” N@ndiri selaku
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pemilik modal, serta Toko Buku Erik dan wartel daj@s warung jus
yang kiosnya telah diberikan pada kerabat NG yamggalola usaha-
usaha tersebut dengan mengganti biaya pembanguaan Selain itu,
Toko Buku Otong juga "memiliki” sendiri kios semepmanen yang
ditempatinya yang terletak di bantaran rel keresd &e Bogor. "Pemilik”
kiosnya adalah OT yang "membeli” kios tersebut &&. Selain OT, ada
juga AG yang membeli dua kapling kios semi-permadedalan Sawo
dari NG. Status penyewa tanah PT. KAl dan "pengembégetap berada
pada NG. OT dan AG tetap harus menanggung sewh fEraneter yang
didirikan kios "milik” mereka berdasarkan NJOP, nam uang
pembayaran sewa tanah itu diserahkan pada NG se#iap perpanjangan
sewa tanah (2 tahun 11 bulan). NG kemudian merkatokembali uang
dari OT dan AG bersama-sama dengan uang sewa thniian Sawo

secara keseluruhan ke Divisi Jabotabek.

Para pedagang yang berminat berjualan di kios$@éosi-permanen yang
tersedia terlebih dahulu menemui "pengembang”’ untekdapat izin dan
persetujuan berjualan di sana. Mereka tidak pedmmta izin ke pihak
Stasiun. Kepala Stasiun dalam hal ini tidak memikipasitas untuk
mengizinkan pedagang berjualan di kios-kios. Kimskiersebut sudah
dikelola oleh "pengembang”, selaku pihak yang tedéd¥erikan izin oleh

PT. KAI dalam menggunakan/menyewa tanah PT. KAukimhendirikan

bengunan kios di atasnya. Seperti apa yang dilakukaeh FT, salah
seorang pedagang alat-alat komputer yang menyevgaskimi-permanen
sejak empat tahun lalu, setelah enam tahun ia pirkda Depok dari
kampung halamannya di Padang untuk melanjutkanatikusekaligus

bermatapencaharian.

"Pertama-tama gue lihat ada toko yang masih koséfaitu itu

gue tanya tukang dagang di sebelahnya, ini tokq yamya
siapa dan gimana caranya gue bisa ngontrak. Kledagudagang

itu, yang punya kios Si NG. Oh, ya udah gue tunggaktu NG
dateng ke sana. Gue temuin dan gue omongin mengenai
keinginan gue buat ngontrak. Dia bilang boleh-bolgia,
bayarnya per tahun. Setelah beres ini itu, tereskmyar, bikin
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kwitansi, beres...tinggal gue tempatin dan jalarsaha gue. Dan
gue ga pake nemu-nemuin orang stasiun tuh. Urugarcgma
sama yang punya tokonya aja.”

Penyewa kios semi-permanen juga bisa melakuiéer contractatau
pengalihan penyewa/pengontrak kios apabila ia tidgkn melanjutkan
menggunakan kios yang ia sewa sebelum masa bekKahiiak (satu
tahun) selesai. Mekanismenya adalah dengan mempaganjian,
termasuk di dalamnya soal pembayaran dan penyekatitansi, di antara
kedua belah pihak, yaitu pedagang yang mengalib&am kios (penyewa
kios lama) dan pedagang yang dialihkan (calon pgayaos), tanpa perlu
campur tangan dari "pengembang”. Sebagai contoRfiyaenjelaskan:

"Misalnya gue udah bayar kontrak toko satu tahapi, di tengah
jalan baru lima bulan gue ga mau dagang lagi di $iisalnya
ada orang yang nawarin mau bayar toko yang gue aémp
sekian juta plus ngebalikin sisa tujuh bulan uangtiak yang
belum gue jalanin. Gue boleh aja ngelepas toko ygng
tempatin ke orang itu. Atau kalo misalnya gue legpepet, gue
lepas aja tuh toko ke orang yang mau, dia cukupi gaa duit
kontrak yang belum gue jalanin. Sebenernya ga penmdirmasi
lagi ke pemilik toko (NG), cukup perjanjian antg@e dan yang
mau nempatin toko gue selanjutnya aja. Kalo yarahudiah sih
gue liat begitu. Kaya toko sebelah tuh, yang juatamata.
Tadinya kan yang ngontrak tukang sepatu. Tapi bedetasai
setahun kontrak tukang sepatu, ditier contract ke tukang
kacamata. Dagangnya ga untung kali ya, terus begituyang
nawarin mau bayar tempat, dia setuju. Denger-desiedia
dapet tujuh juta. Tapi itu belom termasuk duit $isatrak yang
digantiin tukang kacamata. Kan sisa kontrak diaimada lah
enam bulanan. Nah sisa enam bulan yang udah tarld
bayar ke NG itu tuh diganti sama tukang kacamasmikii
kwitansi pembayarannya diserahin juga ke tukangarkata.
Kan buat jadi bukti si tukang kacamata juga namtikglo ada
urusan sama NG. Gitu jadinya...”
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Gambar 3. 4

Kios Semi-Permanen di Jalan Sawo

Kategori pedagang yang kedua ialah mereka yangdiarj di kios non-
permanen. Kebanyakan dari mereka pada awalnya al@anppedagang
yang tergusur dari Balhut. Jadi, awal mereka meaid@pnpat berjualan di
sana adalah ketika mereka mendapat jatah saat&&tasiun dan NG
melakukan pendataan dan pendaftran pedagang-pepagarg akan
berjualan di sana tahun 2003 silam. Namun, seip@dkembangannya,
tidak semua pedagang yang mendapat jatah temgaglaer itu bertahan
di Jalan Sawo. Tidak sedikit jumlah pedagang bangyberjualan di sana.
Pedagang yang akan hengkang pada umumnya mau n@hgemung
ketika mereka akan melepas kios pada pihak lairos Kbiasanya
ditawarkan dulu pada teman, kerabat, tetangga @taug yang mereka
kenal. Pada orang yang berminat tersebut akan akieenbiaya untuk jasa
mendapatkan tempat berjualan. Mekanismenya hangoinasdengan
sistemoffer contractkios semi-permanen yang hanya berupa perjanjian di
antara kedua belah pihak tersebut (tanpa diketgemgembang”). Akan
tetapi, berhubung kios non-permanen ini uang sewadlityayar per bulan,
maka tidak ada penggantian biaya sisa kontrak, yaeg hanyalah
pembayaran dari pihak penyewa kios yang baru kepatgewa kios

yang lama (yang melepas kiosnya) atas tempat lenjyang ia dapatkan.
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Pengalaman seperti ini dialami sendiri oleh IR saahelepas kios non-

permanen tempat ia berjualan.

"Gua kan sempet dapet jatah ya waktu pendaftardagaag itu,
yah sempet lah tiga tahunan gua dagang di situ.aGoennah
lagi masa sepi-sepinya pembeli, dua tahun yangdalu deh,
modal gua ga cukup buat bayar kontrakan aunings)kioi
nih...gua coba-coba deh tawarin ke temen gua, gnyenada
yang mau. Akhirnya jadi lah tuh ditempatin samaatgDVD.
Ya kita-kita ini kan juga pasti maunya dapet untyagminimal
buat nutupin modal lah, jadi wajar aja kalo kitéakiminta
bayaran dari orang baru karena udah dapet aunindgydita.
Makanya sebelom kita lepas itu auning, cari oraoly ¢/ang
mau bayarin, jangan langsung ga bayar duit sewvanbalke NG
terus kita tinggal atau kita kosongin itu auningtae pedagang
yang baru bisa langsung bayar kontrakan sebulaNGeRugi
kita ga dapet apa-apa. Waktu itu sih gua dapet jdiza dari
tukangDVD, abis itu gua ngilang dari situ.”

Hal yang serupa dengan IR pernah pula dialami @{&h salah satu
pedagang di auning. Bedanya, AT menjadi pihak yargmbeli’ tempat
dari pedagang terdahulu tiga tahun yang lalu. laimianggal di kampung
halamannya Indramayu, ketika salah seorang tetaggggang berjualan
di auning pulang kampung dan menawarkan pada Alkumenggantikan
ia berjualan di sana. Maka, dengan bermodal R@1080 untuk biaya
tempat yang ia bayarkan pada tetangganya itu, bealah AT ke Depok

untuk memulai usahanya berjualan pin.

"Kebetulan waktu itu gue nganggur udah dua tahlus|SMA,
eh ada tetangga yang nawarin tempat dia dagangpol) ya
udah gue jalanin. Tadinya dia minta dua jutaan, £goe ga ada
duit. Pas-pasan buat modal. Ada 1,5 juta buat b#yapatnya
dia, itu juga gue minjem duit sama nyokap. Ya udidatnya
jadi segitu...”
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Gambar 3. 5

Kios Non-Permanen di Jalan Sawo

Banyak pedagang kecil yang berminat untuk menjaanksahanya
auning mengingat harga sewanya tidak terlalu mdaallokasinya yang
dekat dengan kampus Ul, sehingga pangsa pasarmgn gelas, yaitu
mahasiswa. Akan tetapi, keterbatasan tempat barjusiembuat para
pedagang ini tidak tertampung. Sebagai solusinggahdlengan membuka
lapak atau etalase di pelataran atau bagian muka d$emi-permanen.
Sistem penyewaan tempat yang dikembangkan olehgpedgpedagang
seperti ini adalah dengan menetapkan beberapa tkaterdi antara
mereka. Peadagang yang menyewa pelataran kios haambayar
sejumlah uang pada penyewa kios semi-permanentgéatylebih dahulu
berjualan di situ, dan bukan membayar langsung useyya pada
"pengembang”. Hal ini dikarenakan kios tersebutasudherupakan hak
bagi penyewa kios untuk digunakan dengan dipenahipgmbayaran

sewa selama satu tahun kepada "pengembang”.

IR adalah salah satu pedagang yang kemudian meatkanfisbagian muka
kios permanen setelah beberapa bulan lamanya iajuaie auningnya
pada penjuaDVD. Alasan ia berjualan di tempat itu selain karadakt
mendapat tempat lagi di auning yang sudah pengh, karena menyewa

biaya yang ia keluarkan untuk menyewa pelataras permanen lebih
Universitas Indonesia

Gejala kemajemukan hukum..., Budiarsih Pramasweri, FISIP Ul, 2008



87

sedikit dibandingkan biaya yang ia keluarkan umuényewa kios non-

permanen.

"Waktu itu modal gua udah kumpul lagi. Kira-kiraald mau
mulai dagang lagi, auning udah penuh, lagi ga at®ymau
jual. Gua make kios orang aja. Ini nih yang gua piin
sekarang. Gua tinggal minta izin ke dia (penyewas lsemi-
permanen) mau dagang di depan kiosnya, mau napak imng
kecil-kecil aja di situ, eh diizinin. Lumayan, baga tiap
bulannya lebih murah daripada waktu gua ngontrakuiing.
Buat dia juga untung kan nambah-nambah pemasukamn dia
dapet dari duit sewa gua.”

Bagi NG, selaku "pengembang”, sistem ’berbagi kissperti ini tidak
menjadi masalah baginya, walaupun kadangkala iaasaerengkel
pedagang berlaku seenaknya ketika 'berbagi kiosgde tidak terlebih
dulu izin kepadanya. Akan tetapi hal tersebut tiddkrlalu
dipermasalahkan oleh NG, karena yang terpentindaladketak para
pedagang tersebut tidak semerawut, tidak ada Kkaribudalam

memperebutkan tempat dan setoran uang sewa tidedt ma

3. 5. 2. Retribusi dan Kewajiban Pedagang

Pedagang di kios semi-permanen mengeluarkan uawvey lserkisar 7-10

juta per tahun, tergantung letak bangunan kiosygag dibayarkan pada
"pengembang”. Faktor yang membedakan variasi héegsebut adalah

letaknya. Apabila letaknya lebih dekat ke arahistastau di sisi jalan

yang lebih banyak dilewati pejalan kaki, maka hasgavanya menjadi

lebih mahal. Sebagai contoh, kios yang terletadisilijalan sebelah selatan
peron Jakarta harga sewa per tahunnya hanya RJ0.00D karena jalan

tersebut lebih sedikit dilalui pejalan kaki, walanpletaknya lebih dekat
ke Stasiun Ul dibandingkan kios-kios yang terletaklalan Sawo. Kios-

kios yang terletak di Jalan Sawo harga sewanyaidaerikp.8.000.000 —

Rp.9.000.000 juta per tahun, sedangkan harga seskios yang terletak

sejajar dengan rel kereta ke arah Bogor adalalitaper tahun. FT harus
mengeluarkan kocek Rp.10.000.000 setiap tahunnigek wiapat berjualan

di kios yang ditempatinya.
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"Gue bayar sewa kios ini 10 juta setahun. Agak rhataa
dibandingin yang lain, soalnya toko gue ini lebibket sama
stasiun, anak-anak Ul kalo jalan juga pada lewat dadi kalo
orang dari kampus atau turun kereta mau beli-twdg gue yang
diincer duluan karena tempatnya lebih deket...”

Selain dibebankan biaya sewa kios untuk satu tapemyewa kios juga
harus membayar listrik sendiri ke PLN setiap buj@nriPembayaran listrik
ini di luar pembayaran sewa kios. Setiap kios mi&miheteran dan
rekening listrik sendiri, jadi untuk pembayarartrlis dilakukan sendiri

oleh penyewa kios ke loket pembayaran.

Untuk pedagang yang menyewa kios non-permanenn@urdikenankan
biaya sewa sebesar Rp.300.000 per bulan pluskli§&p.15.000 yang
ditarik oleh NG selaku "pengembang” setiap tanggdl Pembayaran
listrik ini tarifnya sama bagi setiap pedagang diniag (yang
penggunaannya tidak terlalu besar dibandingkan jpersnanen), karena
merupakan satu aliran listrik yang diambil daridyafistrik Stasiun UL.
Maka dalam pembayarannya, NG menyerahkan uanif listppada pihak

stasiun.

Pedagang yang menyewa bagian muka kios permanek omgnggelar

etalase atau lapak setiap bulannya hanya dikenakag sewa tempat
yang harus dibayarkan pada penyewa kios. Besarrafg usewa

tergantung kesepakatan antara kedua belah pihasaBya ditentukan
oleh besarnya lahan yang dipakai juga pertimbaimgaga sewa kios itu

sendiri. Semakin mahal harga sewa kios semi-pemanaka biaya sewa
yang dikeluarkan pedagang yang menggunakan bagiantdrsebut juga

semakin mahal. IR yang ’'berbagi kios’ membayar seelaesar sebesar
Rp.100.000 setiap bulannya pada penyewa kios.

"Setiap bulan gua nyetor sewa 100 rebu sama Si(Barsyewa
kios permanen). Gua kan make tempat dia ga bacyaka buat
satu meja ini aja. Kalo dia sendiri bayar sewa to&d\G 8 juta
setahun. Lumayan kan dia dapet sejuta dua ratugwar.”
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Pedagang yang menyewa bagian muka kios semi-pemmsayerti IR

tidak dikenakan iuran listrik. Pembayaran listritadggung oleh penyewa
kios, karena biasanya penyewa bagian muka kiok tada menggunakan
listrik, atau jika menggunakan pun tidak banyak.

Ada juga iuran yang dikeluarkan setiap harinya kintuembayar

kebersihan dan keamanan. Setiap pedagang yang iadeaawdsan

perdagangan ini dikenakan uang kebersihan dan keanraasing sebesar
Rp.1000 per hari. Petugas kebersihannya adalahpdak RT.07 yang

membersihkan kawasan perdagangan tersebut setieplan memungut
langsung uang kebersihan dan keamanan dari paraggegl Uang

tersebut kemudian disetorkan pada pengurus RT.@7ddnasukkan ke

dalam kas RT untuk digunakan bagi keperluan RTnged¢ terutama

yang berhubungan dengan hal kebersihan dan keamafekanisme

pembayaran ini perlu dilakukan untuk kenyamanan daamanan

penduduk setempat agar wilayahnya senantiasa barsdn dan nyaman
walaupun digunakan sebagai kawasan perdagangarsekioensi bagi

pedagang yang tidak mau atau terlambat membaydahadampahnya
tidak diangkut, teguran dari pengurus RT.07, ddnkda pengusiran dari
kios.

Tidak ada kewajiban spesifik bagi para pedagandudi kewajiban

mereka membayar sewa sewa tepat waktu. Setiap wektbayaran jatuh
tempo, para pedagang, terutama pedagang di auaimg bayarannya per
bulan, harus segera membayar sewa demi kelancamgutaran uang
"pengembang”. Jika mengalami keterlambatan atalg usewa macet,
maka siap-siap untuk segera hengkang. Menurut geagapedagang itu
sendiri, mereka tidak berani menunggak, karena misabuatmoodNG

menjadi jelek. Terlebih lagi NG adalah orang Batakg dalam pemikiran
mereka biasa bicara keras-keras, sehingga kalaekeéerlambat bayar
mereka takut NG akan marah-marah atau membentadékme®eperti apa

yang diungkapkan oleh AT.
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"Pokoknya sih asal tepat waktu aja bayar duit sgq@asoalnya
kalo ngga, NG bisa cemberut. Yah lo tau sendiridw@mg Batak
gimana kalo ngomel. Serem. Jadi gue sih ambil ayea@ja,
daripada ga bisa dagang lagi, makan dari mana?”

Kewajiban lain yang harus ditaati oleh pedaganggaimana ditetapkan
oleh NG adalah sikap yang tertib. Artinya para pedg tersebut tidak
seenaknya menempati tempat berjualan, tidak semergpalagi sampai
terjadi perebutan tempat berjualan. Satu lagi bgbenting yang harus
ditaati adalah jangan sampai ada perdagangan reart@belubung di

tempat itu. NG mengambil pengalaman dari pengguspedagang di

Balhut.
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4. GEJALA KEMAJEMUKAN HUKUM

Lahan di sekitar Stasiun Ul dan Jalan Sawo merupgkdur kereta api

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undadgng Perkeretaapian
No0.23 Tahun 2007 Pasal 35, dan pada Pasal 178utksmbadanya pelarangan
aktivitas selain pengoperasian kereta api. Tanattabten rel tersebut idealnya
diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api, yaéuojadi jalur kereta api yang
terbagi atas ruang manfaat jalan (rumaja), ruarik malan (rumija) dan ruang
pengawasan jalan (ruwasja). Pada Ruang-ruang teydebutama rumaja, hanya
untuk kegiatan pengoperasian kereta api dan tidmgahggu oleh adanya
bengunan maupun pepohonan, dan merupakan ruanguperbagi publik.

Pelarangan berdirinya bangunan di tanah bantarandigerkuat dengan

berlakunya Perda Depok No0.18 Tahun 2003 Pasal rit@ng Garis Sempadan,
yang menentukan batas atau jarak diperbolehkanengirbbangunan jika diukur

dari as rel.

Dalam kenyataannya, tanah bantaran rel di Jalaro Santohnya telah menjadi
komoditas yang dapat disewakan oleh pihak PT. K&manfaatan tanah terjadi
karena adanya kepentingan ekonomi atau keuntungderimpada pihak-pihak
terkait. Pemanfaatan tanah PT. KAI di Jalan Sawmatherjalan karena adanya
peluang sewa-menyewa tanah yang didapat melaluiakguan aktor-aktor
terkait. Dalam hal ini, terutama adalah kemampug@enfiembang” dalam
bermediasi dengan pihak PT. KAI. Ribot dan Peld@08) menyatakan situasi
semacam ini sebagai akses yang dimiliki oleh "parggng”, dimana akses itu
sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk memakdaadari sesuatu- termasuk

objek material, orang, institusi, dan simbol-simbol

Fokus akses terletak pada "kemampuan”, yang didéian sebagai kapasitas
seorang aktor untuk mempengaruhi, yang dapat mekimkamn dirinya
mengambil manfaat dari sumberdaya tanpa melihaa patbungan kepemilikan
(Ribot dan Peluso, 2003: 153-154). Adanya kemampagentu yang dimiliki
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"pengembang” pada akhirnya bisa membantu dalam m@&miamengapa ia dapat
mengambil keuntungan dari pemanfaatan tanah PT.K&laupun pada

kenyataannya sebenarnya ia tidak memiliki hak saekali atas keberadaan
sumber daya tersebut. Tanah tersebut, seperti tgdaly dijelaskan sebelumnya,
merupakan tanah yang dikuasai oleh PT. KAI diperkikdan bagi pengoperasian
kereta, yaitu sebagai jalur rel kereta yang terhgag rumaja, rumija dan ruwasja.
Oleh karena itu, “pengembang” cenderung untuk metapankan akses yang
dimilikinya dengan mekanisme interaksi dan pengkmdahubungan sosial

tertentu dengan pihak-pihak yang dianggapnya mamnduksahanya tersebut. Hal
yang dilakukan oleh “pengembang” terhadap pemamfaaianah tersebut
sebagaimana dimaksud dengan Ribot dan Peluso (2808xah dengan jalan
mendapatkan akses ajg accesy mengontrol akses dotrol accespy dan

memeliharanyanfjaintenance accegss

Pemanfaatan tanah di Jalan Sawo untuk kegiataragemndan dimulai ketika
“pengembang” membuka jalan menyewa tanah tersedda PT. KAI melalui
akses yang dimilikinya. Mekanisme akses berjaldandaonteks pemanfaatan
tanah ini merupakan mekanisme akses yang berdigttisal dan relasional.
Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa mekanmkses struktural dan
relasional ini pada intinya adalah bagaimana tedgipl modal, pasar,
pengetahuan, kekuasaan, identitas sosial dan habwusial dapat membentuk
atau mempengaruhi akses seseorang terhadap sumeer Mekanisme akses
struktural dan relasional tersebut terletak padentiths sosial yang dimiliki
"pengembang” yaitu statusnya sebagai istri damlsaatu pegawai di Daop 1.
Status ini memudahkan usahanya dalam mendapaikapemanfaatan tanah PT.
KAI melalui kedekatan hubungan suaminya dengan leepaop 1 waktu itu.
Melalui identitas sosialnya pula memudahkan “perggmgy” untuk membuka
hubungan yang sarat akan kepentingan ekonomi dek§adan Kadaop 1. Hal
yang sama juga dilakukan ketika mendapatkan akskadap pemasangan aliran
listrik yang mendukung usaha penyewaan kiosnya i.ndftengembang”
memanfaatkan identitas sosialnya sebagai salah “ssmtung” PT. KAl dan

kedekatan hubungannya dengan salah satu “orangmdalBLN yang
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membantunya memberikan aliran dan rekening lispdda kios-kios yang
dibangunnya itu. Selain identitas sosial dan hubongosial, kita tidak dapat
menafikan kemampuan “pengembang” dalam hal fingngaitu modal yang
dimilikinya ketika ia memiliki uang yang cukup uktmenyewa tanah PT. KAl

dan modal untuk mendirikan kios di atasnya.

Mekanisme selanjutnya yang perlu dilakukan “pengamgh dalam pemanfaatan
tanah di Jalan Sawo adalah melakukan kontrol teqnadkses yang dimilikinya.
Kontrol akses menurut Rangan (1997) adalah kemampuo@k menengahi akses
orang lain, dimana kontrol ini merujuk pada pergujidan tujuan dari suatu
tindakan, fungsi atau kekuatan untuk mengarahkanntengatur tindakan bebas
(Ribot dan Peluso, 2003: 173). Mekansime kontrokesk ini dilakukan
“pengembang” melalui tindakan pembersihan JalanoSsekelum dibangun kios-
kios yang membuat gubug milik Pak Nur ikut digusdari tempat itu.
“Pengembang” pada akhirnya berhasil “mengusir’ Rak dari tempat itu dengan
beberapa kesepakatan tertentu. Hal tersebut dapadtlitkarena “pengembang”
memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan Pak Motuk memanfaatkan
tanah yang diperebutkan. Kemampuan yang dimaksatitadzin yang didapat
“pengembang” dari Kepala Daop 1 untuk menyewa tdfBhKAI. Posisi tawar
“pengembang” lebih kuat dengan adanya izin tersdi#ndingkan dengan Pak
Nur yang tidak memiliki dasar atau landasan apamink memanfaatkan tanah
PT. KAIL. Pak Nur yang dalam hal ini tidak memilikiin mendirikan tempat
tinggal di tanah PT. KAI dianggap sebagai pemukan kehingga dapat dengan

mudah “diusir’ dari sana.

Proses pembersihan Jalan Sawo itu sendiri menjadu sengketa bagi mereka,
dengan hadirnya para mahasiswa Ul yang menjadikpiketiga dengan
keberpihakan kepada Pak Nur. Gulliver (1973) meakat sengketa sebadab
dispute exists unless and untill the right claintnan some one of his behalf,
actievely raises the initial diagreement from thed| of dyadic argument into the
public arena, with the express intention of doirgnsthing about the desired
claim” (Kriekhoff, 1993: 225). Pak Nur menjadi pihak yamgmiliki keluhan
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atas tindakan penggusuran gubungnya oleh “pengemibatang kemudian
konflik ini mencuat ke permukaan (publik) hinggalitm&tkan pihak ketiga yaitu
para mahasiswa Ul. Pihak ketiga tersebut pada kasmyaya lebih memihak
kepada Pak Nur. Sebelum mencapai tahap negoisdebih dahulu ketiga pihak
ini melewati tahap penyelesaian sengketa dengaiu fiemtuk paksaan (Nader
dan Todd, 1978 sebagaimana dikutip lhromi, 1993t)2Bentuk paksaan ini
terlihat dengan adanya sikap penyerbuan para nsavesian Pak Nur yang
mengancam dengan menggunakan golok kepada “penggimimtuk tidak
menggusur Pak Nur dari Jalan Sawo. Pada akhirngakan penyerbuan itu bisa
dihentikan. Pihak mahasiswa dan Pak Nur menjadaktidherdaya karena
“pengembang” mempunyai posisi tawar yang lebihdindengan mengantungi
surat izin dari Daop 1. Kemudian, “pengembang” mer&an suatu perundingan
atau negosisasi kepada Pak Nur untuk mengambil falzgah. Bentuk negoisasi
ini menurut Gulliver (1978), dimana kedua pihak upatya untuk saling
meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka ©endin tidak
memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturareatyang ada (lhromi, 1993:
211). Dalam kasus sengketa antara “pengembang’adelfgk Nur, negosiasi ini
dicapai dengan adanya sejumlah kesepakatan yarekanbuat mengenai biaya
ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan “pengemybkepada Pak Nur.

Tindakan “pengembang”’ dalam mengontrol aksesnylaateyp tanah PT. KAI
membuat akses Pak Nur terhadap tanah tersebut asetsagpat tinggalnya
menjadi tertutup. Analisis mengenai kontrol akseisdapat dipahami, bahwa
kontrol suatu pihak terhadap sumberdaya ditentukkein kemampuan yang
dimilikinya. “Pengembang” selaku pihak yang memikkmampuan yang “lebih”
dibandingkan dengan pihak yang lain dapat mengusah PT. KAI dan

menutup akses Pak Nur dalam memanfaatkan tanaters

Akses yang dimiliki “pengembang” perlu dipertahamlegar pemanfaatan tanah
di Jalan Sawo tidak berhenti dan terus menghasikeamtungan. Usaha yang
dilakukan untuk menjaga tetap terbukanya aksesehsts adalah dengan

melakukan suatu mekanisme pemeliharaan akses. iRaraah akses yang
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dimaksud dilakukan dengan jalan pembayaran uanga sewah ke Divisi
Jabotabek (UNA) secara rutin setiap masa kontraékbe@. Selain pembayaran
uang sewa rutin, pemeliharan akses juga dilakukatikék “pengembang’
membayarkan sejumlah “uang amplop” kepada Dinaa Katta Depok selaku
pihak yang memberikan izin pendirian bangunan agksesnya terhadap
pemanfaatan tanah di Jalan Sawo untuk kegiatanagangan tetap terbuka.
Pemeliharaan akses juga dilakukan “pengembang” atenmengupayakan
terciptanya hubungan baik dengan Kepala Stasiun dHn para
pegawai/petugasnya serta warga RT.07 KelurahandRo@tha. Hal ini dapat
dipahami mengingat peran Kepala Stasiun sebagabeennformasi kepada
pihak di atasnya (Divisi Jabotabek dan Daop 1 PAl)Kdan kontribusi warga
yang telah memberikan sikap tidak keberatan padendepmbang” untuk
mendirikan tempat perdagangan di sana. Pembinaabunban baik
“pengembang’ dengan Kepala Stasiun dan para peg@tasiun Ul dilakukan
dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka kéamtungan sewa-
menyewa kios. Pembinaan hubungan baik dengan ViRFdz2 dilakukan dengan
jalan berpartisipasi dalam acara-acara yang diadaiereka, baik dalam bentuk

kehadiran dari suatu undangan maupun pemberianasgab.

Pemanfaatan tanah PT. KAl di Jalan Sawo pada akhirmewujudkan

kesepakatan tertentu melalui aturan main agar kieyggm masing-masing pihak
terakomodasi dengan baik. Kesepakatan-kesepakasatujdi melalui suatu

perangkat aturan dalam wujud perjanjian dan kesdpakdi antara pihak-pihak
terkait yang merupakan mekanisme yang membentusas@dan bagaimana
mendapatkan, mengontrol dan mempertahankan akskead&® pemanfaatan
tanah tersebut. Artinya, perangkat aturan mainebens menjadi acuan atau
pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam memanfaatieayah di Jalan Sawo.
Dalam konteks sosial inilah muncul suatu gejalaglisme hukum, dimana kita
dapat melihat keeksistensian sistem hukum formadjae sistem hukum informal
berjalan pada subjek-subjek hukum yang terlibabrdapemanfaatan tanah di

Jalan Sawo.
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Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagatu situasi di mana dua
atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampirdgdam suatu bidang
kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelas&baeradaan dua atau lebih
sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kpaidsosial (Griffiths, 1986:1),
atau menerangkan suatu situasi di mana dua atdudistem hukum berinteraksi
dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1978:3lenurut Irianto (2000), sistem-
sistem hukum yang ada akan ditanggapi sesuai degegegetahuan, harapan dan
kepentingan, lebih tepatnya budaya hukum, yang li#imindividu yang
bersangkutan. Oleh karena itu, budaya hukum samgatpengaruhi penentuan
pilihan hukum individu, yaitu aturan-aturan hukumng mana yang dipilihnya
yang memungkinkan ia mendapatkan akses kepada sulane atau pemenuhan
kepentingannya, dan dengan cara bagaimana pulangadakan pilihan tersebut
(Masinambow, 2000: 72-79). Banyak faktor yang memgpeuhi pilihan orang-
orang untuk menentukan hukum. Umumnya ini tergappada kepentingan diri
seseorang, komitmen menerima atau menolak aturematif kelayakan jenis
hukum bagi objektivitas seseorang, karakteristikspeal yang terkait dengan
kehidupan ekonomi, dan faktor politik (von BendacB®ann, 2006: 25). Pada
konteks pemanfaatan tanah PT. KAl di Jalan Sawmemt&an pihak-pihak
terhadap hukum yang dipilihnya, apakah itu perangkran formal atau
informal, cenderung lebih mengarah pada kepentikg@entingan ekonomi yang
mereka miliki. Dalam hal ini, pilihan sistem hukuyang mana yang dipilih

sebagai acuan, serta alasan-alasannya diurai sebdrainci.

4. 1. Implementasi Hukum/Peraturan Formal

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu alat untukcapai tujuan tertentu
yaitu keteraturan. Hal ini mengacu pada pandanganBenda-Beckmann (2006)
bahwa hukum pada umumnya merupakan sebuah pedoragn viarga
masyarakatnya mengenai apa-apa saja yang yang dit@ikbkan dan tidak boleh
dilakukan (konsepsi normatif) dan dalam hal apaksdj itu (konsepsi kognitif).
Kondisi ideal sesuai dengan hukum atau peraturgiaraeyang terkait dengan

masalah peruntukkan tanah pada kenyataannya miitadkan.

3 Lihat Irianto dalam Masinambow (2000: 66-67).
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Menurut Irianto (2000) kerumitan persoalan daladahp hukum yang berkaitan
dengan masyarakat dapat dijelaskan melalui adaejalagpluralisme hukum.
Seperti juga yang terjadi dalam konteks pemanfagtaah bantaran rel di Jalan
Sawo yang memperlihatkan adanya gejala pluralismkeih. Hal tersebut terlihat
dengan dikesampingkannya Undang-Undang Perkerataagan Peraturan
Daerah (Perda) Kota Depok mengenai peruntukkanfaysi tanah di bantaran
rel beserta larangan di atasnya. Pemanfaatan tasataran rel di Jalan Sawo
untuk kegiatan perdagangan mengindikasikan adaengangkat aturan lain di luar

perangkat aturan formal yang berlaku di arena ktesisebut.

Hal di atas menunjukkan betapa sulitnya menerapkdam/peraturan formal di
masyarakat. Jika dilihat dari apa yang telah digapadalam tulisan ini, ada
beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya teciptaiki ideal menurut hukum
formal tersebut di masyarakat. Faktor-faktor teusedntara lain terkait dengan
koordinasi di antara instansi-instansi terkait danplementasinya dalam
masyarakat, interpretasi masyarakat akan hukunt(paraformal, dan kondisi
ekonomi para pedagang sektor informal, serta miasapémegakan hukum itu

sendiri.

4. 1. 1. Ketidakharmonisan dan Kurangnya Koordinasi Mengenai
Hukum/Peraturan Formal di antara Instansi-instansi Terkait
dan Masyarakat

Sulitnya menegakkan peraturan-peraturan yang hertsperti Hukum

Tanah Nasional (HTN), Undang-Undang Perkeretaadeamn Perda Kota

Depok adalah karena ketidakharmonisan pengatukdratalemahnya

koordinasi antarsektor dalam penataan peraturaatypan itu sendiri.

Penataan dan pengaturan hak atas tanah merupakemsdtggan Badan

Pertanahan Nasional melalui Kantor-kantor Wilayahmésing-masing

daerah atau kabupaten. Pengaturan jalan rel beidsavah Departemen

Perhubungan melalui PT. KAI. Pengaturan pemanfaatsang dan

pendirian bangunan juga ada ketentuannya yang agdkah oleh
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Pemerintah Daerah yang seharusnya ditaati olelapsetistansi yang

beroperasi di daerah pemerintahan tersebut.

Masing-masing sektor memiliki program masing-masingalam

menjalankan kewenangannya. Akan tetapi, kewenaggag dijalankan
tidak dikoordinasikan dengan baik antara satu dengang lainnya,

sehingga yang terjadi adalah setiap instansi laerjaéndiri-sendiri tanpa
mengetahui ataupun peduli dengan ketentuan yangadibleh instansi
lainnya. Belum lagi ketika peraturan-peraturan ebus diterapkan di
masyarakat. Dalam hal ini kurangnya koordinasitatldengan adanya
kekaburan mengenai hak atas tanah yang dikuasakKRIT.Selama ini

berkembang opini di masyarakat luas, bahkan dalamgkungan

pemerintahan dan internal PT. KAI sendiri, bahweahkatersebut menjadi
"milik” PT. KAI, padahal status yang sebenarnyajimengacu pada HTN
adalah Hak Pakai.

Peraturan mengenai batas-batas tanah yang dipekboleintuk didirikan
bangunan juga tidak dikoordinasikan dengan baikranPT. KAI dengan
Pemerintah Kota Depok. Terlihat dengan adanya paebe jarak aman
minimal atau luas tanah yang dilarang untuk didinikbangunan. Belum
lagi ketika kedua perangkat aturan ini diterapkamasyarakat. PT. KAI
dalam hal ini tidak melakukan sosialisasi informkepada masyarakat
mengenai fungsi dan batas luas tanah di bantalagarey mencakup
rumaja, rumija dan ruwasja, sehingga yang terjddisn masyarakat dapat

dengan bebas memanfaatkan tanah tersebut.

Pada penelitian ini, ketidaktahuan masyarakat agaruntukkan dan
fungsi tanah bantaran rel dapat terlihat dari petiagn-pernyataan
informan. Salah satunya adalah pernyataan “pengagihbayang
beranggapan bahwa tanah bantaran rel di Jalan Sswopakan tanah
kosong PT. KAI "milik” yang terbuang sehingga sagajika tidak

dimanfaatkan. Dalam konteks ini, terlihat ketiddktannya mengenai
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fungsi dan pembagian tanah tersebut. Ditambah’agingembang” masih
beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan "nmHiK’ KAl tanpa
adanya intervensi dari pihak lain. Ketika terjadasis penyegelan
bangunan “pengembang” oleh Pemkot Depok, maka menur
anggapannya Pemkot Depok tidak berhak melakukd@bpembangunan
kios karena ia mendirikan bangunan di atas tanaHhik’mPT. KAI,

bukanlah di bawah kewenangan hukum Pemkot Depok.

Ketika terjadinya kasus penyegelan tersebut menimhgm ditetapkan
Perda No0.18 dan 19 Tahun 2003. Akan tetapi sekair@ngeharusnya
Pemkot Depok dapat bertindak tegas terhadap pitkp yang
memanfaatkan tanah bantaran rel selain untuk dpeedsasi kereta
dengan diberlakukannya Perda tersebut. Perlu diéakukoordinasi
dengan PT. KAl mengenai penerapan Perda ini, datameks penelitian
ini adalah Stasiun Ul, karena Pemkot Depok memikkewenangan
mengatur wilayah-wilayahnya. Jadi, PT. KAl (Staslul harus tunduk
pula dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemileptolo karena ia
berada pada wilayah Kota Depok. mengenai adanyarawgan Pemkot
Depok dalam mengatur masalah pendirian bangunabadtaran rel
seharusnya juga disosialisasikan pada masyarasatidgk menimbulkan
kerancuan ketika Pemkot Depok melakukan intervéarsiadap mereka

yang membangun bangunan di atas tanah bantaran rel.

4. 1. 2. Interpretasi yang Berbeda akan Hukum/Peratran Formal
yang Berlaku di Masyarakat

Dalam kenyataannya, baik masyarakat maupun pihaiepetahan dan
PT. KAI sendiri terdapat penafsiran, bahwa tanattdran rel merupakan
tanah "milik” PT. KAI. Padahal jika mengacu pada MTanah tersebut
berstatus Hak Pakai, yang artinya sama sekali tideujuk pada
kepemilikan. Jika PT. KAl memiliki kewenangan untoenguasai tanah
tersebut, hal tersebut hanya terbatas pada pemak&é@ penggunaan

tanah sesuai dengan peruntukkannya dalam jangkduwgang tidak
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terbatas (selama tanah tersebut masih digunakark wnpterasionalisasi
kereta api). Namun pada kenyataannya banyak pih&kgantikan
penguasaan tanah tersebut sebagai Hak Milik ataupalkan "milik” PT.

KA.

Kenyataan di atas memperlihatkan bahwa hukum for(Rd@IN) bisa
ditafsirkan berbeda di lapangan. Irianto (2000) ya¢skan bahwa secara
analitis setiap orang menanggapi (memberi maknardarpretasi) aturan
hukum tertentu dengan cara yang berbeda-beda, &ameempunyai
pengetahuan, harapan-harapan, dan kepentingantkegaen (sosial,
politik, ekonomi), atau lebih tepatnya budaya hukyang juga berbeda.
Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi mhataasyarakat juga bisa
mempunyai dampak yang berbeda bagi tiap orang &&ampok
(Masinambow, 2000: 81). Hal inilah yang dikatakaonvBenda-
Beckmann (2006) sebagai konsepsi hukum kognitifiagia mengenai hal
apa sajakah yang terkandung dalam suatu aturamrfijukisa diartikan
berbeda oleh setiap pihak, dimana terdapat repgeesgrang beragam dari

hal-hal tersebut.

Pada masyarakat umum, dalam penelitian ini diwakéh "pengembang”
dan para informan pihak pedagang di Jalan Saw@fgiesan akan HTN
mengenai status tanah bantaran rel sangat dipdngaleh pengetahuan
hukum vyang dimiliki oleh mereka. Kurangnya pengetah dan
pemahaman akan hukum negara (tidak hanya HTN, nguganUndang-
Undang Perkeretaapian dan Perda Kota Depok) degpiaiat ketika terjadi
konflik antara "pengembang” dengan Pemkot Depokhpeipenyegelan
pembangunan kios yang dilakukan oleh Pemkot Depbalam
pernyataannya, "pengembang” mengatakan bahwa Pebdqook tidak
berhak melakukan penyegelan karena ia mendirikarglen di atas
tanah "milik” PT. KAI, dimana PT. KAI sendiri danemberikan izin dan
tidak keberatan atas tindakannya. Masalah kurangeyaetahuan akan

status tanah juga terjadi di kalangan internal AL, dalam penelitian ini
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adalah Kepala-kepala Stasiun dan Kahumas Daop I1g ysaya
wawancarai. Seringkali mereka sebutkan bahwa tabahtaran rel
merupakan "milik” PT. KAI. Nampaknya, penguasaassatinah tersebut
juga diinterpretasikan sebagai Hak Milik oleh kaglan PT. KAI sendiri.
Artinya di sini, status tanah yang ditetapkan daliiiN diartikan berbeda

di berbagai kalangan masyarakat.

Anggapan mengenai status Hak Milik PT. KAI terhatiapah bantaran rel
berimplikasi terhadap hal yang lebih luas. Berkemginga anggapan Hak
Milik menimbulkan pula anggapan “terserah” PT. KiAhu menggunakan
tanah tersebut untuk hal apa dan bagaimana. Kegantiekonomi yang
dimiliki oleh masayarakat umum ("pengembang” daragzedagang), PT.
KAl dan Pemkot Depok memberikan dampak yang lehds Iterhadap
interpretasi dan implementasi perangkat aturan dbriainnya, yaitu
Undang-Undang Perkeretaapian dan Perda Kota Depadanya
kepentingan ekonomi membuat "status” Tanah di J&awo boleh
dijadikan komoditas oleh PT. KAI untuk disewakarerigan kata lain,
aturan mengenai peruntukkan tanah, larangan kegidém batas luas
tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlegiata dan Perda
Kota Depok dikesampingkan karena adanya kepentieg@nomi yang

dimiliki pihak-pihak terkait.

4. 1. 3. Penegakan Hukum/Peraturan Formal yang Seatgah Hati
karena Alasan Ekonomis
Penegakan hukum formal memang tidak pernah mepgdioalan yang
mudah untuk dilakukan meskipun mungkin terlihat afudlalam tataran
normatif atau ideal. Penegakan hukudaw( enforcement menurut
pandangan Friedman (1975) adalah sebagai kompommektus yang
mewujudkan tatanan sistem hukurthe( structure of legal syst¢m
(Masinambow, 2000: 71-72). Persepsi dan ketaataganarhadap hukum
sangat ditentukan oleh sikap keteladanaan paratapdrukum khususnya

dilapangan. Betapapun idealnya peraturan perundadgngan the
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substancg manakala tidak didukung oleh aparatur hukumgypujur,

bersih, berani, dan profesional maka sistem hukwmtidak berfungsi.
Masyarakat sebagai salah satu pihak yang memeganag perlakunya
hukum masih belum cukup apabila tidak dilengkaghotiukungan alat

penegak hukum dengan segala komponennya.

Persoalan mendasar dari sulithnya melakukan peneghikum dalam

penelitian ini adalah masalah ekonomis terkait dangilai komoditas

tanah yang tinggi. Kebutuhan manusia akan tanadik tmkan pernah
hilang, karena fungsi dari tanah itu sendiri, s@limgna diungkapkan oleh
Kasier (1995: 196):

1. Secara fungsional tanah disediakan untuk berbaymjgunaan

2. Tanah dianggap sebagai perangkat dari sistem edrabai aktivitas

3. Tanah sebagai komoditas yang dapat dibangun
4

. Tanah dianggap sebadgperceptual image”atau’esthetic resource”

Hal-hal yang berkaitan dengan fungsi tanah sepémitas menyebabkan
tanah menjadi komoditas yang memiliki nilai tingdi masyarakat,

terutama bagi masyarakat perkotaan. Burgess mémbetesis Teori

Lingkaran Konsentris mengenai tanah di perkotaaményatakan bahwa
wilayah-wilayah sosial dan ekonomi kota tersusumyeeupai bentuk
lingkaran bertingkat yang mengelilingi pusat, semattekat tanah dari
pusat kota semakin mahal harganya, sedangkan senjaali dari pusat
semakin murah (Hans-Dieter Evers, 1982: 3). Tesigy&ss tersebut jika
diaplikasikan pada kasus ini adalah dengan meragiter Jalan Raya
Margonda sebagai pusat bisnis Kota Depok. Hargahtah wilayah itu

sangat tinggi untuk diperjualbelikan maupun diseavaksehingga tidak
semua kalangan masyarakat bermodal dapat menjalardaha di sana.
Sebagai alternatif adalah dengan dipilihnya tentgoatyang lebih murah
dan tidak jauh dari pusat bisnis Kota Depok namuasim memiliki

prospek usaha yang cerah. Salah satu pemilihanateitapadalah Jalan

Sawo yang dianggap memiliki prospek bagus karenajade jalan
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penghubung antara Jalan Raya Margonda dengan Kaddipyasmg banyak

dilalui mahasiswa.

Sebagaimana diungkapkan oleh David Ricardo, balavasddut proses
perekonomian di perkotaan tanah dilihat sebagapfagroduksi dimana
tanah memiliki dua karakteristik yang unik, yaiteemmliki jumlah yang

terbatas dan keberadaannya merupakan pemberiaalaarisecara cuma-
cuma untuk kehidupan manusia (Ratcliffe, 1981 dep#ikutip oleh

Wardani, 2001: 17). Di satu sisi kebutuhan masyarakkan tanah
semakin meningkat seiring dengan peningkatan lagrtumbuhan

penduduk, namun di sisi lain ketersediaan atastteraebut sifatnya tetap
dan tidak akan pernah bertambah. Ketersediaan tdnalalan Sawo,
terutama di sebelah barat diperuntukkan bagi j&kemeta api. Tanah
tersebut memiliki prospek yang cerah untuk dijadikempat berdagang
karena letaknya yang strategis dengan Kampus dasiuSt Ul. Tanah
kosong yang seharusnya diperuntukkan bagi jaluetéenpi tersebut
dimanfaatkan oleh “pengembang” sebagai ladang ugsrdagangan
dengan dalih daripada membiarkan tanah tersebuingosak berguna,
sementara ada desakan kebutuhan akan ruang unnjklam&an usaha.
Ketersediaan tanah kosong untuk jalur kereta dfi dipertahankan lagi
karena ada nilai ekonomis yang ditawarkan ketikaaha tersebut
dimanfaatkan untuk dijadikan tempat menjalankanhasperdagangan
melalui sistem sewa-menyewa yang dilakukan antdrakAl (Daop 1

dan Divisi Jabotabek) dengan “pengembang” selakuiljpiemodal usaha.

Pemanfaataan tanah tersebut mendatangkan keuntwelgenomi bagi
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi pedaggang menyewa kios
di sana dan “pengembang’, keuntungan yang didagatala dengan
mendapatkan tempat menjalankan usaha yang disevgamdarga lebih

murah dibandingkan menyewa tempat di Jalan Rayagdaia, namun
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tidak terlalu jauh letaknya dari pusat bisnis Kbgpok iti*. Keuntungan
materil yang diperoleh PT. KAI (dalam hal ini mekep Daop 1, Divisi
Jabotabek, Stasiun Ul dan para pegawainya) sudah gelalah dengan
adanya pemasukan uang yang didapat dari persewaaaim ¢li Jalan Sawo.
Pemkot Depok (lebih tepatnya adalah oknum-oknurDidas Tata Kota
Depok waktu itu) dan PLN di Kecamatan Beji jugautudiuntungkan
secara ekonomi, yaitu dengan adanya pemasukan “aeipiop” yang
diberikan “pengembang” pada mereka ketika mengajikia mendirikan

bangunan dan pemakaian listrik.

Kebijakan yang ditetapkan PT. KAI sebagai instapsmerintah yang
memiliki hak atas tanah dalam mendapatkan pemasdkdmar bisnis
utamanya (bisnis angkutan) memperbolehkan terjadigigtem sewa-
menyewa tanah yang mereka kuasai, yang diatur dakgiemen 13 Jilid
Il (R.13 JLII. Reglemen ini termasuk dalam pegiat hukum formal,
dan merupakan satu-satunya perangkat aturan fgmngl berjalan secara
efektif dalam konteks pemanfaatan tanah di JalamoSa\kan tetapi,
implementasi R.13 JLIII ini bukanlah tanpa kecuBlalam kenyataannya,
tidak sepenuhnya ketentuan dalam reglemen tersdimlainkan oleh
pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, PT. KAl dan pih pengembang
melakukan suatu tindakan manipulatif dengan merigabaketentuan
mengenai tanah-tanah yang tidak boleh disewakaanbR.13 JI.1II Pasal
6 ditetapkan bahwa tanah bantaran rel merupaka Satu tanah yang
tidak boleh disewakan walaupun dapat menghasilkesntangan jika
dilakukan persewaan atasnya. Akan tetapi, dalanjataannya persewaan
tanah di Jalan Sawo antara “pengembang” dan PT.jk&klu dilegitimasi
dengan adanya perjanjian kontrak tanah antara mebekdua di atas

materai.

Pengabaian R.13 JLIlIl Pasal 6 dalam konteks pe@ewanah di Jalan

Sawo ini didasarkan pada kepentingan ekonomi. Taavah PT. KAI

34> Perbandingan harga sewa tempat berdasarkan tdh@P PT. KAl di Jalan Sawo dengan

harga pasaran tanah di Jalan Raya Margonda.
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yang teletak pada lokasi yang dianggap strategisjade dulang emas,
seperti halnya tanah bantaran rel di Jalan SawoHal ini tentu saja
menafikan hukum formal lainnya yang berlaku dalanontkks

pemanfaatan tanah di Jalan Sawo. Tanah yang sekardgperuntukkan
bagi jalur kereta api digunakan untuk tempat beadggdimana dapat
terlihat secara jelas di dalamnya bahwa pengguteah bantaran rel
berorientasi pada kepentingan ekonomi antara pasdagang,

"pengembang” serta para aparat pemerintahan dankéeDepok, serta
instansi pemerintah seperti PT. KAl dan PLN, bukenberorientasi pada
keselamatan publik atas fungsi dan peruntukkarhtgeraebut.

Dengan demikian, keuntungan-keuntungan ekonomieltets dalam
kenyataannya dapat mengesampingkan perangkat atiuam formal
yang berlaku. Ada suatu mekanisme di antara pilifadkpterkait yang
menyebabkan perangkat aturan formal dikesampingkaity keuntungan
ekonomis yang diperoleh dari pemanfaatan tanahg&ekata lain suatu
perangkat aturan informal dapat lebih operasiorsard konteks ini,
melalui kesepakatan di antara pihak-pihak terkadngy bersifat
akomodatif.

4. 2. Perangkat-perangkat Aturan Informal yang Berbku bagi Pihak-pihak
Terkait di Jalan Sawo

Menurut von Benda-Beckmann (2006), pada beberagraaasosial, pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya membuat pilihan atas hukgang dipilihnya untuk
menjadi acuan berperilaku. Mereka mungkin menolanggunaan suatu
perangkat aturan formal dan lebih memilih perandk#tum informal. Mereka
mungkin juga memilih untuk memilih satu hukum daenmdakan yang lainnya,
atau menggunakan lebih dari satu hukum. Namun umanenang-orang tidak
mau melibatkan hukum formal atau peradilan untuknené&ukan keputusan
mereka. Mereka cenderung menyukai negosiasi infoltegosiasi inilah berada

pada bayang-bayang kemajemukan hukum.
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Dari pembahasan sebelumnya dapat dipetakan bahwap&d dua perangkat
aturan yang berlaku dalam konteks pemanfaatan tdndalan Sawo. Perangkat
aturan pertama adalah perangkat aturan formal igdgi atas HTN (UUPA dan

Peraturan Pemerintah), Undang-Undang Perkeretadlm&8 Tahun 2007, Perda
Kota Depok No0.18 Tahun 2003 Tantang Garis SempddarnPerda Kota Depok
No.19 Tentang lzin Pemanfaatan Ruang, serta Regleb3e Jilid Il Bab |

mengenai Peraturan-peraturan Tentang PersewaanalBeam) Tanah dan
Bangunan-bangunan Milik Perjanka. Akan tetapi,deepperangkat aturan formal
pertama pada kenyataannya sulit dioperasionalsasiRerangkat aturan formal
yang relatif mudah dioperasionalisasikan oleh pipidlak terkait dalam konteks
pemanfaatan tanah di Jalan Sawo hanyalah R.13l, JhAmun dalam

penerapannya juga melalui tindakan manipulatif lpipiddak yang bersangkutan
dengan mengabaikan salah satu pasalnya yang d@mndg@at menghambat
akomodasi keuntungan pihak-pihak yang terlibat. €mi berlaku suatu

mekanisme interaksi sosial tertentu antara pihbkipiterkait yang dalam
kenyataannya lebih berpedoman pada perangkat akeduna, yaitu perangkat

aturan informal.

Kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh pihak-pihdkrkait menyebabkan
perangkat aturan formal dikesampingkan, sementarangkat aturan informal
dapat berjalan. Perangkat aturan informal ini umygannidak tertulis dan
berdasarkan atas kesepakatan sosial/bersama ah#k-pthak yang terlibat.
Kesepakatan di antara pihak-pihak terkait tersddmusifat akomodatif (karena
menguntungkan secara ekonomi) bagi semua pihalkjggehpemanfaatan tanah
di Jalan Sawo dapat berjalan dan tidak menimbukanflik di antara mereka
Untuk selanjutnya, saya mendeskripsikan perangkatngkat aturan informal

yang berlaku bagi pihak-pihak terkait dalam pematafia tanah di Jalan Sawo.

Perangkat aturan informadertama adalah kesepakatan sosial yang dibuat di
antara “pengembang” dengan pihak internal StasiuikKésepakatan-kesepakatan
yang dibuat terkait dengan pengaturan yang berlgdgrun dengan
perizinan/persetujuan dari Kepala Stasiun dan pgrmbaeuntungan dari hasil
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sewa-menyewa kios. Ketentuan-ketentuan dalam kkatgrayang dijalani adalah
(1) “pengembang” memberikan sejumlah uang kepadpalée Stasiun untuk
perizinan penyewaan tanah di Jalan Sawo ke Daog2)l,Kepala Stasiun
memberikan rekomendasi persetujuan kepada DaggsIatcana “pengembang”
untuk menyewakan tanah dan mendirikan kios-kios Jdlan Sawo, (3)
“pengembang” memberikan bonus kepada Kepala Stadam para pegawai
Stasiun Ul dari keuntungan sewa kios semi-permaeetkaplingnya setiap jatuh
tempo pembayaran sewa kios tersebut, (4) “pengegiibamembagi hasil
keuntungan sewa kios non-permanen berdasarkan npmtabangunan yang
ditanamnya bersama Kepala Stasiun Ul terdahulu r{Nas (5)
“pengembang”’memberikan bonus keuntungan sewa kiospermanen kepada
Kepala Stasiun dan para pegawai Stasiun Ul, (6pgpmbang” menyetorkan
uang listrik dari pedagang/penyewa kios non-permaeepihak Stasiun Ul setiap
bulan.

Perangkat aturan informékedua berlaku antara “pengembang” dengan Pak Nur,
pihak yang digusur dari Jalan Sawo ketika prosewlipan kios-kios di sana
berlangsung. Perangkat aturan ini berupa kesepakiatapai kedua belah pihak.
Isi kesepakatan itu adalah (1) “pengembang” dapatemiibkan tanah di Jalan
Sawo yang berarti juga ikut menggusur gubug Pak, N2y "pengembang”
mengganti rugi gubug Pak seharga Rp.300.000 dan4B@.000 atas empat
batang pohon pisang yang ditanam Pak Nur, (3) "perigng” memberikan uang
sebesar Rp.4.000.000 kepada Pak Nur sebagai bemtagganti kerugian secara

moril atas 'penggusuran’ yang dilakukannya.

Perangkat aturan informaketiga adalah kesepakatan yang dibuat antara
"pengembang”, pihak Stasiun Ul dan warga RT.02/@fukahan Pondok Cina.
Kesepakatan yang dibuat berkaitan mengenai etikag yaarus dilakukan
"pengembang” ketika melakukan suatu kegiatan diag@m wilayah RT.02.
Kesepakatan yang dicapai adalah (1) "pengembanuit toerparstisipasi pada
acara-acara tertentu yang diadakan di lingkunganORDbaik dalam bentuk
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undangan maupun sumbangan, (2) pengurus RT.02 dapagajukan
permohonan sumbangan "pengembang” melalui peraktgala Stasiun Ul.

Perangkat aturan inform&kempat adalah perangkat aturan yang berlaku antara
"pengembang” dengan Pemerintah Kota Depok, lebiatteya adalah oknum-
oknum yang berada di Dinas Tata Kota Depok (sekaptmrnama Dinas Tata
Kota dan Bangunan). Kedua pihak ini membuat kesgpakyang berkaitan
dengan izin pembangunan kios di Jalan Sawo yangpakan tanah bantaran rel.
Kesepakatan yang dicapai adalah (1) "pengembangibragkan sejumlah uang
kepada oknum-oknum di Dinas Tata Kota, (2) Dinat Kota memberikan izin
kepada "pengembang” untuk melanjutkan pembangum@sikios, namun tanpa
disertai IMB.

Perangkat aturan informdtelima adalah kesepakatan antara "pengembang”,
pihak Stasiun Ul dan pihak "orang dalam” PLN KectanaBeji. Ketentuan-
ketentuan yang harus dijalani dalam kesepakatamadalah (1) "pengembang’
memberikan sejumlah uang kepada "orang dalam” Pamyydikenalnya, (2) PLN
memasang aliran listrik (meteran) dan rekening padsing-masing kapling kios
semi-permanen, (3) kios non-permanen mendapandlstik dari gardu listrik
Stasiun Ul, (4) "pengembang” menyetorkan uangikidari para pedagang yang

menyewa kios non-permanen ke pihak Stasiun Ul.

Perangkat aturan informkéenamadalah kesepakatan yang dibuat dan berlaku di
antara "pengembang” dan para pedagang di Jalan .SHesepakatan ini
berkenaan dengan mekanisme sewa-menyewa kios. degep ini terbagi lagi
menjadi dua kategori, yaitu antara "pengembanggdarpedagang/penyewa kios
semi-permanen dan “"pengembang” dengan pedagangipanykios non-
permanen. Kesepakatan antara "pengembang”’ dengdagqey/penyewa kios
informal adalah (1) penyewa kios semi-permanen nagmarbuang sewa kios per
tahun kepada “"pengembang” dengan bukti pembayaeaopé kwitansi, (2)
perbedaan harga sewa kios semi-permanen per kapdirtgrgantung dari letak

dan kestrategisannya, (3) setiap kios difasilitaagteran dan rekening listrik
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sendiri, (4) pedagang/penyewa kios semi-permanembagar sendiri rekening
listrik ke loket pembayaran, (5) pedagang/penyesvai-ermanen dapat membeli
kios yang "dimiliki” oleh "pengembang”, (6) pembetios membayar sejumlah
uang kepada "pengembang” sesuai kesepakatan  berdwauk
"kepindahpemilikan” kios, (7) pemilik kios yang loatetap membayar uang sewa
tanah yang dipakai untuk tempat didirikan kios yatibelinya tersebut, (8)
besarnya harga sewa tanah berdasarkan NJOP pertamete yang didirikan kios
yang dibelinya itu setiap masa jatuh tempo pemisaysewa tanah, (9) uang sewa
tanah disetorkan "pengembang” selaku penyewa t&fahKAl di Jalan Sawo
untuk kemudian disetorkan kembali oleh "pengembakeg” Divisi Jabotabek

bersama-sama dengan pembayaran keseluruhan selaltalalan Sawo.

"Pengembang” dapat mengalihkan "kepemilikan” kiesnspermanennya pada
kerabat/keluarganya untuk digunakan mereka berdadasana. Dalam hal ini
pengalihan "kepemilikan” dilakukan berdasarkan mgan kekerabatan yang
dimiliki mereka. Kesepakatan yang dibuat berkendengan pengalihan ini
adalah (1) keluarga yang bersangkutan menggaryt lmreodal pembangunan kios
yang ditempatinya kepada ”"pengembang”, (2) berlgbula mekanisme
pembayaran sewa tanah seperti halnya yang berlata pedagang/pihak yang

membeli kapling kios semi-permanen dari "pengemhang

Kesepakatan yang berlaku antara "pengembang” dgre@agang yang menyewa
kios non-permanen adalah (1) pedagang/penyewankingpermanen membayar
uang sewa sebesar Rp.300.000 per bulan plus ligik15.000 kepada
"pengembang” secara tepat waktu setiap tanggal24ika tanggal jatuh tempo
pembayaran sewa kios dan iuran listrik merupakam Ilaur atau hari Raya,

pengembang dapat memajukan penarikan bayaran 8@l cepat.

Ada aturan main yang berlaku antara “pengembangnhgale para
pedagang/penyewa kios secara umum. Ketentuan téradhblah (1) pedagang
yang menyewa kios tidak boleh terlambat membayanguaewa, (2)

"pengembang” memberikan sanksi moril kepada penykwsa yang terlambat
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bayar dengan bersikap tidak mengenakkan berupaaksntdan luapan
kemarahan (3) "pengembang” memberikan sanksi nhagegi penyewa kios yang
terlambat membayar uang sewa dengan larangan eglaty kios itu lagi, (4)

pedagang dilarang menjual miras dan narkoba, (8pageng dilarang berebut

tempat yang dapat menimbulkan ketidakaturan kawdagang.

Perangkat aturan informaketujuh berlaku di antara sesama pedagang.
Kesepakatan yang dibentuk di kalangan internal gemtp terbagi atas dua
kategori, yaitu kesepakatan di antara sesama pegalj&ios semi-permanen dan
kesepakatan antara sesama pedagang di antara sesa@iagang kios non-
permanen. Kesepakatan yang berlaku di antara sepadegang di kios semi-
permanen adalah (1) pedagang yang menyewa kios-pggmanen dapat
melakukan pengalihan penyewaan/pengontrakan kidfer (contracy kepada
pedagang/penyewa lain yang berminat, #gr contractdapat dilakukan tanpa
melibatkan “pengembang”, (3) penyewa kios semi-p@@n yang baru
membayarkan sejumlah uang yang telah disepakatirings oleh kedua belah
pihak untuk membayar penempatan kepada penyewgdnaslama, (4) penyewa
kios yang baru mengganti sisa uang sewa yang steldmjur dibayarkan
penyewa kios yang lama kepada "pengembang” ¢far contractdilakukan
sebelum masa berlaku kontrak (satu tahun) sel@gapenyewa kios yang lama
memberikan kwitansi pembayaran sewa kios antarainydir dengan
"pengembang” kepada penyewa kios yang baru, (6ygyea kios semi-permanen
dapat menyewakan lagi sebagian tempat dalam kidepada pedagang lain, (7)
penyewaan sebagian tempat di kios semi-permaneiat ddifakukan tanpa
melibatkan "pengembang”, (8) pedagang yang menyengat dari penyewa
kios semi-permanen dapat meletakkan etalase afsak ldagangan miliknya
(biasanya di bagian muka ata pelataran kios), #8Jénsewa pelataran kiso semi-
permanen ditentukan berdasarkan kesepakatan kethtapghak yang dibayarkan

per bulan.

Kesepakatan yang berlaku di antara sesama pedatjakigs semi-permanen

adalah (1) pedagang yang menyewa kios non-permalagrat melakukan
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pengalihan penyewaan kepada pedagang/penyewa kg Yerminat, (2)
penyewa kios non-permanen yang baru membayar petamgkios kepada
penyewa kios yang lama dengan besar harga yarngdisiepakati oleh keduanya,
(3) pengalihan kios non-permanen dapat dilakukampaa melibatkan

"pengembang”.

Perangkat aturan inform&ledelapan adalah kesepakatan sosial yang dibuat di
antara para pedagang di Jalan Sawo dengan pen&irng2/07 Kelurahan
Pondok Cina. Kesepakatan ini berkenaan dengan nseken penjagaan
lingkungan di RT.02 pihak yang sebagian wilayahdyadikan kawasan dagang.
Kesepakatan yang dicapai adalah (1) pedagang & Bdwo wajib membayar
uang kebersihan dan keamanan kepada pihak RT.@8aeRp.1000 per hari, (2)
pembersihan dan pengangkutan sampah di kawasanSaleo dilakukan setiap
sore oleh petugas kebersihan yang diutus pengurl32R(3) petugas kebersihan
tersebut sekaligus juga menarik langsung uang kétaer dan keamanan dari para
pedagang, (4) pedagang yang tidak mau atau tertamdr@bayar adalah dengan
tidak diangkutnya sampah, mendapat teguran dagysas RT.02, dan bahkan

pengusiran dari kios.

Agar memperjelas identifikasi perangkat aturan rimfal yang berlaku dalam
konteks pemanfaatan tanah PT. KAI di Jalan Sawm szendeskripsikan secara

ringkas dalam tabel berikut ini:
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4. 3. Mekanisme Keterkaitan antar Perangkat-peranght Aturan Formal dan
Informal
Sub-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai gpjafalisme hukum dalam
konteks pemanfaatan tanah PT. KAI di Jalan Sawakukégiatan perdagangan.
Perangkat-perangkat hukum informal yang berlaku p#mgk-pihak yang terlibat
yang memiliki kepentingan ekonomi atas pemanfadtamah tersebut telah
diidentifikasikan pula. Ada garis batas yang jedasara perangkat aturan formal
dan perangkat-perangkat aturan infromal, juga daranperangkat-perangkat
aturan informal itu sendiri. Situasi semacam inimkelian dibedakan oleh
Griffiths (1986) dengan adanya dua macam pluralifimeum, yaitu pluralisme
hukum yang lemahweak legal pluralisth dan pluralisme hukum yang kuat
(strong legal pluralisp (Masinambow, 2000: 67). Pluralisme hukum yang ada
adalah hukum lain di luar hukum negara, akan tetapkum lain ini
kedudukannya lebih rendah dari hukum negara, dekgtnlain hukum negara
tetap dipandang sebagai superior. Sedangkan gion@lhukum yang kuat adalah
semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudakdalam masyarakat,
tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistemuhnukyang satu lebih tinggi
dari yang lainArtinya di sini setiap hukum mempunyai peluang yaaga untuk
dipilih/dijadikan acuan.

Dalam konteks penelitian ini, gejala pluralisme ik yang terwujud adalah
pluralisme hukum kuat. Perangkat hukum formal tidaénjadi superior dalam
kehidupan masayarakat dalam konteks pemanfaatash tain Jalan Sawo.
Perangkat-perangkat hukum informal yang ada diranmhak-pihak terkait
memiliki peluang untuk menjadi pedoman kehidupameke ketika berinteraksi
satu sama lain. Pada kenyataannya, perangkat-geragkum informal tersebut
lebih dipilih untuk dijadikan acuan bagi pihak-pkhayang terlibat dalam

pemanfaatan tanah di Jalan Sawo.

Pemikiran yang dikemukakan Griffiths di atas terldlkotomis dengan memilah-
milah sistem-sistem hukum yang ada dalam masyarkkaiua perangkat hukum

yang berlaku pada masyarakat, formal dan infortealihat seperti dua elemen
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hukum yang sama sekali terpisah. Konsep atau peanikpluralisme hukum

hendaknya tidak dilihat secara dikotomis antaraamgkat aturan formal dan
perangkat aturan informal, akan tetapi lebih ditddea pada inter-relasi, interaksi,
saling pengaruh, dan saling adopsi di antara barbsigtem tersebut. Dalam
perkembangan pemikiran pluralisme hukum, von BeBelekmann (1990)

menyatakan bahwa yang menarik bukanlah dapat dikkapnya kemajemukan
hukum, tetapi apa yang terkandung dalam kemajemutasebut, yaitu

bagaimana sistem-sistem hukum saling berinterakdu ssama lain, dan

bagaimana keberadaan dari sistem-sistem hukum ymmggam itu secara
bersama-sama jika berada dalam suatu lapangam kejizntd®. Pada tahap ini,

terdapat cakupan proses sosial antara sistem hukstitsi, aturan atau prosedur
yang muncul, dipelihara dan diubah. Di sinilah,gpaktor membangun hubungan
di antara pemisahan hukum dalam istilah normagi§kah saling bertentangan,
saling melengkapi atau antara satu perangkat hu#tengan lainnya bersifat
hierarkis (von Benda-Beckmann, 2006: 23).

Sistem-sistem hukum yang ada dalam konteks pentanfaanah di Jalan Sawo
adalah perangkat aturan formal dan perangkat ainfarmal. Perangkat aturan
formal berupa HTN mengenai ketentuan status tareaig ydikuasai instansi
pemerintah, serta Undang-Undang Perkeretaapian3Nbahun 2007 Pasal 35,
36, 37, 38, dan 178 mengenai peruntukkan tanahatzamtrel dan larangan
kegiatan di atasnya. Ada pula Perda Kota Depok &dlahun 2003 yang
mengatur mengenai batas-batas pendirian bangunasedapadan jalan, Perda
No.19 Tahun 2003 yang mengatur mengenai izin pemasani ruang, serta
Reglemen 13 Jilid Il Bab | yang mengatur mengepetisewaan (pemakaian)
tanah dan bangunan PT. KAI termasuk juga ketentmangenai tanah-tanah
mana saja yang tidak boleh disewakan. Berlaku ptiman informal berupa
kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara-pihak terkait. Kesepakatan
tersebut berlaku secara kontekstual atau pada Kerégpangan sosial tertentu
melalui suatu mekanisme interaksi sosial di anfzaea aktor-aktornya untuk

mendukung berjalannya usaha pemanfaatan di Jalam. Sa

35 Lihat Benda-Beckmann, 2006.
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Menurut Irianto (2005), pada tataran individu, etesisi pluralisme hukum akan
terlihat jika ada seseorang yang menjadi subjekhléeari sistem hukum. Satu
pihak atau aktor dapat menjadi subjek dari banyakmmkat aturan. Dengan kata
lain, satu aktor yang sama dapat bermain pada dgapasosial yang berbeda
dengan perangkat hukum yang masing-masing berlegara kontekstual. Pada
tataran individu inilah dapat terlihat bagaimanatukepangtindihan antar
perangkat aturan pada satu subjek hukum menciptaki@naksi di antara
perangkat aturan itu sendiri. Keterkaitan antarapgkat aturan dapat dilihat
melalui ketumpangtindih penerapannya pada satekudhjkum, dimana terdapat

interaksi sosial tertentu yang terjadi dalam kostedsial tertentu pula.

Berikut ini merupakan skema yang menggambarkanusgajala keragaman
hukum yang berlaku dalam konteks pemanfaatan talakalan Sawo untuk

kawasan perdagangan.
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Gambar 4. 1

Skema Pluralisme Hukum

l

NN

© © © 0 0 o © 6

PT. KAl STASIUN Ul “PENGEMBANG” PAKNUR PEMKOT PLN PEDANGANG RT. 02/ 07

DEPOK KEL.
PONDOK
CINA

: (semesta) HTN (UUPA dan peraturan Pemerintdhb) Perkeretaapian,

Perda Kota Depok, R.13. JL1II

: Kesepakatan “pengembang” dan pihak internaditall
: Kesepakatan “pengembang” dan Pak Nur
: Kesepakatan “pengembang”, Stasiun Ul, dan RTU:0Kelurahan

Pondok Cina

: Kesepakatan “pengembang” dan Pemerintah KoppPéinas Tata

Kota)

: Kesepakatan “pengembang”, Stasiun Ul, dan Pelldéhatan Beji

: Kesepakatan “pengembang” dan pedagang di Salao

: Kesepakatan internal pedagang

: Kesepakatan pedagang dan pengurus RT.02/0%dteln Pondok Cina
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Sosok "pengembang” merupakan tokoh sentral dalarali@n ini. la merupakan
subjek hukum dari berbagai perangkat aturan yaagdathm pemanfaatan tanah
di Jalan Sawo. Melalui "pengembang’lah terbuka abentuk banyak perangkat
aturan yang melibatkan banyak pihak untuk kontekséks sosial tertentu yang
mendukung berjalannya usaha pemanfaatan tanah lah Jawo. Dengan
demikian, "pengembang” berperan menjadi penghubdag beberapa pihak

terkait dalam rangka tetap terbukanya atau bengmpemanfaatan tanah.

Pihak "pengembang” menjadi subjek hukum dari delaperangkat aturan yang
berlaku dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawoniglaisasing perangkat aturan
tersebut berjalan secara kontekstual, tergantuagiaaerada di lapangan sosial
yang mana dan berinteraksi dengan siapa. Pertanmeiupakan subjek hukum
atas Undang-Undang No0.23 Tahun 2007 tentang Pé¢ak@ian dalam

kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia iausglya mentaati peraturan
yang ditetapkan negara untuk tidak melakukan lamankegiatan di atas tanah
peruntukkan pengoperasian kereta api. Ini sekaligga berlapis atas ketetapan
HTN (UUPA dan Peraturan Pemerintah) mengenai pekikah tanah terkait

dengan status tanah PT. KAl yang merupakan HakiPaka

Kedua, "pengembang” juga menjadi subjek hukum g@arangkat aturan yang
berlaku antara dirinya dengan PT. KAI (Daopl, Divesbotabek dan Stasiun Ul).
Perangkat aturan ini berupa sebuah perjanjian &krdimana isi dari perjanjian
tersebut merupakan ketentuan yang terdapat dalagJRIll (dengan melakukan
tindakan manipulasi pada salah satu pasalnya baram KAI) dan kemudian
diterapkan pada konteks penyewaan tanah di Jalan.3dekanisme penerapan
perangkat aturan ini pertama adalah "pengembanghinia izin pada Kepala
Stasiun (KS) Ul saat itu untuk menyewa tanah dad@awo. Setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Stasiun, "pengembang”’ mtkan proses permohonan
izin menyewa tanah ke tingkat Daop 1, sampai dit@paya izin tersebut.
"Pengembang” mendapatkan izin menyewa tanah di fa&wo selama 2 tahun 11
bulan dengan biaya NJOP dikali luas tanah yangwdisga. Atas dasar pemberian

jangka waktu itu, maka "pengembang” hanya dipetid@de membangun
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bangunan semi-permanen di atasnya, sehingga jik&Amemiliki rencana tiga
tahun kedepan untuk menggunakan tanah tersebutnakdah untuk merobohkan
bangunannya. "Pengembang”’ harus menerima konseki@n&arena dalam
perjanjian disebutkan bahwa jika sewaktu-waktu RAlI membutuhkan tanah
tersebut maka penyewa tanah harus bersedia metepasikah sewaannya itu
tanpa mengembalikan sisa uang kontrak yang tetimper dibayarkan. Sebelum
mulai membangun, "pengembang” terlebih dulu harasebersihkan tanah yang

disewanya itu.

Pemberlakuan dua perangkat aturan antara UU Pakeren dengan perjanjian
kontrak tanah idealnya dapat memiliki interaksi ¢yazaling mendukung. Akan
tetapi, dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawdhaebdahwa interaksi di antara
kedua perangkat aturan tersebut berjalan secar@&raklddif dengan adanya
tindakan manipulatif di antara kedua pihak terlib@hgan mengabaikan salah
satu pasal yang menjelaskan mengenai tanah-tanaly w#larang untuk
disewakan. Konflik dan benturan secara fisik titefadi dalam interaksi sosial di
antara pihak-pihak yang terlibat dan berwenangk&ekiedua perangkat aturan
tersebut diterapkan karena adanya suatu mekanislimg snemberikan imbalan
yang menguntungkan bagi mereka. Mekanisme tersedmdlah dengan
dibayarkannya sejumlah uang yang telah ditentulesainya dari "pengembang”
kepada PT. KAI (Daop 1). Sebagai imbalannya "pergerg” memperoleh izin
dari Daop 1 untuk menyewa tanah dan mendirikan #idanah yang seharusnya

memiliki peruntukkan sebagai ruang pengoperasiagt&e

Implementasi UU Perkeretaapian tidak dapat berjalabhagaimana mestinya
dalam lapangan sosial ini karena adanya kepentieganomi di antara kedua
belah pihak. Hal ini terlihat dengan tidak adankas dari para penegak hukum
atau pihak yang berwenang atasnya untuk melakukahakian tegas atas
penyewaan tanah dan pendirian bangunan di atasngalnya dengan melakukan
razia, pembersihan, penggusuran, dan lain-laira Radteks penyewaan tanah ini
dapat diartikan bahwa perangkat aturan formal hangaupakan atau menjadi

perangkat aturan dalam tataran ideal/normatif saja.
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"Pengembang” perlu melakukan tindakan-tindakan lalalam usahanya
mendapatkan dan mempertahankan sewa tanah diSahm yang dimanfaatkan
untuk Kkegiatan perdagangan. Tindakan-tindakan Watsepada akhirnya
melibatkan lebih banyak pihak dan menciptakan lgpansosial lainnya yang
lebih banyak dan luas lagi. Pada setiap lapangsials@ng mendukung usahanya
dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawo, "pengembagrgama-sama dengan
pihak-pihak terkait menciptakan perangkat-perangkatan baru yang meregulasi
tindakan yang mereka lakukan. Ini berarti "pengengb&embali menjadi subjek

hukum atas perangkat-perangkat aturan tersebut.

"Pengembang” menjadi subjek hukum dari kesepakadag gibuatnya dengan
pihak internal Stasiun Ul. Kesepakatan yang dibb@tlaku dalam konteks
"melobi” yang dilakukan “"pengembang” untuk mend&pat rekomendasi

persetujuan dari Kepala Stasiun Ul saat itu kef2aap 1. Mekanisme interaksi
sosial yang dilakukan keduanya adalah dengan pénbesejumlah "uang

pelicin” kepada Kepala Stasiun. Sebagai timbal kbgh, “pengembang”

mendapatkan persetujuan Kepala Stasiun kepada Danfuk menyewa tanah di
Jalan Sawo. Mekanisme interaksi sosial ini perliakdikan mengingat posisi
Kepala Stasiun yang memberikan rekomendasi peusetugepada pihak yang
lebih tinggi (Daop 1). Kesepakatan lainnya yandaker antara "pengembang”
dengan pihak internal Stasiun Ul adalah pember@mué keuntungan sewa kios
kepada Kepala Stasiun Ul dan para pegawainya. kshusuuk kios non-

permanen, "pengembang” membagi hasil keuntungamgaterkKepala Stasiun

terdahulu (Nasri) atas modal pembangunan kios yaegeka tanamkan berdua.
Pemberian bonus berfungsi sebagai suatu bentukadasnagar tetap terjaganya
hubungan baik antara "pengembang” dengan pihaknigiteStasiun. Mekanisme
interaksi sosial pada kedua belah pihak ini peilakdkan sebagai pemeliharaan
akses "pengembang” terhadap tanah yang disewarmya nenjadi pemasukan
uang bagi pihak internal Stasiun Ul. Pada kontek®ldbi” dan menjaga

hubungan baik ini dapat terlihat mekanisme intargksrangkat aturannya.
Kesepakatan yang dibuat antara "pengembang” depifpak internal Stasiun Ul

berjalan untuk mendukung berjalannya persewaartdinzalan Sawo.
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"Pengembang” juga merupakan subjek hukum atas kkatg yang ia buat
dengan Pak Nur, selaku pihak yang digusur darinJ&8awo ketika proses
pendirian kios-kios di sana berlangsung. Perangitatan ini berlaku dalam
konteks pembersihan Jalan Sawo sebelum didirikarkiys-kios. Mekanisme
interaksi yang terjadi sempat berlangsung alot deraglanya pertikaian di antara
mereka. Akan tetapi, pada akhirnya “pengembanghdmsl mengusir Pak Nur
dari Jalan Sawo dengan kesepakatan-kesepakatanditarag. Pencapaian hasil
tersebut tentu saja tidak menafikan posisi tawanfigmbang” yang lebih tinggi
karena memiliki izin dari Kadaop 1. Asumsinya atialpihak Pak Nur merasa
tidak punya pilihan lain atas kesepakatan yanditdlauat tersebut. Mekanisme
interaksi sosial yang terjadi di antara kedua bepéiak adalah pemberian
sejumlah uang untuk penggusuran yang dilakukandgeang’ terhadap Pak
Nur. Sebagai konsekuensinya Pak Nur harus bersefdik tinggal/menetap di
Jalan Sawo lagi. Kesepakatan antara “pengembamgjatiePak Nur ini dilakukan
agar berjalannya perangkat aturan yang terdahuditu ysebagai syarat dari
persewaan tanah di Jalan Sawo. Jadi, interakantdra kedua perangkat aturan

ini sifatnya adalah mendukung.

"Pengembang” juga menjadi subjek hukum dari perahgkuran yang ditetapkan
oleh dirinya, pihak Stasiun Ul dan warga RT.02 Kahan Pondok Cina.

Perangkat aturan ini berupa kesepakatan yang dibleat ketiga belah pihak
tersebut yang berlaku dalam konteks mendapatkaratau sikap tidak keberatan
dari warga RT.02 atas sebagian wilayahnya yangdidaa kawasan dagang.
Mekanisme interaksi sosial yang dilakuakan ketigéalb pihak tersebut dalam
menjalankan kesepakatan ini adalah melalui passsigpengembang” pada
acara-acara yang diadakan di wilayah RT.02 berupdangan maupun
sumbangan. Khusus untuk sumbangan dikonfirmasikarpthak pengurus/Ketua
RT kepada "pengembang”’ melalui perantara Kepalaistall. Mekanisme ini

perlu dilakukan karena menjadi pembuka jalan dakmgka mendirikan kawasan
dagang di Jalan Sawo. Berlakunya kesepakatan akédiga belah pihak ini

sifatnya mendukung berjalannya operasionalisasiangiat aturan antara
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"pengembang” dengan sebagian elemen PT. KAI, yai#ngenai persewaan dan

pemanfaatan tanah di Jalan Sawo.

Sebagai penduduk Kota Depok, “pengembang” beradmwah payung hukum
yang ditetapkan oleh pemkot Depok. “Pengembangirddial ini menjadi subjek
hukum dari Perda Kota Depok, lebih khususnya teridgngan konteks
pemanfaatan tanah di Jalan Sawo ini adalah Perds8N@an 19 Tahun 2003. la
sebagai warga Kota Depok seharusnya taat akarupmnatang ditetapkan dalam
Perda tersebut, yaitu mengenai ketentuan mendirilsangunan dari garis
sempadan rel dan izin atas pemanfaatan suatu réddaq. tetapi, sebagaimana
halnya perangkat aturan formal lainnya (HTN), Peimatidak dapat berjalan
kecuali hanya menjadi perangakat aturan dalamatatdeal/normatif saja. Di sisi
lain, “pengembang” justru menjalankan suatu mekaeitteraksi sosial dengan
oknum-oknum di Dinas Tata Kota Depok untuk menjedan suatu perangkat
aturan informal baru yang bertentangan denganasild®No.18 dan 19 Tahun
2003. “Pengembang” di sini kembali menjadi subjelkum atas kesepakatan
yang ia buat bersama oknum-oknum di Dinas Tata Ketsebut. Mekanisme
interaksi sosial yang dijalankan oleh keduanyaaddengan pemberian sejumlah
"uang rokok” dan "uang makan” dari pihak "pengemipalkepada beberapa
oknum di Dinas Tata Kota Depok saat itu. Sebagais&kuensinya, Pemkot
Depok memperbolehkan "pengembang” untuk melanjutkd@mbali
pembangunan kios-kiosnya. Mekanisme interaksi yhjagankan kedua pihak ini
didasarkan atas keterpaksaan dari pihak “pengeribabgngan adanya
penyegelan pembangunan kios yang dilakukan Pem&polodengan dalih tanpa
adanya izin, memang membuat posisi “pengembang’jadeterjepit. Pemkot
Depok dalam konteks ini memiliki kewenangan adniat§. Permasalahan ini
akhirnya diatasi oleh “pengembang” dengan “membagyara oknum Dinas Tata

Kota Depok, agar pembangunan kios dapat dilanjutkan

Berdirinya kios membutuhkan adanya aliran listrieng mendukung usaha
penyewaan kios. “Pengembang” dalam hal ini menkaansuatu mekanisme

interaksi dengan pihak-pihak yang dianggapnya dapanhdukung usahanya
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tersebut, yaitu pihak Stasiun Ul dan “orang dal@hN di Kecamatan Beji yang
dikenalnya. Dalam konteks mendapatkan aliran Kisini berlaku pula suatu
aturan main berupa kesepakatan di antara merekiigebeArtinya di sini
“pengembang” juga menjadi subjek hukum atas perrafkiran yang dibuat oleh
ketiga pihak ini. Mekanisme interaksi sosial yangdlalkdikan adalah
"pengembang” dengan mengajukan izin pemasangaranaliistrik untuk
mendukung usaha penyewaan kios di Jalan Sawo. érdrang” terlebih dahulu
menyerahkan tugas permohonan izin ke PLN ini kegadaninya. ldentitas sosial
kembali memainkan peran di sini, yaitu status sugmeingembang” sebagai
pegawai PT. KAl Dalam usahanya mendapatkan akseggpnaan listrik,
"pengembang” melakukan suatu tindakan manipulaiigdn mengatasnamakan
PT. KAI (Stasiun Ul). Akan tetapi, hal tersebutatidmenjadi persoalan manakala
pihak "pengembang” memberikan sejumlah "uang anfppzmla "orang dalam”
PLN tersebut agar dapat memasang dan menggunakanlatrik di Jalan Sawo.
Khusus untuk kios non-permanen, aliran listriknyantbil dari gardu listrik di
Stasiun Ul yang diperuntukkan bagi pengoperasiaat&edi wilayah itu. Setiap
bulannya "pengembang” harus menyetorkan uangKigting ia pungut dari para
pedagang kepada pihak Stasiun Ul.

Jika digambarkan melalui sebuah skema, maka alaaa yang dikeluarkan oleh
"pengembang” terkait dengan usaha pemanfaatan tdndhlasan Sawo untuk

kawasan perdagangan adalah sebagai berikut:
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Skema 4.2.
Aliran Dana dari “Pengembang” ke Sejumlah Pihak

PT. KAI

>

‘Pengembang

«

RT. 07

Ada tiga kategori pedagang di Jalan Sawo berdasaswmpat berdagang, yaitu
pedagang yang menyewa kios semi-permanen, pedggaggnenyewa kios non-
permanen, dan pedagang yang menyewa pelataramagéan muka) kios semi-
permanen untuk meletakkan etalase atau lapak dagaya Pedagang yang
memiliki hubungan langsung dengan “pengembang’ adgledagang yang
menyewa kios semi-permanen dan non-permanen. Diaddrimi, mereka secara
langsung terikat dengan suatu aturan yang ditetapgangembang” berkaitan
dengan sewa-menyewa kios. Aturan ini merupakampé&ged aturan yang berlaku
antara “pengembang” dengan para pedagang. "Pengegihliambali menjadi
subjek hukum dari perangkat aturan yang berlakarantlirinya dengan para
pedagang di Jalan Sawo ini. Perangkat hukum inigzekesepakatan atau aturan

main yang berlaku dalam konteks sewa-menyewa kidalan sawo.

Mekanisme interaksi sosial yang dilakukan antarengembang” dengan
pedagang/penyewa kios semi-permanen adalah deegamagaran sewa kios per
tahun oleh pedagang kepada “pengembang” berdasdmrkaga yang telah
disepakati. Setelah melakukan pembayaran, pedajapderjualan di kios yang

telah difasilitasi meteran dan rekening listrik digin Artinya, pedagang/penyewa
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kios semi-permanen membayar sendiri rekeningKki&eiloket pembayaran setiap
bulannya. "Pengembang” membuka peluang bagi pedgmamyewa kios yang
memiliki modal untuk membeli kapling kios semi-pemen. Pembelian kios ini
pernah dilakukan oleh OT dan AG. Mekanisme jual-gahg mereka lakukan
adalah dengan membayar kepada "pengembang” sesodahj uang yang
disepakati untuk "kepindahpemilikan” kios yang diae dengan kwitansi bukti
pembayaran di antara kedua belah pihak. "Pengembdaigm hal ini tetap
menjadi pihak penyewa tanah PT. KAI, namun pemki®is harus membayar
sewa tanah yang dipakai untuk tempat didirikan kiesg dibelinya tersebut
kepada "pengembang” untuk kemudian disetorkan ké&noteh "pengembang”
ke Divisi Jabotabek bersama-sama dengan pembakaseafuruhan sewa tanah di
Jalan Sawo. "Pengembang” juga dapat mengalihkapetkdikan” kios semi-
permanennya pada kerabat/keluarganya untuk diganaiereka berdagang di
sana. Dalam hal ini pengalihan "kepemilikan” dilaan berdasarkan hubungan
kekerabatan yang dimiliki mereka. Pengalihan inaté pada adik ipar dan adik
kandung "pengembang” yang berjualan di Jalan Sawekanisme yang terjadi
sama dengan jual-beli dan pembayaran sewa tanahkpadeks jual-beli kapling
kios. Perbedaannya, kerabat "pengembang” ini hangabayar ganti modal
pembangunan kapling kios, yang jauh lebih murahrdiingkan jual-beli kapling
kios. "pengembang dalam hal ini tidak mengambilngtbanyak, karena berdalih
bahwa pihak yang bersangkutan merupakan masih say@a Mekanisme
interaksi sosial yang dilakukan antara "pengembategigan pedagang/penyewa
kios non-permanen adalah dengan menarik uang sé@sakkpada pedagang
sebesar Rp.300.000 per bulan plus listrik Rp.154¥ap tanggal 24, atau lebih
cepat 3-7 hari jika tanggal jatuh tempo pembayararupakan hari libur atau hari

Raya.

Interaksi sosial antara "pengembang” dengan padagaag berlangsung secara
harmonis. Akan tetapi, keharmonisan tersebut tidk&n terjadi manakal ada
pedagang yang terlambat membayar uang sewa. "Péagerh bisa bersikap

tidak mengenakkan terhadap pedagang yang terlambatbayar uang sewa,

bahkan ancaman untuk segera hengkangpun melay&angémbang” yang
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berlatar belakang suku bangsa Batak seringkali rmatpara pedagang takut
untuk melanggar ketentuan tersebut, karena mereldn tmemahami resiko
kemungkinan yang akan dialami kelak. Selain jugeeka posisinya sebagai
"pemilik” kios, di sini juga dapat kita lihat bahwatar belakang suku bangsa
"pengembang” memainkan peran penting dalam intesdsial yang dilakukan
oleh para pedagang, yaitu melalui memilih membayarg sewa tepat waktu
daripada harus dibentak-bentak dan diusir. Akamptetmenurut kacamata
"pengembang” pembayaran uang sewa kios tepat wakdu dilakukan, karena
selain juga untuk mendapatkan penghasilan (uangj) diagnya, namun yang
terpenting adalah untuk tetap bisa membuka dan meeatankan usahanya
dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawo. Seperfyahatemberikan bonus pada
pihak internal Stasiun Ul, dan yang utama adalaimbagar sewa tanah ke Divisi
Jabotabek. Perangkat aturan yang berlaku padaksosteva-menyewa kios ini
pada hakikatnya mendukung berjalannya penerapaangiat aturan antara
"pengembang” dengan pihak internal Stasiun Ul derapgkat aturan dalam

suatu perjanjian kontrak tanah antara "pengembédag”PT. KAL.

"Pengembang” bukanlah satu-satunya pihak yang rdesjabjek atas banyak
hukum yang berlaku dalam pemanfaatan tanah di $&#amw. Pemanfaataan tanah
ini melibatkan banyak pihak, yang artinya juga lsagturan yang berlaku pada
masing-masing lapangan sosial. Pihak-pihak terteisebut adalah beberapa
elemen PT.KAI (Daop1l, Divisi Jabotabek da. Stadilip pihak internal Stasiun
Ul, pengurus dan warga RT.07 Kelurahan Pondok (Reajkot Depok, dan para

pedagang di Jalan Sawo.

Daop 1, Divisi Jabotabek dan Stasiun Ul merupakamen-elemen dari PT. KAI

yang merupakan instansi pemerintah. Hal ini besdetmen-elemen tersebut juga
merupakan subjek hukum atas peraturan yang di@apleh negara, yaitu UU

Perkeretaapian. Terkait dengan konteks penelingnUU Perekeretaapian yang
menjelaskan mengenai fungsi tanah bantaran rel gaskan kembali bahwa
tanah yang dimaksud merupakan tanah peruntukkaenien ini sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam HTN (UUPA dan Peatiemerintah) bahwa
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tanah yang dimiliki oleh badan hukum milik negaearhasuk PT. KAI) statusnya
adalah Hak Pakai, yang artinya tanah tersebut tgé&das peruntukkan
pemakaiannya untuk apa. Pihak internal PT. KAI semdenetapkan kebijakan
untuk persewaan tanah. Dalam konteks persewaah @@ana pendirian kios di
Jalan Sawo yang terjadi antara sebagian elemeiRITdengan "pengembang”
diadopsi kebijakan persewaan tanah ini, dengan aiexikan ketentuan dalam
UU Perkeretaapian dan HTN. Belum lagi ketika hdveshadapan dengan Perda
Kota Depok, selaku pemerintahan lokal yang juga iildnperangkat aturan
sendiri mengenai pendirian bangunan dan pemanfaatay. Ketiga perangkat
aturan formal tersebut dan perangkat aturan ariebeerapa elemen PT. KAl
dengan "pengembang” diterapkan pada satu lapangsial syang sama, yaitu
penyewaan tanah PT. KAl dan pendirian kios di atasmenimbulkan interaksi
antar perangkat hukum yang bersifat kontradiktkaA tetapi, proses penyewaan
tanah dan pendirian kios dapat berjalan karenayad&epentingan ekonomi.
Mekanisme interaksi sosial yang dijalankan olehalipihak terkait telah
dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu desajarg memberikan imbalan

yang mendatangkan keuntungan.

Pihak internal Stasiun Ul dalam konteks pemanfadtarah di Jalan Sawo
merupakan subjek hukum berlapis dari UU Perker@gaagan HTN, kebijakan

persewaan tanah PT. KAI, Perda Kota Depok, danustasl sebagai salah satu
elemen PT. KAI telah dijelaskan di atas mengenajedu hukumnya atas

perengakat-perangkat aturan tersebut. Secara khiasuserupakan elemen PT.
KAl yang menjadi subjek hukum atas kesepakatan ydibgatnya bersama
"pengembang”, kesepakatan yang berlaku antar&kmyaadengan "pengembang”
dan RT.02/07 Kelurahan Pondok Cina, serta kesepakeaing dibuatnya bersama
"pengembang” dan PLN. Perangkat aturan formal ddormal di atas secara
normatif bersifat bertentangan. Dalam konteks pdazdan tanah di Jalan Sawo,
perangkat aturan formal dan informal dapat berjddanringan tanpa disertai
konflik fisik karena adanya kepentingan ekonomiadiara pihak-pihak terkait

melalui mekanisme saling memberikan imbalan.
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Pengurus dan warga RT.02/07 Kelurahan Pondok Gida gonteks penelitian ini
menjadi subjek hukum dari kesepakatan yang dibaab®rsama "pengembang’
dan pihak internal Stasiun Ul, serta kesepakatdaararpihaknya dengan para
pedagang di Jalan Sawo. Mekanisme interaksi armpértak RT.02 dengan
"pengembang” dan pihak internal Stasiun Ul telglelaskan pada pembahasan
sebelumnya. Kesepakatan antara pihak RT.02 dengem gedagang di Jalan
Sawo berlaku dalam konteks penggunaan sebagianyahilanereka yang
ditempati para pedagang untuk berjualan. Mekanisnteraksi sosial yang
dilakukan pihak RT.02 terhadap para pedagang addkigan melakukan
pengangkutan sampah dan pungutan iuran kebersdraikehmanan setiap sore
sebesar Rp.1000. Mekanisme ini menurut pihak RpedRi dilakukan mengingat
berdirinya kawasan dagang dapat mempengaruhi tingd{aersihan, keamanan
dan kenyamanan lingkungan RT 02. Oleh karena @ty pula suatu usaha untuk
tetap menjaga lingkungan RT tersebut. Konsekueraji lpedagang yang
menunggak atau tidak membayar uang keamanan adedadapatkan teguran

dari pengurus RT, atau bahkan larangan berdagandilaana.

Pedagang adalah salah satu pihak yang memainkamguerpenting dalam

konteks pemanfaatan tanah di Jalan Sawo. Melaik@nadana dari merekalah
pemanfaatan tanah di Jalan sawo dapat terus begala berlangsung. Terkait
dengan hal ini, pedagang merupakan subjek dariakahykum yang berlaku

berkenaan dengan pemanfaatan tanah. Pertama, pgdsgjaagai warga negara
Indonesia yang melakukan kegiatan di atas jalurgpeerasian kereta api
merupakan subjek hukum dari UU Perkeretaapian. iBegea mereka dapat
melakukan kegiatan di atas tanah tersebut tidddéps dari mekanisme interaksi
sosial yang dilakukan dengan pihak "pengembangrdadonteks sewa-menyewa
kios dagang yang didirikan di atas jalur pengoparakereta api. Pedagang
mendapatkan sewa kios dari "pengembang”’. Ada keaerketentuan di antara
mereka yang menjadi acuan dalam hal sewa-menyesayang berarti pedagang
menjadi salah satu subjek hukum dari ketentuarelets Mekanisme interaksi

sosial secara rinci telah dijelaskan pada pembatsetzelumnya.
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Dalam konteks yang bersamaan, pedagang juga mesjdaiek hukum dari
kesepakatan yang dibuat antara dirinya dengan giaRk2 Kelurahan Pondok
Cina. Kesepakatan ini berlaku dalam konteks pengamm sebagian wilayah
RT.02 oleh mereka untuk dijadikan tempat berdagitakanisme interaksi sosial

di antara mereka juga telah dijelaskan pada penshalsebelumnya.

Terakhir, pedagang merupakan subjek hukum daripedsean yang dibuat di
antara sesama para pedagang di Jalan Sawo ituisdmekanisme ini berjalan
ketika terjadi dua hal, yaitu pengalihan kontragskipffer contrac} dan berbagi
kios. Dalam konteks pengalihan kontrak kios, perayekios yang baru
memberikan sejumlah uang yang disepakati oleh keakiah pihak untuk
membayar penempatan kepada penyewa kios terdalyalg (mengalihkan
kontrak kiosnya). Jikaffer contractdilakukan ketika masa kontrak kios belum
habis, maka penyewa kios yang baru harus menggesatiuang kontrak yang
sudah terlanjur dibayarkan oleh penyewa kios lag@alla "pengembang”. Pada
penyewa kios semi-permanen, pengalihan kontrakrtdisdengan penyerahan
surat kontrak yang berlaku antara penyewa kios alenfpengembang”.
Sedangkan dalam konteks berbagi kios, pedagang lyangalan di salah satu
bagian kios semi-permanen (biasanya bagian mukepalataran kios) membayar
sejumlah uang kepada penyewa kios semi-permaniap $etlan. Besarnya biaya
per bulan ini tergantung kesepakatan dari kedushlqghak.

Kedua sistem hukum yang berlaku pada konteks peratarf tanah PT. KAI di
Jalan Sawo memiliki interaksi yang berbeda-bedacai®e garis besar, saya
menggambarkan hubungan atau interaksi yang bessifatg melengkapi (dapat
pula diartikan saling mendukung/sejalan) dan barsgaling bertentangan.
Bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berjatzelibatkan juga
mekanisme interaksi sosial tertentu, yang berlaaara kontekstual. Artinya di
sini, gejala pluralisme hukum dilihat melalui keisksnsian interaksi kedua sistem

hukum yang ada pada subjek-subjek hukumnya.
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Mekanisme keterkaitan antar perangkat-perangkatamtpada sistem hukum
formal bersifat sinergis, berkesesuaian dan satiegdukung satu sama lainnya.
Undang-Undang Perkeretaapian No.23 Tahun 2007 B&s&6, 37, 38, dan 178
dalam interkasinya dengan HTN adalah bersifat ngida@pi. Ketentuan mengenai
peruntukkan tanah yang memiliki status Hak Paklbagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dilengkdgih Undang-Undang

Perkeretaapian. Dalam hal ini, Undang-Undang Petaapian memperjelas
peruntukkan tanah bantaran rel yang merupakan satartanah yang dihaki oleh
PT. KAI dengan status Hak Pakai. Kemudian, adangald yang ditetapkan

Pemkot Depok tahun 2003 juga mendukung Undang-UndRerkeretaapian,

yaitu mengenai ketentuan larangan pendirian bamgpada jarak tertentu dari as
rel dengan tujuan mengutamakan keselamatan pudliékdpengoperasian kereta.
Dalam kenyataannya, batas jarak aman minimal ak&taa perangkat aturan ini
berbeda, namun lebih disebabkan karena kurangnyalikasi di antara instansi-

instansi terkait, dan bukannya masalah dari subiskarkum itu sendiri.

Berlaku suatu pengecualian pada mekanisme keterka@intar perangkat-
perangkat aturan dalam sistem hukum formal. Pergatmengenai persewaan
tanah PT. KAI yang tercantum dalam R.13 JIIII idga memiliki interaksi yang

bersifat sinergis dengan ketiga perangkat aturbelgmnya. Akan tetapi, dalam
konteks pemanfaatan di Jalan Sawo interaksi arRat& Jl.lIll dengan ketiga
perangakat aturan formal lainnya bersifat berteggan Hal ini dikarenakan
adanya penyesuaian yang dilakukan oleh pihak-piflakg terlibat dalam

menerapkan reglemen tersebut. Penyesuaian yarigikhla berupa mekanisme
interaksi sosial antara PT. KAl dengan “"pengembamgélalui tindakan

manipulasi dengan mengabaikan salah satu pasal giamggap tidak sesuai

dengan kepentingan ekonomi yang mereka miliki.

Kecenderungan mekanisme interaksi antar perangkangkat aturan yang
bersifat sinergis dan berkesesuaian juga ada p&dems hukum informal.
Kedelapan perangkat aturan informal yang berlakmganendukung satu sama

lain dalam suatu mekanisme interaksi sosial teutdhtintara pihak-pihak terkait,
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sehingga pemanfaatan tanah di Jalan Sawo dapatherjalan. Dari penjelasan
pada sub-bab sebelumnya, eksistensi perangkatgi@anaturan informal
dijalankan dengan atas kesepakatan-kesepakatan mjatigatkan pihak-pihak
terkait dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawo. pééséan-kesepakatan itu
dibuat sedemikian rupa oleh mereka agar mendatankgantungan ekonomis,

sehingga sifatnya akomodatif bagi setiap pihak.

Sistem hukum formal dan sistem hukum informal dalamteks pemanfaatan di
Jalan Sawo bersifat bertentangan satu sama lalriniHarlihat, tidaknya adanya
kesesuaian dalam substansi hukum pada masing-mgistegn hukum mengenai
regulasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukiaatak tanah tersebut. Sistem
hukum formal di sini pada intinya melarang segalai§ kegiatan di atas tanah
bantaran rel pada jarak tertentu, kecuali kegiatang berhubungan dengan
pengoperasian kereta api. Aturan ini dipatahkangaerberlakunya perjanjian
kontrak tanah. Dalam penerapannya dilakukan tindakanipulasi oleh PT. KAl
dan "pengembang”’ atas perangkat hukum formal ingda mengabaikan salah
satu pasalnya. Pasal yang dimaksud terkait dengtantkian tanah mana saja
tidak boleh disewakan. Kemudian, untuk mendukungal@nya perjanjian
kontrak ini, yaitu dalam konteks pemanfaatan tatialalan Sawo untuk kawasan
perdagangan, dibuat perangkat-perangkat aturarrmiafountuk menciptakan
suatu keteraturan di antara pihak-pihak terkaidu€esistem hukum ini bertemu
pada lapangan sosial yang sama, namun tanpa didemdlik di antara

pemberlakuan kedua sistem hukum tersebut.

Dalam penerapannya, perangkat aturan informal dap#t operasional daripada
perangkat aturan formal. Kondisi yang relatif kosiflwdan tidak menimbulkan
konflik dalam penerapan kedua sistem hukum iniharldengan tidak adanya
sikap perlawanan dari lembaga-lembaga yang berstamgkatau lembaga
penegakan hukum negara ketika  aturan yang ditetayka
dilanggar/dikesampingkan. Pada penjelasan sub-k#ielsnnya, dijelaskan
bahwa hal ini terjadi karena adanya suatu mekanisteeaksi sosial tertentu di

antara pihak-pihak tertentu, yaitu saling memberikabalan antara satu pihak
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dengan pihak lainnya. Dengan kata lain, didasadtas keuntungan ekonomis.
Hal ini dapat terlihat dengan pemberian sejumlatgwdari "pengembang” kepada
beberapa elemen PT. KAI selaku pihak yang berkelaamysung dengan Undang-
Undang Perkeretaapian agar ’pengembang” dapat niembalan dalam
memanfaatkan tanah yang dimaksud. Selain bebelapa® PT. KAI, pemberian
uang ini juga dilakukan pada pihak PLN dan pihaknkat Depok untuk
mendukung usaha “pengembang” memanfaatkan tanahnflikKo antara
"pengembang” dengan Pemkot Depok yang pernah tedgguht diredam karena
adanya kesepakatan di antara mereka yang dicapaiumaekanisme pemberian

uang ini. Artinya, tidak ada pihak terkait di sy@ing merasa dirugikan.
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